UNIVERSITASINDONESIA

DOKTRIN EXPERIMENTAL USE SEBAGAI DASAR
PEMBELAAN PELANGGARAN PATEN

SKRIPS|

ELIZABETH TARULI LESTARI LUBIS
0806341910

FAKULTASHUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012

Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



(Y

S;(; «

o

UNIVERSITASINDONESIA

DOKTRIN EXPERIMENTAL USE SEBAGAI DASAR
PEMBELAAN PELANGGARAN PATEN

SKRIPS|

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

ELIZABETH TARULI LESTARI LUBIS
0806341910

FAKULTASHUKUM
PROGRAM REGULER
DEPOK
JANUARI 2012

Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



"Be yourself. Life is precious as it is. All the elements for your happiness
are already here.

There is no need to run, strive, search or struggle.

JUST BE”

(Thich Nhat Hanh)
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ABSTRAK

Nama : Elizabeth Taruli Lestari Lubis.
Program Studi : llmu Hukum (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi)
Judul . “Doktrin Experimental Ussebagai Dasar Pembelaan

Pelanggaran Paten”

Skripsi ini membahas mengenai doktrin experit@ense, yang merupakan
sebuah pengecualian dari pelanggaran paten terhaelagsanaan paten oleh
pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitipercobaan, atau analisis,
dengan memberikan gambaran konsep melalui kasws-kasrtentu yang
menimbulkan suatu penafsiran hukum terhadap keharadoktrin experimental
use. Doktrin experimental use dalam hukum paterinchehgi pelaksana paten
yang diduga melanggar hak-hak dari Pemegang Patem& melaksanakannya
tanpa adanya izin, dimana pelaksana paten tersebngjgunakan invensi yang
dipatenkan untuk murni kegiatan eksperimen. Tujdamni skripsi ini adalah
memberikan gambaran tentang kegiatan penelitiang ydikecualikan dari
pelanggaran paten dan sejauh mana kepentingan &iamgng dimaksud dalam
Undang-Undang Paten Indonesia, yakni Undang-Unddag 14 tahun 2001

tentang Paten.

Kata Kunci : Doktrin experimental use, Pengecualibiak-Hak Pemegang Paten
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ABSTRACT

Name :Elizabeth Taruli Lestari Lubis.
Study Program : Law (Law in Economic Activity)
Title . “Experimental Use Doctrine as a Defense to Patent

Infringement”

This thesis elaborates the experimental use exaepii patent infringement. The
experimental use doctrine in patent law protectegatl infringers who use

patented inventions solely for experimental purgpseich as testing whether a
device functions as claimed or re-creating a prodesobserve its effects from

scientific perspective. The purpose of this theses analyzing in which research
activities are exempt from patent infringement asdwell analyzing the state
regulation regarding the experimental use excepbopatent infringement under
patented subject matters can be used without askcdor research purposes.
Experimental use exemption was born from Case lathe United States Patent
Law. In Indonesian Patent Law, the experimental esacept should be

interpreted according to the article 16 (3) Law N4.of 2001 regarding to Patent

Law.

Key Words : Experimental Use Doctrine, Exceptiam®atentees’ Rights
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Paten memberikan dorongan untuk dilakukanya berldaggatan riset dan
pengembangarResearch and Developmemiiu R&D) secara efisien. Penelitian
dan Pengembangan (R&D) merupakan kontribusi yangtime terhadap
kemajuan teknolodi.Dengan adanya paten, berbagai perusahaan mengediak
dana penelitian ratusan bahkan miliaran dolar peun. Tanpa adanya paten,
jumlah investasi yang disediakan tidak besar kapmmasahaan-perusahaan tidak
menginginkan pihak ketiga seenaknya memanfaatkaarnpean yang ditemukan
oleh perusahaannya.

Undang-Undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Pateakdimdkan untuk
memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi paaamenemuan yang
dilakukan oleh seseorang atau sekelompok otaHgl ini diharapkan akan
merangsang kalangan akademik maupun dunia usahla nmeinciptakan berbagai
penemuan berupa alat, produk-produk, maupun peses baru yang dapat
meningkatkan efisiensi produksi yang memperbedaa erusahaan sekaligus
memperbanyak manfaat bagi masyarakat luas yang adiekjonsumennya.
Dengan adanya jaminan hukum tentang paten, peraisadten lembaga publik
akan terdorong untuk mendirikan pusat-pusat risetagmnenghasilkan berbagai
penemuan bart.

Dewasa ini, yang menjadi isu perdebatan dalam Hulaten adalah

bagaimana mempertahankan paten yang merupakanvisgsidari suatu invensi

! Wendy H. Schacht, “The Federal Role in TechnolBgyelopment”,CSR Report 95-
50, lihat juga John R. Thomas, “Scientific Reseanstl the Experimental Use Privilege in Patent
Law”, CSR Report for Congresdrder Code RL32651, (2004), hal. 1

2 Haris Munandar dan Sally SitanggaMgngenal Hak Kekayaan Intelektuélakarta:
Erlangga, 2010), Hal. 36

% Ibid.

* Ibid.
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yang sudah dipatenk@nlmprovisasi tersebut merupakan dasar adanya sebuah
terobosan yang dapat memunculkan suatu teknolagy Yearu, dimana hal ini
berpotensi menghasilkan manfaat yang besar badluken sosiaf.

Paten itu sendiri memberikan hak eksklusif kepadmggangnya untuk
melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarangalkpilain yang tanpa
persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjuakngimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untulil difau disewakan atau
diserahkan produk yang diberi paten (dalam hal rPateduk) ataupun
menggunakan proses produksi yang diberi Paten niddial Paten-proses).
Hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tealibah karena keberadaan
dari invensi itu sendiri. Oleh karena itu, pentiggrinvensi dan semangat dari
daya cipta sangat sulit untuk dipungkiri. Dalam HimkPaten di Indonesia, negara
memberikan hak eksklusif kepada inventor atas hasiensinya di bidang
teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaakan sendiri invensinya
tersebut atau memberikan persetujuannya kepada k pik@n untuk
melaksanakannyaSelama masa eksklusifitas, inventor dapat merewitkingan
komersial, reputasi, ataupun keuntungan pribadigydatang dari invensinya.
Perlindungan yang diberikan oleh negara ini begignifikan, bukan karena
inventor memiliki hak atas invensinya, melainkanrekea hak-haknya yang
eksklusif dan memungkinkan dirinya untuk melarangng lain untuk membuat,
menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, mahkan, atau
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau dikara akan invensinya.
Perlindungan ini adalah dasar yang diberikan dalimdang-Undang Paten di

Indonesia.

® Lihat Michael A. Heller dan Rebecca S. Eisenb&gn Patents Deter Innovation? The
Anticommons in Biomedical Researctfl998) 280 Science 698Arti K. Rai, ‘Fostering
Cumulative Innovation in the Biopharmaceutical Istly: The Role of Patents and Antitrust’
(2001)16 Barkeley Tech.L.J. 8]1Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, ‘Bayhdole &tef and the
Progress of Biomedicine’ (2008p Law & Contemp.Probs, 289

® Norman Siebrasse dan Keith Culver, “The Experimletdse Defence to Patent
Infringement: A Comparative Assessmenthe University of Toronto Law Journalol. 56, No.
4 (Autmn, 2006), hal. 333

" Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20&itahg Paten, LN Tahun 2001
No. 4130, TLN No. 109, pasal 1 ayat 1
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Gagasan bahwa hak eksklusif pada pengetahuan l@arg wendorong
kemajuan ilmiah adalah berlawanan dengan banyakgpest dalam meneliti
iimu pengetahuan. Mereka percaya bahwa kemajuan pengetahuan yang
paling cepat adalah ketika masyarakat menikmagsagsatis terhadap penemuan-
penemuan baru terseBUDi sisi lain, bagaimana cara terbaik untuk menagku
kemajuan ilmu pengetahuan, yang cukup berpotemsiptanya permasalahan,
adalah pada saat peneliti selanjutnya menggunakansi yang sudah dipatenkan
dalam penelitian mereKa.

Meskipun permasalahan ini tidak umum muncul, kegia®enelitian dan
Pengembangan (R&D) memiliki implikasi terhadap Héékayaan Intelektual.
Sejauh seorang peneliti menggunakan penemuan yatgh dipatenkan tanpa
izin atau otorisasi, kemungkinan besar mereka bggang jawab terhadap
terjadinya pelanggaran patéhDikatakan mungkin karena sang peneliti dapat
saja melanggar paten, dapat juga tidak. Oleh katapantuk dapat meredakan
ketegangan antara dorongan untuk membuat suatunp@nedan pembatasan-
pembatasan yang diberikan dalam rezim paten, dikiokgn adanya
pengecualian terhadap hak eksklusif dari pemegatenp

Undang-Undang Paten No 14 tahun 2001 memberikamreksiusif kepada
pemegang paten untuk jangka waktu selama dua palun terhitung sejak
tanggal penerimah Hukum paten ada untuk melindungi inventor dariliken
12

‘pencurian ide’.© Meskipun begitu, hak untuk melarang orang lainukint

membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyawakanyerahkan, atau

8 Lihat juga Robert K. Merton, “The Normative Structure Sfience”, juga Robert K.
Merton, “The Sociology of Science 267, 273-75 (@gic, 1973); Jerome R. Ravetz, “Scientific
Knowledge and its Social Problems” 245-59 (Oxfat8y1); Bernard Barber, “Science and the
Social Order” 90-93 (Free Press, 1952)

°® Rebecca S. Eisenberg, “Patents and the ProgreSgience: Exclusive Rights and
Experimental Use"The University of Chicago Law Revievol. 56, No. 3, (1989), hal. 1017

9 Thomas, “Scientific Research and the Experimddsal Privilege in Patent Law”, hal.1
" Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2004alF8ayat (1)

12 Gregory N. Pate, “Analysis of the Experimental USeception”, North Carolina
Journal of Law & Technology: Vol. 3, Issue 2: Sgy;ii2002), hal.3
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menyediakan untuk dijual atau disewakan atau digara akan invensi, tentu
harus memiliki batasali. Seperti pihak-pihak yang menginginkan menggunakan
penemuan tersebut untuk berbagai alasan yang mungdak termasuk
merugikan hak-hak paten itu sendiri. Misalnya, Rill@n yang ingin menilai
manfaat dari produk yang dipatenkan untuk melinadkah itu akan sesuai
dengan kebutuhan mereka atau bahkan menggunakammyk penelitian
akademis®* Mungkin saja pihak lain juga ingin menggunakaneimsi tersebut
untuk mengembangkan proses komersial yang merefikga. Yang menjadi
perdebatan adalah proses yang akan mengembangkaolotf, sehingga
menyebabkan penggunaan dari invensi tersebut [@oiiuktif dari sebelumnya,
dengan tidak merugikan kepentingan dari hal-hdkesnegang Paten, seharusnya
tidak dianggap sebagai melanggar pdteBahkan pada faktanya, banyaknya
invensi yang ada merupakan hasil dari invensi seieya’®

Pengadilan di Amerika Serikat mengakui pengecualitarhadap
pelanggaran paten yang dikenal sebadgiperimental Use privilegt atau
‘Experimental Use exceptidfi atau Experimental Use deferi¢@ atau fesearch
exemptioh atau ‘Experimental Use exemptidh (untuk selanjutnya disebut

Doktrin Experimental Use Doktrin yang berasal dari Amerika Serikat ini

Sibial

" Ibid,

" Ibid.

' Ibid.

7 Janice M. Mueller, “No ‘Dilettante Affair : Rethking the Experimental Use
Exception to Patent Infringement for Biomedical &eash Tools,”76 Washington Law Review

(2001), hal. 1

8 Thomas Tschinder dan ETH Zurich, “The Experimentsle Exception to Patent
Infringement”,MAS-IP Diploma Papers & Research RepoRaper 5, (2006), hal. 2

1 Norman Siebrasse dan keith Culver, “The Experimlehtse Defence to Patent
Infringement: A Comparative Assessment”, hal. 333

? Tschinder dan ETH Zurich, “The Experimental Use&ption to Patent Infringement”,
hal. 5
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merupakan suatu pengecualian terhadap hak eksklu®dgmegang Paten, dimana
mengizinkan peneliti dan institusinya untuk membkegunaan tertentu tehadap
suatu penemuan yang sudah dipatenkan. Maksud darya pengecualian
berdasarkarmtxperimental Usedalah untuk membuat batasan kepada pemegang
paten terhadap hak eksklusifnya, sehingga pemegaten tidak dapat mencegah
pihak ketiga untuk melakukan kegiatan tertentu &iéak dengan invensinyd.

Doktrin Experimental Uséni, dahulu belum menimbulkan kontroversi yang
signifikan. Hal ini disebabkan karena sebagian beP&megang Paten
mengizinkan para peneliti untuk bebas menggunalearerpuan mereka yang
dipatenkan untuk dua alasan. Pertama, biaya yanwiolg dari sebuah tindakan
pelanggaran terhadap kerugian yang ditanggung péehegang paten biasanya
rendah. Kedua, para peneliti terkadang dapat mealakaln nilai dari invensi
yang dipatenkan tersebut dengan cara mencari kagursaunya?

Namun hal ini berbeda dengan situasi yang dihadagarang, bahwa
sejalan dengan perkembangan paten atas peralatefitipe kini telah terjadi
perubahanPasar utama dari peralatan ini adalah individu ldarbaga-lembaga
yang melakukan penelitian, dimana terdapat perrabaal antara kepentingan
dari pemegang paten dengan para peneliti sehuburdgargan Doktrin
Experimental UseKeseluruhan cakupan dalam doktrin ini dibuat lebiHit
dengan adanya fakta bahwa terdapat garis yang serkakur antara dunia
industri dan akademfS.

Terciptanya Doktrin ini bermula dari penggunaangédsangat sempit?
dan “dengan sangat hemat diterapkanterhadap kasus-kasus yang terjadi.

2L McGill Health Law Institute, “The Research for Exomental use Exceotion: A
Comparative Analysis'McGill Centre fo Intellectual Property Polichal. 5

22 bid.
2 | pid.

24 Michelle Cai, “Madey v. Duke University: Shattegirthe Myth of Universities’
Experimental Use Defensel9 Barkeley Technology Law Jourr(@004), hal. 175

% Douglas v. United Stated481 U.S.P.Q. (BNA) 170, 176 (Ct. Cl. Tr. Div. ¥7aff'd
on other grounds 184 U.S.P.Q (BNA) 613 (Ct. Cl. 1975)
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Doktrin Experimental Use memperbolehkan peneliti untuk menggunakan
penemuan yang dipatenkan, tanpa izin dari pemdiieip atau tanpa memberikan
kompensasi kepadan§a.Penggunaan dari invensi tersebut harus dipastikan
bahwa keperluannya hanya untuk memenuhi tujuanrddad mengapa ia
melakukan eksperimen, dan bukan untuk tujuan yaing |

Doktrin Experimental Usepertama kali digunakan sebagai pembelaan
terhadap pelanggaran paten pada tahun 1813 dalsuis kaesin pembuat kartu,
dimana tergugat dinyatakan tidak bersalah atasyadaglanggaran patéhUntuk
menjelaskan keputusannya, Hakim Joseph Story makgmtbahwa tujuan dari
Hukum Paten adalah bukan untuk menghukum sesegan melanggar paten
dengan tujuan untuk melakukan percobamargly for philosophical experiment)
atau membuat sebuah invensi dengan tujuan untukveréikasi atau menguiji
kembali fungsiny&’

Kasus yang cukup terkenal berkaitan dengan penggunBoktrin
Experimental Usesebagai pembelaan pelanggaran paten addsaley v. Duke
University® yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 200@d&pengadilan
tingkat banding Kederal Circui) menyatakan bahwaDuke University
bertanggung jawab terhadap tindakannya yang medanggden ketik®uketerus
melanjutkan menggunakan laser hasil temiadey (yang sudah dipatenkan)

yang ia tinggalkan dDuke University Sebelumnya, pada pengadilan distrik

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&g=douglas%2&®20united%20states%20openjuris&sou
rce=web&cd=1&ved=0CBKQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpegasusgers.edu%2F~rcrlj%2FAD
R%2520Summaries%2FDouglas%2520v.%2520US.pdf&ei=DtEeXDo6yrAfwrOH5Dw&usg=
AFQJCNHijtdnS-hWbcU8N36XxgpLZPgLUOgdliakses pada tanggal 13 September 2011 pukul
21.30

% Thomas, “Scientific Research and the Experimesa Privilege in Patent Law”, hal.1

%" Dianna Hoger dan Alexandra K. Zaby, The Researsk Bxemption from Patent
Infringement and the Propensity to Patémhittemore v. Cutter29 F. Cas. 1120 (C.C. Mass,
1813) (No. 17,600)

% Ibid.

#Ipid., hal. 1121

%9 http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-dukeiversity Madey v. Duke Uniy.
307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002) diakses pada tdrighg&eptember 2011 pukul. 17.47
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dinyatakan bahwaara peneliti darDuke Universitymenggunakan laser tersebut
untuk penelitian ilmiah dasar semata dan tidak upgaih untuk kepentingan
komersial, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwitih Experimental Uséni
berlaku®** Namun, Pengadilan tingkat banding membatalkan potygengadilan
distrik dan berpendapat bahwa apa yang dilakukam@lke Universityterhadap
laser tersebut dapat dikatakan murni sebagai skegiatan usahalggitimate
business objectiviEs. Pengadilan tingkat banding menegur pengadilafrildis
terhadap penafsirannya yang terlalu luas dalam gwrakan Doktrin
Experimental UseHal ini dikarenakan Pengadilan Distrik menerapkaktidn ini
pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemelitengan bertujuan untuk
kepentingan pendidikan, percobaan atau tujnan-profit>> Seharusnya, yang
menjadi fokus utama adalah bukan kardhake Universityyang merupakan
institusi non-profit®>* namun fokus kepada legitimasi bisnis atau kegigtamg
murni merupakan kegiatan usaha. Berdasarkan ingasvdari laseMadeyyang
diteliti oleh Duke sehingga mempunyai kegunaan baru, dilakukanlahatayi
pengajaran terhadap para mahasiswaddke Universitysehingga menaikkan
nama dari fakultasnya. Dampak lainnya adalah staars Duke University
menjadi naik, sehingga mendapatkan keuntungarhdail penelitian tersebut dan
adanya hibah penelitian baik kepdlakemaupun kepada para mahasiswatiya.
Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa tindakang dilakukan
oleh Duke University sebagai kegiatan bisnis dan semua penelitian yang
dilakukannya, semata-mata merupakan rangkaianbitznis tersebut. Sehingga,
dengan sendirinya ia menghilangkan unsur penelitiansendiri dari Doktrin

Experimental Usé® Hal ini diperkuat dari tersiratnya niat ddduke University

% Ibid.
%2 |bid.
% bid.
% bid., hal 1362
% |bid.

% Ibid.
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dalam menggunakan laser untuk kepentingan profin@sa yang akan datang.
Beberapa bukti yang merupakan kunci dalam kasuysyamg mana ditolak oleh
pengadilan distrik, adalah pernyataan dawke di situs laboratorium lasernya,
yang mengekspresikan ketertarikannya untuk menjaiia perusahaan dan
bahkanDuke telah menetapkan biaya per jam terhadap pengqs®a kepada
pihak non akademis (meskipun biaya tersebut belikendkan kepada para
penggunaj’ Dengan adanya kast#adeyini, Doktrin Experimental Useebagai
pembelaan terhadap pelanggaran paten yang dilakokatusi pendidikan, jelas
tidak berlaku atau dengan kata lain tidak dapatraitkart’

Undang-Undang Paten Indonesia memberikan suatu jealg hanya
diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka wadkttentu untuk
melaksanakan sendiri secara komersial atau menaipehigk lebih lanjut untuk itu
kepada orang lain, yakni yang dinamakan denganBksklusif, sehingga orang
lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpaectpguan dari Pemegang

Patert®

Namun ternyata, Undang-Undang memberikan suatuggoemlian

terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh PemegapPgten tersebut, apabila
pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pelaaidigenelitian, percobaan,
atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentirygany wajar dari Pemegang

Paten©

memang juga telah mengecualik&xperimental Usedari Pihak lain yang
melakukan pemakaian paten yang seharusnya hangh dilgkukan oleh pemilik
Hak Eksklusif paten tersebut yaitu Pemegang Pdbaiam Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, menyatakan bahwa

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksadhmyat (1) dan ayat
(2) apabila pemakaian paten tersebut untuk kepgamirpendidikan, penelitian,

%" Ibid., hal. 1356 n. 5

% Eisenberg, “Patents and the Progress of Sciexgudive Rights and Experimental
Use.”, hal. 1019

% Lihat Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahubi2@enjelasan pasal 16 ayat (1)

“%Ibid., pasal 16 ayat (3)
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percobaan, atau analisis sepanjang tidak merudigpantingan yang wajar dari

pemegang pater®

Lebih lanjut dalam penjelasannya dinyatakan bahwa :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesdmpaagi pihak
yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi emata untuk penelitian
dan pendidikan. Di samping itu, yang dimaksud dangatuk kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisspaakup juga kegiatan untuk
keperluan uji bloekivalensi atau bentuk pengujiiniya.**

Yang dimaksud ‘tidak merugikan kepentingan yangawajari pemegang
paten’ adalah agar pelaksanaan atau penggunaarsineesebut tidak digunakan
untuk kepentingan yang mengarah kepada eksploiteuk kepentingan
komersial sehingga dapat merugikan bahkan dapatandiecompetitor bagi
pemegang paten?®

Perlu ditekankan sebelumnya, bahwa pengecualiag ganaksud dalam
hal ini adalah terhadap hak-hak dari pemegang pasenlebih merujuk pada
batasan dari hak pemegang paten itu sendiri. Seluamgaoh adalah sebuah
batasan dari pengecualian pertanggungjawaban dgi@mggunaan paten
(terhadap invensi yang dipatenkan), yang tidak akaelanggar hak-hak
pemegang paten, karena misalkan digunakan untu&lipan atau pendidikan.
Variasi penyebutan terhadap pengecualian ini sef@xteptions”, “defences”,
“permitted acts”, “free users”, “restrictions”, atau‘users’ rights”.** Sedangkan,
pengecualian ini berbeda dengan apa yang dibicardelam Pasal 7 Undang-
Undang Paten Indonesia mengenai invensi-invensy yalak dapat dipatenkan.
Pengecualian atau ‘exclusion” ini mengacu padauspangecualian dari suatu
invensi-invensi yang ada, sehingga tidak dapatteipan atau dengan kata lain

“exclusions from patentabilitytau “exclusion of subject mattef®

“! Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2padal 16 ayat (3)

“2|bid., penjelasan Pasal 16 ayat (3)

* Ibid.

“ Lionel Bently, Brad Sherman, dkik\orld Intellectual property (WIPO) Standing

Comitte on the Law of Patents Exclusions from Ratglty and Exceptions and Limitations to
Patentees’ RightSCP/15/3 Annex |, hal. 7
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Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) besertgadepenjelasannya,
didapatkan suatu batasan sampai sejauh mana kegeaakaian paten tersebut
digunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitip@rcobaan, atau analisis
sehingga tidak dikatakan melanggar paten yaitunselgpenggunaan invensi
tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yanggaeh kepada eksploitasi
untuk kepentingan komersial sehingga dapat merogittan bahkan menjadi
kompetitor bagi pemegang paten. Namun, berdasakasus yang telah
dijabarkan, ada suatu ketidak jelasan mengenaulsej@ana kepentingan yang
wajar dari pemegang paten, khususnya mengenai tiegan komersial. Batasan
dari segi komersial itu yang tidak diperjelas, ata@atu garis yang kabur antara
kegiatan penelitian yang bertujuan untuk kepentingkademis semata dengan
kegiatan penelitian demi kepentingan industri.

Dalam rangka untuk memahami dasar pemikiran dars&oExperimental
Use sebagai pembatasan dari hak eksklusif dari pengegaten dan sebagai
pembelaan dari pelanggaran paten, maka harus di&gguh mana kepentingan
penelitian dalam rangka pendidikan itu apakah sudi@u belum memasuki
wilayah kepentingan bisnis ataupun bertujuan unto&ncari profit. Tentu
berangkat dari lahirnya konsep ini, yakni kad\ittermore v. Cuttéf yang
tejadi pada tahun 1813 di Amerika Serikat, hinggangalami perkembangan
sampai saat ini. Apakah keberlakuannya terhadagtyran perundang-undangan
di Indonesia, yakni pasal 16 ayat 3 Undang-Undamgndr 14 Tahun 2001
tentang Paten cukup menjawab kontroversi yangdiebierkenaan dengan motif
mencari keuntunganpenggabungan ‘unsur komersial' antara akademik dan
industri ilmiah dan juga penggunaan konsep DokEkperimental Useyang

terlalu sempit tanpa menghilangkan bagian yand d#ad hak si pemegang paten.

** Ibid.

6 Whittermore v. Cutter 29 F. Cas. 1120 (C.C. Ma$813) (No. 17, 600)
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&g=whittemd¥e? 0cutter%20summary%20case&source=
web&cd=5&ved=0CD4QF]AE&url=http%3A%2F%2Fftp.zew.d8%pub%2Fzew-
docs%2Fveranstaltungen%2Finnovationpatenting201 P2Ers%2FZaby.pdf&ei=BIfxTsralYO
3rAeH7PAB&UsSg=AFQ]CNEQcgBLt55FTVYTdtyD4crNjWO-9gdiakses pada tanggal 13
September 2011 pk. 22.30
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Dalam hal ini, penulis memilih untuk melakukan péra terhadap
pengecualian hak eksklusif spesifik terhadap penggn paten demi kepentingan
pendidikan, percobaan, pendidikan, atau analisisarBnakan bobot dari adanya
kepentingan tersebut, penulis berpendapat bahwdahadpenting untuk
dipertimbangkan dalam hukum paten dalam tujuanmyakumenstimulasi adanya
inovasi-inovasi yang baru dan mendukung berkembandmu pengetahuan dan
teknologi. Namun, di sisi lain adanya keekskluagfihak dari pemegang paten
tentu tidak dapat disingkirkan begitu saja. Bagaapan juga, invensi-invensi
selanjutnya yang akan ada dan yang ada sekaranglak akan ada tanpa adanya
invensi sebelumnya, yang karena adanya tindakaaian penelitian, percobaan,
pendidikan, atau analisis itu, maka berkembanglavasi-inovasi yang ada.
Mengingat pentingnya hak-hak, baik hak pemegangnpaén juga akses terhadap
IImu pengetahuan dan teknologi demi kepentingarkgmebangannya dalam
masyarakat (publik), maka berdasarkan urgensitasliat, penulis memilih topik

ini untuk diangkat dalam penelitian ini.

1.2 POKOK PERMASALAHAN
1. Bagaimana pengaturan Doktrin Experimental Use datirkum Paten
Indonesia ?
2. Apakah batasan-batasan agar Doktrin Experimental dagpat dijadikan

pembelaan terhadap pelanggaran paten?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan Penelitian ini secara umum adalalikunmiengetahui lebih
mendalam mengenai penggunaan DoktErperimental Usedalam hukum
Indonesia, juga mengetahui dampak serta sejauh s&nemh kegiatan penelitian
dapat dikecualikan dari pelanggaran paten.

Adapun tujuan khusus Penelitian ini adalah untuknaggarkan penerapan
Doktrin Experimental Usedalam rezim Hukum Paten di Indonesia serta
memaparkan apakah pengaturan terhadap Ddkiperimental Uselalam rezim
Hukum Paten di Indonesia tersebut sudah cukup umelkndungi kepentingan

para pihak yang terkait dalam sebuah penelitidratiap invensi tertentu
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1.4 DEFINISI OPERASIONAL

Agar permasalahan ini tetap konsisten dengan susumber yang menjadi
bahan Penelitian, dibutuhkan suatu batasan yamg jelengenai istilah-istilah
dalam Penelitian. Definisi operasional akan mengapgan beberapa
pembatasan yang akan dipergunakan.

Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengestiah-istilah yang
digunakan dalam Penelitian, maka perlu definisiragienal mengenai istilah-
istilah berikut:

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul #amampuan
berpikir atau olah piker yang menghasilkan suatdpk atau proses
yang berguna untuk manusia. Dalam lImu Hukum Halkagaan
Intelektual merupakan harta kekayaan khususnya rhulhenda
(zakenrecht yang mempunya objek benda intelektual, yaitu bend
yang tidak berwujud pada prinsipnya dapat berbpat saja seusuai
dengan kehendaknya.Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan
padanan daintellectual Property Rightberdasarkan WIPQ@he legal
rights which result from intellectual activity ihe industrial scientific,
literary or artistic fields Dengan demikiarintellectual Property Right
(IPR) merupakan perlindungan terhadap hasil kargmusia, baik
hasil karya yang berupa aktivitas dalam ilmu pesgean, industry,
kesusasteraan, dan séhi.

2. Teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujpeaktis; ilmu
pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk diekge barang-
barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan keayam hidup

manusia’

47 Advendi Simanunsong dan Elsa Kartik#iyjkum Dalam Ekonomilakarta: Grasindo,
Hal. 112

“8bid., hal. 113

49 http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.plgkses pada tanggal 8 Oktober
2011 pada pukul 22.47
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3. Doktrin Experimental Useadalah ketentuan yang memperbolehkan
peneliti untuk menggunakan penemuan yang dipatetkapa izin
dari pemilik paten tau tanpa memberikan kompersgsadanya®

4. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negapadk& Inventor atas
hasil invensunya di bidang teknologu, yang untukarsa waktu
tertentu melaksanakan sendiri invensinya terselat n@emberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksamgiear!

5. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke rdasaatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknalagat berupa
produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengamamoduk
atau proses.52 ‘Invensi’ mengacu pada solusi teknis terhadap suatu
permasalahan teknis. Hal tersebut dapat berupgaitg bersifat inovatif atau
mungkin dalam bentuk model kerja a@ototype®

6. Produk adalah mencakup alat, mesin, komposisi, d@nproduct by
process, systendan lain-lain. Contohnya adalah alat tulis, pemts,
komposisi obat, dan tinf4.

7. Proses adalah mencakup proses, metode atau peagg@antohnya
adalah proses membuat tinta, dan proses membuat tis

8. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilikn patu pihak
yang menerima hak tersebut dari pemilik paten athak lain yang
menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftdam daftar umum

paten.®

* Thomas, “Scientific Research and the Experimedsa Privilege in Patent Law”, hal.1
*! Indonesia (a), Undang-undang No. 14 Tahun 2pagal 1 ayat 1

*2|bid., pasal 1 ayat 2

%3 Lihat “Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten Wweaka Kecil dan Menengah”,

Intellectual  Property  Business SeriesNo. 3, 2008, hal. 4, lihat juga
www.wipo.int/sme/en/documents/guideadkses pada tanggal 12 September 2011

*|bid., pasal 16 ayat (1)

*®Ibid.
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9. Hak Prioritas adalah Hak pemohon untuk mengajukamphonan
yang berasal dari Negara yang tergabung d&tans Convention for
The Protection of Industrial PropergtauAgreement Establishing the
World Trade Organizatioruntuk memperoleh pengakuan bahwa di
Negara tujuan yang juga anggota salah satu datakedrjanjian itu
selama pengajuan terseB(t.

10. Lisensi adalah izin yang diberikan Pemegang Pagpada pihak lain
berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmanfaat
ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungatard jangka
waktu tertntu dan syarat terteritu.

11. Insentif adalah tambahan penghasilan (uang, badag sebagainya)
yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerjay gerangsanty’

12. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hay \zaru;
pembaharian; penemuan baru yang berbeda dari yatah sada atau
yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan, metode a8 Istilah
‘inovasi yang terkadang terjadi kekeliruan pemahaman t&pakedua
konsep ini. Invensi dan inovasi memiliki perbedaamg merupakan hal
yang sangat penting. Sedangkdnovasi’ mengacu pada penerjemahan
invensi ke dalam produk-produk atau proses yangtddipasarkaf:

13. Improvisasi adalah pembuatan (penyediaan) sesuatdasarkan
bahan yang ada (seadanya); Mengembangkan mutakeyang lebih
baik %

%% |bid., pasal 1 angka 6
*"bid., pasal 1 angka 12
%8 |bid., pasal 1 angka 13

%9 http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.giases pada tanggl 8 oktober 2011
pada pukul 23.21

%0 http:/pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.mtigkses pada tanggal 8 oktober
2011 pada pukul 23.16

®® Lihat “Penemuan Masa Depan, Pengantar Paten Wwhaka Kecil dan Menengah”,
hal. 4
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15.
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18.
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Hak Eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kappdmegang
paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakadiri secara
komersial atau memberikan hak lebih lanjut untuk képada orang
lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melakkan Paten
tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Pelanggaran Paten adalah tindakan pelanggarandégrhauang

lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik ¢rat tanpa
seizinnya. Pelanggaran paten terjadi jika klaim gyatikabulkan

patennya mengacu pada kegiatan pelaku pelanggaran.

Komersial adalah berhubungan dengan perdagangamksudkan

untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, tedeagl mengorbankan
nilai-nilai lain (social, budaya, dan sebagaifiya)

Discoveryadalah penemuan sesuatu yang baru yang sebeluidaka
ada. Penemuan itu biasanya tidak disengaja atgaditesecara
kebetulan. Penemuan unsur kebudayaan baru, baikdafat maupun
gagasan yang diciptakan oleh seseofang.

Peraturan perundang-undangan adalah peraturahstgdng memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibeatiaki

diterapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yamngehang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundgadgngart’

%2 http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.ligkses pada tanggal 8 Oktober
2011 pada pukul 23.04

%3 Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 200djefesan Pasal 16 Ayat (1)

84 Jill McKeogh dan Andrew Stewathfringement of Patent Rightkal. 70

% http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.mtigkses pada tanggal 8 oktober
2011 pada pukul 23.07

® Tedi Sutardi, Antropologi: Mengungkap Keragaman BudayBandung: PT Setia
Purnama Inves, 2007, Hal 62.

®" Indonesia (b), Undang-undang No. 12 Tahun 201ltahgnPembentukan Peraturan
Perundang-undangan, LN Tahun 2011 No. 82, TLN 8@45pasal 1 angka (2).
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19. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan at@agaran barang
dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh datw psaha atau satu
kelompok pelaku usalfi.

20. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pendepehjual baik
secara langsung maupun tidak langsung dapat melaktransaksi
perdagangan barang dan atau fdsa.

21. Barang adalah setiap benda, baik berwujud mauplak tberwujud,
baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapatrdiggangkan,
dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh kmesuatau pelaku

usaha’®

1.5 METODE PENELITIAN

Di dalam suatu Penelitian, posisi metodologi sdabapenting sebagai
suatu pedoman. Pedoman ini nantinya akan menjelasi@ngenai apa yang
seharusnya atau yang tidak seharusnya dilakukaamddPenelitian. Agar
Penelitian yang dilakukan benar-benar dapat meoliedan menjawab pokok
permasalahan dalam Penelitian ini.

Adapun fungsi dari metodologi dalam suatu Penaliy@ng merupakan
kegiatan ilmiah adalah untuk memberikan pedoman iragwan tentang cara-

cara mempelajari, menganalisis, dan memahami limgga yang dihadapinya.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukiMetode penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode keyastn. Metode pendekatan
analisis data yang dipergunakan adalah metode sendtualitatif sehingga

menghasilkan laporan yang bersifat deskriptif aisdfi Penelitian Skripsi ini

® Indonesia (c), Undang-undang No. 5 Tahun 1999 mentarangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sepasal 1 angka (1).

% bid., pasal 1 angka (9).
" Indonesia (c), Undang-undang No. 5 Tahun 199%ldaangka (16).

" Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukundakarta: Ul Press, 2005, hal 6.
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menurut bentuknya adalah penelitian prespkriptifsedangkan menurut
penerapannya adalah penelitian berfokus masptablém-focused researth
Dalam menyusun skripsi ini, Peneliti pada dasammgamggunakan metode
yuridis normatif. Metode penelitian yuridis nornfatidalah metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustateu data sekunder
belaka’* Dalam kaitannya dengan penelitian normatif tertlahm pendekatan
yang bisa digunakan yaitu pendekatan perundanghgagaétatute approach
dan/atau pendekatan konseporiceptual approagh Dikarenakan peneliti
menggunakan pendekatan konseptual, maka penelik takan fokus kepada
peraturan perundang-undangan semisal Undang-Undantpr 14 Tahun 2001
tentang Paten. Pendekatan konsepn¢eptual approaghdalam penelitian ini
digunakan untuk memahami sejauh mana sebuah keg@aelitian dapat
dikecualikan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang I Tahun 2001 tentang
Paten dengan menggunakan konsep DoktErperimental Use sebagai
pendekatan dan sejauh apa segi komersial dalarr‘lepentingan yang wajar’
pada penjelasan pasal 16 ayat (3) dapat diteragkém rangka mengetahui
apakah kegiatan penelitian yang dikecualikan taddabl sesuai dengan
diterapkannya konsep Doktriexperimental Ussebagai dasar pengecualian dari
adanya pelanggaran paten dan apakah hak ekskarsipeimegang paten tidak
dicederai karenanya. Dengan didapatkan konsep jelag maka diharapkan
penormaan dalam aturan hukum ke depan tidak lagidiepemahaman yang

kabur dan ambig(?

2 Sri Mamudiji et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukufdakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia,200&), 67.

3 Soerjono Soekantd®engantar Penelitian Hukun{Jakarta: Ul Press, 2005), hal. 10.
Apabila suatu penelitian ditujukan untuk mendapatisaran-saran mengenai apa yang harus
dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertemaka penelitian tersebut dinamakan
penelitian preskriptif.

" Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitan Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkaf (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.

5 Johnny IbrahimTeori, Metode dan Penelitian Hukum NormatifMalang: Bayumedia
Publishing, 2007), him. 300.
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1.5.2. Jenis Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan adalah data sekundetedaer. Data sekunder
dan tersier digunakan untuk memperoleh dan mekgtasahan hukum yang
berkaitan dengan pokok bahasan. Jenis data yangakgn dalam penelitian ini
adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hybmer, sekunder, dan tersier
sebagai berikufC.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempukgluatan
hukum yang mengikat seperti Undang-Undang NomorTahun 2001
tentang Paten, Ratifikasi TRIPs-WTO melalui Undahgtang Nomor 7
Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Peméen@iganisasi
Perdadangan Dunia A¢greement Establishing the World Trade
Organizatior), Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 18#&htePengesahan
Paris Convention for the Protection of Industrialoperty danConvention
Establishing the World Intellectual Property Orgaaiion Undang-
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang SistensioNa
Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilimu Réoget dan
Teknologi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 té&@0b tentang Alih
Teknologi Kekayaan Intelektuan serta Hasil Kegia@enelitian dan
Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan LembagalitRenedan
Pengembangan.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang eitdriaya dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu menganalsaahami, dan
menjelaskan bahan hukum primer, yang antara laelabhdteori para
sarjana, putusan pengadilan, legislasi asing, bpkuaglusuran internet,
artikel ilmiah, jurnal, surat kabar, dan makalah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memb&rangan bahan

hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiliapé

" |bid, hal. 32.

" M. Syamsudin,Operasional Penelitian Hukun{PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,
2007), hal. 25.
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1.5.3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam Penelitian ini adalah ggenakan studi
dokumen atau penelusuran kepustakaan. Penelus@umstikaan digunakan
untuk mendapatkan data berupa norma-norma hukuta pendapat para ahli
mengenai Hukum Paten dan kaitannya dengan penefplann Experimental
Use apabila dirasa kurang memadai maka akan ditandesigan wawancara

tehadap narasumber atau informan.

1.5.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akannakgum dalam
Penelitian skripsi ini, metode yang digunakan ddalmetode kualitatif.
Pendekatan kualitatif memusatkan kepada prinsipsriumum yang mendasari
perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalandlqgm manusia, atau pola-
pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budayagde menggunakan kaidah-
kaidah hukum positif yang bersangkutan untuk meniphrgambaran mengenai

pola-pola yang berlakd®

1.5.5. Sifat dan Bentuk Laporan

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kefasin dengan tipologi
Penelitian menurut sifatnya adalah Penelitian deskr(dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin demi mempegehipotesi), menurut
bentuknya adalah Penelitian evaluatif (bertujuatukirmenilai keadaan sekitar
yang terkait permasalahan), menurut tujuannya id&&nelitianfact finding
menurut sudut penerapannya ialah Penelitian besfokasalahpfoblem focused

researcl), dan menurut ilmu yang dipergunakan ialah Paaelmonodisipliner.

1.6 SISTEMATIKA PENELITIAN
Untuk mempermudah Penelitian serta pemahaman pembeka Peneliti
membagi tulisan ini menjadi beberapa Bab yang tieddiri beberapa sub bab

dengan sistem sebagai berikut:

8 Burhan Ashshofayletode Penelitian HukuniRineka Cipta: Jakarta, 2004), hal. 20.
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Dalam bab pertama, Peneliti memaparkan mengendiahalang melatar
belakangi pengambilan judul yang akan Peneliti babatar belakang didasarkan
pada pengetahuan Peneliti akan masalah yang terdiagalam judul Penelitian.
Latar belakang tersebut yang menjadi dasar-dasaP@aelitian. Hal-hal yang
pokok akan dikemukakan melalui perumusan masakhirStu, di dalam bab ini
juga dibahas mengenai manfaat dan tujuan Penelitiu bab ini juga
menjabarkan definisi operasional. Definisi opemagloini berfungsi untuk
menyamakan persepsi yang sering muncul didalam liRane Lalu dibagian
akhir terdapat pula sistematika Penelitian yangjaiankan garis besar dari bab-
bab yang ada di dalam Penelitian.

Dalam bab kedua, Peneliti akan menjabarkan mengakaeksklusif paten
dan pelanggaran paten. Dalam bab ini dijabarkargere sejarah dan pengertian
paten itu sendiri dari berbagai sumber literatungyaada. Kemudian akan
dijabarkan mengenai rasionalisasi pemberian ha&nptgrhadap inventor serta
penjelasan mengenai hak eksklusif paten, yang nakaa diperinci dengan
pembahasan hak paten sebagai benda immateriapdtak sebagai bagian hak
milik perindustrian, sistem paten dan keseimbandgahk-hak yang ada di
dalamnya, ruang lingkup hak pemegang paten. Kemugada sub-bab yang
kedua, akan dibahas mengenai pelanggaran patemp&aldalam sub bab ini
adalah pengertian pelanggaran paten, kriteria ggiman paten, pengaturan
pelanggaran paten dalam Hukum Indonesia, pemerikselanggaran paten.

Dalam bab ketiga, Peneliti akan memulai pemapaexhatlap apa itu
Doktrin Experimental Use mengapa dikecualikan, tujuan dari pengecualian,
sejarah munculnya doktrin ini, karakteristik DoltExperimental UseKagiatan
Penelitian yang komersial dan non-komersial. Satagp akan dipaparkan
keberadaan Doktriexperimental Uselalam rezim Hukum Internasional seperti
di Uni Eropa,Community Patent ConventioRIPs Agreementpengaturan di
negara-negara anggota Uni Eropa. Kemudian dipaparkalementasi Doktrin
Experimental Usedi berbagai kasus di Amerika Serikat, Inggris, mam,
Perancis, dan Belanda. Setelah itu, penjabaran enanddoktrin Experimental
Use dalam rezim Hukum Paten di Indonesia. Dan apalethnkuan mengenai

Doktrin Experimental Uséni di dalam Undang-Undang Paten di Indonesia suda
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cukup pengaturannya dan apakah sejalan dengangkgasg lahir dari Amerika

Serikat. Yakni dengan dijelaskannya keberadaan ridokhi dalam hukum

nasional, konsep dasar pengapresiasian kreatifi@s produktifitas dalam

pengembangan hasil-hasil riset terhadap suatu $nvgrerlunya kebijakan

kekayaan intelektual bagi perguruan tinggi dan legab penelitian dan
pengembangan, dan kerangka hukum bagi perlindupgl@aksanaan paten untuk
kepentingan-kepentingan pendidikan, penelitiancqigaan, atau analisis. Hal ini
bertujuan untuk melakukan pembatasan atau pensiefiniyang jelas terkait
konsepkomersialantara berbagai kasus yang ada.

Dalam bab keempat, Peneliti akan menganalisis nmamgpenerapan
Doktrin Experimental Usedalam Hukum Paten di Indonesia beserta dengan
perkaranya. Analisis ini akan memaparkan bagaintaidrin Experimental Use
diterapkan terutama terkait penerapan Pasal 16(a8yaiU No. 14 Tahun 2001
tentang Paten. Apakah pengaturan ini sudah cukupkumengatur Doktrin
Experimental Uselengan kenyataan bahwa dunia penelitian dan peragegan
sudah berkembang begitu pesat. Kemudian, akan atip@p batasan-batasan
substantif yang dapat digunakan untuk mengukur reela@an Doktrin
Experimental Usesebagai dasar pembelaan terhadap pelanggaran-patang
paten yang ada. Dalam keadaan bagaimana doktridajmat dijadikan sebagai
pembelaan dan sejauh mana kepentingan penelittamdangka pendidikan itu
sudah atau belum memasuki wilayah kepentingan tndatau dunia bisnis.

Dalam bab kelima, yangerupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan
dan saran. Bab ini merupakan uraian akhir yangriklitReneliti dari hasil
pembahasan secara menyeluruh dari bab-bab sebeuKesimpulan merupakan
jawaban dari pokok permasalahan yang ada pada &adapuluan. Selain itu,

Peneliti juga memberikan saran dan solusi terkadiapPenelitian tersebut
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BAB Il
HAK EKSKLUSIF PATEN DAN PELANGGARAN PATEN

Konsepsi dasar hak atas kekayaan intelektual (Hd€jsumber pada
proposisi yang dipostulasikan oleh John Ldékekni seorang filsuf yang berasal
Inggris abad ke XVII, dimana gagasan proposisietans menempatkan hak milik
sebagai hak yang melekani{eren) pada kepribadian individti Jika seseorang
mengkombinasikan karya manusiawinya, dengan olpko alamiah dan
menambahkan sesuatu dari dirinya, maka secara t$omasilnya merupakan
bagian dari kekayaannYa dan tidak dapat dihilangkan dari dirinya tanpa
seizinny&?. Untuk itu, semua manusia memiliki hak-hak alamiattentu dan
untuk menikmati hak-hak tersebut tidak memerlukaim idari pemerintaf®
Berdasarkan hal tersebut, dapat di kualifikasi ek Kekayaan Intelektual
sebagai hak kodr#t Oleh karena itu, menurut Locke, hidup, kebebadan,hak
milik merupakan “hak-hak yang tidak bisa diabaikdimalienable right3 sebab
berasal dari Tuhan sehingga lebih penting dibak@inglengan semua ketetapan
manusid> Oleh karena hak ini sangat mendasar, perlu adapgéu bentuk
perlindungan terhadapnya dan juga terhadap parageerg hak-hak tersebut.

9%(1) God has given the world to people in comma); Every person has a property in
his own person; (3) A person’s belong to him; (4)ewéver a persons mixes his labour with
something in the commons, he thereby makes it foigepy; (5) The rights of property is
conditional upon a person leaving in the commonsugh and as a good for the other
commoners; (6) A person cannot take more out ottilemons than they can use to advantage”
Lihat: Peter DrahosA Philosophy of Intellectual Propert®artmouth, 1996, hal.43.

8 bid., hal. 41-95. Konsep ini berasal dari ajaran Looksan Hagelian.

8 Locke, Second Treatise, Chapter V, On Lackialam Jacquelin Siegnette, 1996,
Challenges to The Creator Doctrin@formation Law, Kluwer, hal. 27

%2 Ibid., hal. 138
% Ibid., hal. 20
8 Drahos A Philosophy of Intellectual Propertial. 43

% Simon Petrus L. TjahjadPetualangan Intelektual Konfrontasi dengan Parasil
dari Zaman Yunani hingga Zaman ModgXfogyakarta: Kanisius, 2004, hal. 239
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Indonesia, sebagai negara yang memiliki sumber dalgan yang
melimpah, pentingnya peranan teknologi merupakan kang tidak
terbantahkafi® Namun, perkembangan teknologi tersebut belum npenca
sasaran yang diinginkan. Hal ini telah dirumuskecasa jelas dalam Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/199fiaeg Garis-garis Besar
Haluan Negara, antara lain seperti yang tercantalandBab Il yang menyatakan
bahwa pengembangan teknologi belum dimanfaatkararaeberarti dalam
kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya, sehinggarbehemperkuat kemampuan
Indonesia dalam rangka menhadapi persaingan gldbaluk meningkatkan
perkembangan teknologi, diperlukan adanya suatensigang dapat merangsang
perkembangan teknologi dalam wujud perlindungahaap karya intelektual,
termasuk Paten yang sepadarPerlu adanya perangkat yang dapat menjamin
terciptanya suasana yang kondusif antara penenugo gvensi dalam rangka
mengembangkan teknologi dan harmonisasi denganinghengan hukum
terhadapnya. Niscaya, dengan pengaturan di bidakgril Paten yang memadai,
akan mendorong terciptanya iklim untuk berinovasnay menghasilkan banyak

invensi yang berguna bagi masyarakat.

2.1 SEJARAH PATEN, PENGERTIAN PATEN, DAN RUANG
LINGKUP HAK EKSKLUSIF PATEN

2.1.1 Sejarah Paten
Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peratatdeum di Indonesia
adalah untuk menggantikan istilalttrooi yang berasal dari Bahasa Belafitla.
Istilah octrooi ini berasal dari Bahasa Latin dari katactor/autorizare Akan
tetapi, pada perkembangannya selanjutnya dalamnmulgtilah Paten-lah yang
lebih memasyarakat. Istilah tersebut berasal damaBa Inggrigpatent yang

% |ndonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 200gjidaPenjelasan Umum
* Ibid.

8 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedill&tak Milik Intelektual sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesj@andung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal. 115
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bersumber dari bahasa latipatere yang berarti “membuka diri” (untuk

pemeriksaan atau diketahui pihak laffi)Praktek paten dimulai di Inggris pada
abad pertengahan yang dibuat oleh Kerajaan Inggrig diberikan dalam bentuk
surat-surat yang tertutup segel atau keadaan terlgakg dapat dibuka tanpa
merusak segel yang digunakan bagi pemberian gia@stla kehormatan, atau
pengakuan terhadap invent8r.

Istilah ini mulai popular sejak munculnylatters of patent yaitu surat
keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklugifda individu dan pelaku
bisnis tertentu. Surat seperti ini untuk pertamianiga diberikan oleh Raja Henry
VI kepada seorang penemu berkebangsaan Flemisahdn t1449. Orang itu
memperoleh hak eksklusif untuk memanfaatkan temysmealama dua puluh (20)
tahun. Sayangnya, surat seperti ini lantas diselgian, dan diterbitkan untuk
siapa saja yang disukai raja atau yang bersediabangam Kerajaan bahkan
berusaha mematenkan semua barang dagangan umorasu&rgaram. Hal ini
bagi rakyat sama saja dengan pajak baru yang matkbet* Situasi berubah
ketika pada tahun 1623 Raja James | memberlakugtatute of Monopoliés
yang mengatur pemberian paten hanya kepada teramarah baru, sekaligus
membatalkan semua paten asal-asalan yang sudalbaldan statuta ini, paten
secara khusus, dimaksudkan untuk mendorong invemgar mau membuka
temuan atau pengetahuannya demi kemajuan masya&dadgai imbalannya,
inventor mendapat hak ekonomis eksklusif selamaoger tertentu. Selama
kekuasaan Ratu Anne (1702-1714), para pengacargusi@am peraturan tertulis
yang mengharuskan semua temuan baru dilaporkaruaKaturan kuno itulah
yang melandaskan hukum paten Inggris dan Amerikik&edewasa ini, yang

pada gilirannya sangat mempengaruhi rezim pateniasionaf?

8 Munandar dan Sally Sitanggamdengenal Hak Kekayaan Intelektuahl. 31

% David I. Bainbridge Intellectual Property, fifth editionEngland: Pearsin Education
Limited, 2002, hal. 311

> Munandar dan Sally Sitanggamdengenal Hak Kekayaan Intelektubhl. 31

%2 bid.
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Maksud dari diberikannya Paten ini adalah agampgetienemuan dibuka
untuk kepentingan umum, guna kemanfaatan bagi malssiadan perkembangan
teknologi. Dengan terbukanya suatu penemuan yarrg, hmaka memberi
informasi yang diperlukan bagi pengembangan telgiaelanjutnya berdasarkan
penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepestaka yang berminat

untuk mengeksploitasi penemuan terséut.

2.1.2 Pengertian Paten
World Intellectual Property OrganizatiofWIPO) mendefinisikan paten
sebagai berikut:

“A patent is legally enforceable right granted biytwe of a law to a person
to exclude, for a limited time, others from certaats in relation to describe
new invention; the privilege is granted by a gowveemt authority as a
matter of a right to a person who is entitled tqBpfor it and who fulfills
the prescribed condition?

Dari pengertian tersebut, dapat dilihat unsur pentiari Paten, yaitu bahwa
hak paten adalah hak yang diberikan oleh pemerid&h bersifat eksklusif.
Perbuatan-Perbuatan yang merupakan hak eksklusisiddemegang Hak Paten
adalah memproduksi atau membuat barang-barang yaligatenkan
(manufacturing, menggunakanu§ing, dan menjual(selling) barang tersebut,
dan lain-lain perbuatan yang berkaitan dengan péamubarang itu, seperti
mengimpor dan menyimpastocking.’® Dalam pemberian Paten ini tidak semua
penemuan akan mendapatkannya. Untuk mendapatken, paiatu penemuan

harus memiliki syarat substantive tertentu, yakmibduan rfovelty, bisa

% Djumhana dan Djubaedillaljak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Praktekngia
Indonesia hal 116.

% WIPO,1997, Agreement Between The World Intellectual ErypOrganization an the
WTO (1995) and TRIP's Agreeméh®94), Geneva

% Djumhana dan Djubaedillaltjak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Prakteknga
Indonesia hal. 116
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dipraktekkan dalam perindustrianndustrial applicability), mempunyai nilai
langkah inventif iftventif step, dan juga memenuhi syarat forml.

Dapat disimpulkan bahwa prinsip paten, menurut WIB@alah hak yang
dijamin oleh hukum untuk jangka waktu tertentu kntaelarang pihaK lain
melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengaenisi®® Hak istimewa dari
negara itu diberikan kepada yang berhak serta telemenuhi syarat yang
ditentukan. Lebih lanjut, WIPO mengemukakan pespatalebih lanjut mengenai
Paten, yakni:

“A patent is a document, issued, upon applicatizngovernment office (or
a regional office acting for several countries),ielhdescribes an invention
and creates a legal situation in which the patentedention can normally
only be exploited (manufacture, used, sold impovt the authorization
of the owner of the patent”

Lebih lagi, dalamBlack’s Law Dictionary pengertian Paten dirumuskan
sebagai berikut:

“Patent is a grant of some privilege, property, authority, made by
government or sovereign of a country to one or mimehviduals. The

instrument by which a state or government grantslenlay government to
an inventor, conveying and securing to him theuestee right to make, use,
and sell his invention for a term years, and patégttt is a right secured by
patent, usually meaning a right ti the exclusivenafacture and sale of an
invention or patented article*°

% | bid.

" Kata ‘person’ diterjemahkan bebas menjadi ‘pihaidrena ‘person’ menunjuk pada
arti kata subjek hukum. Subjek hukum dapat berughagi kodrati atau pribadi hukum.
Bandingkan dengan Penjelasan Pasal 16 ayat (Ihd#t@lang-Undang Paten No. 14/2001

% WIPO menjelasakan bahwéntention means a solution to a specific problenthia
field of technology. An invention may relate toraduct or a process. The protection conferred by
the patent is limited in timeLihat. WIPO, World Intellectual Property Organization, Intelleet
Property, hal. 14

% WIPO, World Intellectual Property Organization, Intellea Property Reading
Material, Geneva: WIPO Publication No. 476 €, 2000, hal. 13

1% Henry Campbell BlackVIA, Black’s Law DictionarySt. Paul Minn: West Publishing
Co., 1979), hal. 10

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



27

Dalam Undang-Undang Indonesia, yakni Undang-Undislog 14 Tahun
2001 tentang Paten memberikan definisi Paten sebagkut:

“Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepadeeitor atas hasil
invensinya di bidang teknologi, yang untuk selamaktw tertenttf*
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau mekabepersetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakanny%.”

Definisi dalam Undang-Undang Paten memiliki pringgmng sama dengan
pengertian paten dari WIPO, yaitu paten adalahkmaisus dan istimewa karena
diberikan oleh negara kepada suatu pihak dan pemenya dijamin oleh
hukum, selama waktu tertentu, untuk melarang plaakmelaksanakan invensi.
Hal ini disebabkan Indonesia adalah salah saturaegeng meratifikasi GATT
1994/WTO:%® Meratifikasi GATT 1994/WTO, berarti Indonesia hsru
menyesuaikan peraturan perundang-undangan terkemgad kesepakatan
internasional itd%*

Namun demikian, dalam Undang-Undang Paten ada tsembpenegasan
paten, yakni meliputi bidang teknologi. Dengan deam, paten diberikan
terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidaknologi, yang setelah

diolah dapat menghasilkan suatu produk maupun hareyapakan proses safa.

191 paten memberikan jangka waktu selama 20 tahuituechsejak tanggal penerimaan
permohonan dan jangka waktu itu tidak dapat dipggoe. Lihat. Undang-Undang Paten No
14/2001, pasal 8 ayat (1)

1921 ndonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 200daldabutir 1

193 General Agreement on Tariff and Tra§@ATT) adalah kesepakatan internasional
yang ide awalnya adalah untuk memajukan perdagadigaia dengan fokus perhatian pada tarif
produk yang diperdagangkan dan setelah Konferemasakésh pada bulan April 1994 disepakati
pula kerangka GATT akan diganti dengan sistem penoigan dunia yang dikenal dengaorld
Trade Organization(WTQO) yang ratifikasinya dilakukan oleh Pemerintah melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesadgmeement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangaia)Puaiundangkan dalam
LNRI 1994 Nomor 57, tanggal 2 November 1994. Digudiari OK. Saidin, Aspek Hukum Hak
Kekayaan IntelektuaM/orld Intellectual Property Rightshal. 45

104 |pid., hal. 48

195 Rachmadi Usmariukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Bémensi
Hukumnya di Indonesj@8andung: Alumni, 2003, hal. 207.
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Berarti pengertian teknologi disini adalah pengetahyang sistematis, artinya
terorganisasi dan dapat memberikan penyelesaiaalahd®

Kemudian, Oka Mahendra menegaskan hak eksklugiiasuk juga hak
untuk melarang pihak lain untuk melaksanakan inviémganpa seizin pemegang
paten yang bersangkutdf. Menurut Soegondo Soemodiredjo, pelaksanaan
invensi itu hanya berupa perbuatan menggunakan ranjual invensi yang
diberi patert®® Namun, jika memang begitu batasan yang ada ansetaipit, hal
ini karena eksploitasi terhadap invensi untuk mesdkan keuntungan ekonomi
dapat diakukan dengan banyak cara, tidak hanyandala menjual ataupun
menggunakan.

Paten dalam pengertian hukum adalah hak khusus ydibgrikan
berdasarkan udang-undang oleh pemerintah kepadg atau badan hukum yang
mendapatkan suatu penemuamvéntior) di bidang teknologi. Berdasarkan hak
tersebut, maka si penemu untuk dalam jangka wakterttu dapat melaksanakan
sendiri penemuannya tersebut ataupun melarang daamgnenggunakan suatu
cara mengerjakan atau membuat barang tersebutddjgitoses). Paten tersebut
diberikan atas permintaaff’

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulasmhviza unsur yang
terpenting dari Paten adalah orang yang berhak mexgh Paten, yakni penemu
atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu. Faten ada karena diminta
oleh si penemu atau yang menerima lebih lanjut gedlemu. Penerimaan lebih
lanjut hak penemu tersebut dapat terjadi karenaapsan, hibah, wasiat atau
perjanjian. Yang dianggap penemu adalah mereka yarigk pertama Kkali

1% bid., mengutip M. Mochtar, 1993, hal. 6

197 A.A. Oka Mahendrandang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Pendem
Sarana Menggairahkan Penemydakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hal. 15

1% Djoko PrakosoHukum Merk & Patent Indonesidemarang: Dahara Prize, 1990,
hal.224

199 pjumhana dan Djubaedillaiak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Praktekngia
Indonesia hal. 117
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mengajukan permintaan Paten, artinya barulah éilaukti sebaliknya secara kuat
dan meyakinkan, maka status sebagai penemu tecaatt berubah'’

2.1.3 Rasionalisasi Pemberian Hak Paten

Hak paten merupakan hak mutlabgolute rechten dapat berlaku terhadap
setiap orang. Pemegang Hak PatBat¢nte¢ mempunyai hak-hak monopoli
(exclusive right Artinya, ia dapat mempergunakan hak dengan m@uear
siapapun tanpa izinnya membuat apa yang telah efikabhnya. Hanya saja
pelarangan tersebut dibatasi ruang lingkupnyauyla#nya meliputi perbuatan-
perbuatan yang dilakukan untuk tujuan industri gandagangan serta dibatasi
pula oleh jangka waktu tertentu. Terhadap pihakgyarelakukan pelanggaran
terhadap haknya, ia dapat melakukan aksi hukum deepen maupun
keperdataan:

Hak paten merupakan benda dalam arti kebendaanrotekUHPerdata
(Pasal 570 KUH Perdata). Oleh karena itu, ia metapaebagian kekayaan dari
orang yang memilikinya. Hak paten tersebut merupatenda bergerak yang
dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkadiwariskan, dan
sebagainya. Pemindahan hak itu dicatat di Direktdesndral dan orang yang
menerima pemindahan hak imsgignepmenjadi pemilik baru Paten tersebtft.

Pemberian Hak Paten, sekalipun setelah melalui pesaan substansinya,
tidak merupakan suatu jaminan hukum bagi patenwagbaten itu adalah sah
menurut hukum. Keabsahan hak paten itu dapat digdigdepan pengadilan
dalam suatu perkara pelanggaran paten. Suatu pytesgadilan bahwa paten itu
tidak sah, mengakibatkan paten itu tidak sah segak pemberiannya, sedangkan
suatu putusan untuk membatalkan suatu Paten mdyagiedan Paten itu tidak sah

sejak putusan tersebtit

10 pid.
11 pid.
112 |pid., hal. 118

113 bid.
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Teknologi, sebagai produk paten telah menjadi sakth komoditi yang
paling strategis dalam perdagangan internasionalngemerankan peranan yang
signifikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. irfatlisebabkan karena
hampir semua kebutuhan manusia dalam abad modebernasal dari produk-
produk yang lahir dari kemampuan intelektual maattiSidi bidang ilmu
pengetahuan dan teknolddg.

Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa negaraberédtan hak paten,
dengan memperhatikan arti dan peran teknologi ybegitu penting dalam
Industri. Dasar pembenaran suatu sistem patstif(cation of the patent syst¢m
adalafi*®

1. Memajukan pembangunan ekonomi dan teknoldgivance a country
technological and economic developmgnt

2. Merangsang proses industrialisasi potensi asli by8timulation of
Indigenous Industralization

3. Menyumbang pembangunan teknologi dan ekonomi mef@@yganjian
lisensi lintas negard@tent can contribute to technological and economic
through licensing other countrigs

4. Membantu penyebaran informasi teknolqgogtents help in discemination
of technological information

5. Memberikan aliran teknologi dari negara dan ingeb#éigi penanaman
modal @vailability of patent protection provides an inflotechnology

from other countries and invcentive for investriient

114 Bandingkan dengan Hiroyuki Mizuno, “Perspective latellectual Property Rights
System in the 21 century” padePEC Intellectual Property Rights Business Confeegdlll,
Japan, hal. 2

115 Hayyan Ul Hagq, “Strategi dan Momentum Pengkonstiark Perlindungan Hukum
dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasian [HHasil Riset”, pada makalah yang
dipresentasikan pada Pelatihan Pengelola Gugus dif#s KKekayaan Intelektual (TOT-HKI)
Perguruan Tinggi Se-Indonesia , 2004, hal. 6

16 patrick A. Smith, The Characteristics and Justification of the Pat&ystem:
Executive Summayy(Indonesia Australia Specialized Training Projeotellectual Property
Rights, 1996), hal. 2
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Alasan-alasan mengapa pelaku usaha menginginkaiPatak’”:

A Patent enables you to stop competitor from ugmg invention

A Patent can be sold or licensed

If you patent your product or process, this medms hobody else can

patent it and hold you up your royalties, or wosss, prevent you from

making your product

4. If you obtain a US Patent, you may be able toesettl infringement claim
by cross-licensing with your competitor

5. A patent becomes a valuable asset of your comdapgui successfully
commercialize the invention

6. Patents increase the prestige of your employeesjandcompany”

wnN e

Penerima paten mempunyai hak monopoli dan dapat pergunakan
haknya untuk melarang pihgRlain yang tanpa izinnya untuk membuat apa yang
telah dipatenkannya. Namun, pelarangan tersebutyahamtuk perbuatan-
perbuatan yang ditujukan untuk kepentingan indudan perdagangan, dan
dibatasi dalam jangka waktu tertentt..

Secara teoritis, rasinalisasi keberadaan pateremdiftkasikan ke dalam
beberapa fungsi hukum paten, sepétti

1. Fungsi kebijakan Teknis
2. Fungsi kebijakan Hak Milik Industri

3. Fungsi Kebijakan Industrial

Secara Teknis, Hukum Paten (dengan standar tertankngevaluasi

terciptanya ide teknis yang bermanfaat secara tridlyjsdan memberikan paten,

17 Michael J. HasterPatents and Trademarks, Pass and Sim(@areer Press, 2004),
hal. 18-19

118 yang dimaksud dengan ‘Pihak’ adalah orang, belaempng secara bersama-sama
atau badan hukum yang disesuaikan dengan kontelamamasing-masing. Lihat Undang-
Undang Paten No. 14/2001 Penjelasan Pasal 16 ayat 1

119 Endang Purwaningsih,efkembangan Hukum Intellectual Property Rights: i&j]
Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dajiakaKomparatif Hukum PaterBogor:
Ghalia Indonesia, 2005, hal. 28

120 Masami Hanabusa@n Analysis of Japanese Patent L.a@vunwick Publishing, 1992,
hal. 19
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monopoli hukum atau kekuatan hukum yang ekskluagi bnventor. Hukum
paten, pertama menentukan sebuah penemuan apak@ngandung kreatifitas
dari ide teknis dan juga membangun suatu standak umengevaluasi perubahan
dari suatu kreasi sebelumnyaifr art), contohnya kreativita&™
Berdasarkan Fungsi hak milik industri, hak untuknolepatkan paten, hak
paten, dan labebanched atau hak-hak derivatidérrivatives righ}, dalam hal
ini, pemberian lisensi eksklusif ataupun non-eksiklmmerupakan basis penting
bagi aktivitas industrial dalam masyarakat ekono@ieh karena itu, substansi
hak tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi bentuk atau model
prosedurnya harus distandarisasi dalam upaya méenje@amanan transak<t
Dalam hal ini, hukum paten diperlukan untuk menisaTi perlindungan dan
pemanfaatan hak dalam upaya memperoleh hak patéamj@nya, berdasarkan
fungsi kebijakan industri, hukum paten difunngsikaeh pemerintah untuk (i)
melindungi dan memanfaatkan penemuan, dan (ii) wremd penemuatf>
Mengingat pentingnya teknologi dan hubungannya der@k ekonomi dan
hak asasi manusia, beberapa ahli memformulasikamangaji rasionalitas dari
perlindungan paten. Pada tahun 1950, Fritz Macklamp Edith Penrose dalam
bukunyaAn Economic Review of the Patent Syster@ngidentifikasi empat teori
yang menjustifikasi perlindungan paten:
(i) Natural Law

Teori ini memvalidasi penemuan sebagai suatu keltagtau kepemilikan

(property). la mengasumsikan bahwa seseorang yang menersakaatu

akan memiliki hak atas penemuannya sebagai suakay&en atau

kepemilikan. Akibatnya, setiap pengambilan pemdafaa atasnya

seharusnya dihukum sebagai suatu pelanggaranekagaannya*

121 Japanese Patent Lawasal 29 dan 32;hat juga: Masami HanabusAn Analysis of
Japanese Patent Law, hal 18

122 Hayyan Ul Hag, “Strategi dan Momentum Pengkonstiark Perlindungan Hukum
dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasianl4iasil Riset”, hal.7

123 | pid.
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(i) reward by monopoly
Teori ini memvalidasi pemberian hak kepada penetas kontribusinya
kepada masyarakat. Adalah tidak adil, jika sesepraenggunakan ide
penemu tersebut tanpa kompensasi atas waktu dagatekerja yang

diinvestasikannyd?

(iif) monopoly-profit- incentive
Teori ini memberikan insentif kepada inventor. Tanuya untuk
mendorong kegiatan penelitian dan memaksimalisagienemuan yang
pada gilirannya mengembangkan kegiatan inddétri.

(iv) exchange for secrets
Teori ini sama halnya dengan teori insentif padaitenonopoli. Akan

tetapi pengembangan industri sangat tergantung ketdebukaan rahasian
atas suatu penemuan’

Keempat teori tersebut tidak dapat dipisahkan dah karena itu, ia harus
diinterpretasi secara simultan. Hal ini disebabkanena masing-masing teori
mengandung keterbatasan, baik secara teknis atalmseptual, dalam

memvalidasi perlindungan HKI (patelfj. Teori Hukum Alam dan Imbalan

124 | ihat: Ricketson, S., 1984The Law of Intellectual Propertjaw Book Company,
hal.868-869; Blakeney and Mc Keough, J., 19%2ellectual Property: Commentary and
Materials, 2" edition, The Law Book Company, hal.416-419; GhifiP.B.C., 1993, Patent Notes
1993, Faculty of Law, University of Technology Syyn hal.47-48; Ricketson, S., and
Richardson, M., 1998Intellectual Property: Cases, Materials and Comnaeyt 2nd edition,
Butterworths, hal. 553-554.

125 |pid., Lihat juga Machlup dan Penrose dikutip oleh John Stuart Milach bukunya,
Principles of Political Economy1848; 932):"...the inventor, ought to be both compensated and
rewarded... it would be a gross immorality of the lavset every body free to use a person's work
without his consent, and without giving him an gqlént".

126 | jhat: Ricketson, S., 1984The Law of Intellectual Propertyaw Book Company,
hal. 869.Lihat juga: Griffith, P.B.C., 1993, hal. 48; Ricketsd®,, and Richardson, M., 1998,
Intellectual Property: Cases, Materials and Comnaeyt2nd edition, Butterworths, hal. 553-554.

127 ihat: Ricketson, S., 1984, hal. 8adhat; Grifith, P.B.C., 1993, hal. 48
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melalui monopoli fatural lawandreward by monopoly theoried)kritisi, karena
kedua teori tersebut hanya memperkuat kepentinganior semata yang dapat
mengimplikasikan monopoli permanen atau abadi; ek@mungkinkan ciptaan
yang bebas, mandiri dan menekankan pexlgoost facto justicebukan pada
insentif untuk menciptakan sesustu Begitu pula, teorincentive by monopoly
danmonopoly exchange for secrets' theot@sh menekankan pada kepentingan
masyarakat dan insentif semata, bukan pada reward imbalan. Selain itu,
perkembangan industri yang diadvokasi oleh teomgyderakhir ini sangat

tergantung pada keterbukaan rahasia pada penétfiuan

2.1.4 Hak Paten Sebagai benda Immaterial

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai hak ek#kiussendiri, amatlah
penting memahami tentang apa yang dimaksud derdaki dalam hal ini dan
pengaturannya dalam Rezim Hukum Perdata di Indanéga yang dimaksud
dengan benda tersimpul dalam ketentuan pasal 49HRe€tHata yang
menyatakan bahwa,"Menurut paham undang-undang, yang dinamakan
kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hgkng dapat dikuasai oleh
hak milik.”

Dari Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa getian benda adalah
segala sesuatu yang dapat dihaki atau dijadikakoljak milik!3* Jadi

cakupannya sangat luas, oleh karena di sampifghisiendaZaak di dalamnya

128 Hayyan Ul Haqg, “Strategi dan Momentum Pengkonstiark Perlindungan Hukum
dalam Pengidentifikasian dan Pengeksploitasianl4iasil Riset”, hal. 8

129 Griffith mengidentifikasi beberapa permasalahatamateori hukum alam ini, antara
lain: (i) semata-mata didasarkan atas kepentingaentor; (ii) akan berimplikasi pada monopoli
yang permanen atau abadi; (iii) memungkinkan peaaip yang sebebas-bebasnya, tanpa criteria
nilai. Sedangkan imbalamefvard) pada teori monopoli memuat beberapa kelemahptedii ini
memberikan ruang yang lebih besar bagi kepentingamntor, bukan kepentingan masyarakat; (ii)
teori ini juga menekankaax post facto justicebukan insentif untuk berkreadijhat: Griffith,
P.B.C., 1993, Patent Notes, Law School, UTS, t&l. 4

130 pid., hal. 48

131 Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan SyaHfjkum Kebendaan Perdata Hak-
Hak yang Memberikan Kenikmatakekarta: Ind-Hil-Co, 2005, hal. 19
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terdapat istilah barang¢ed dan hak fech?).*** Hak, menunjuk pada pengertian
benda yang tidak berwujudr(materiee), misalnya berupa hak milik intelektual
seperti hak pengarang atau hak ciptat€ursrecht hak patendctrooirechy, dan
hak merek fherkenrecht'** Hak Patendctrooi) — sebagai benda tidak berwujud-
melindungi produk rpateriil) atau pelaksanaan yang tedapat dalam bidang
kearsipan rfijverheid menyebabkan beberapa perubahan dalam Bfaika hak
paten ¢ctrooi) sudah ditegakkan, berarti memberikan suatu hagdal, untuk
menggunakan suatu hasil cipta seperti yang diketiéndleh pemiliknyd
Sebagai suatu produk materiil uraian mengenai retknpsudah menunjukkan
bahwa hak hanya dapat ditegakkan atas benda ypa diaentut>°

Hak paten adalah bagian dari hak milik intelektyahg dapat kerangka ini
termasuk dalam kategori hak milik perindustriémd(strial Property Righfs*>’
Ada beberapa pendapat, seperti Prof. Mahadi nyata&hwa karena buah pikiran
bukan merupakan benda material, ia juga bukan hékektif dalam bidang
hukum kekayaan npch een subjektief vermofensrgchsehingga ide tidak
termasuk dalam rumusan benda dalam pasal 499 Kudldferan oleh sebab itu
pula ia tidak termasuk ke dalam rumusan hak beraie(jjkt rechr.'®

Namun Pitlo menjelaskan bahwa:

“Serupa seperti hak tagih, hak immaterial tidak rpenyai benda sebagai
obyek. Juga serupa seperti hak tagih, hak immatenmasuk ke dalam “hak-
hak” yang disebut dalam Pasal 499 KUHPerdata. ©&tab itu hak material itu
sendiri bukan benda, tapi hak atas buah pikiratehdaenda, sesuatu penemuan

132 | pid.
133 | pid.

134 Frieda Husni Hasbullah dan Surini Ahlan Syarifikum Kebendaan Perdathal. 23
Pernyataan ini dikutip dari uraian Mahkamah Agung39.274)

135 bid.
138 | pid.

137 0.K. Saidin,Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellec®edperty Rights)
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 141

138 hid., hal. 143
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tak dapat kita gadaikan, tapi hak oktroi dapatpssmro dalam sesuatu Perseroan
Terbatas dapat kita alihkan dengan hak hasil; sero-itu dapat kita gadaikan.
Aturan-aturan tentang penyerahan, tentnag penggaddan lain-lain hak-hak
immaterial, meskipun terdapat dalam undang-unddmguks, adalah bagian dari
hukum benda. Untuk hal-hal yang tidak diatur oletdang-undang khusus itu,
harus kita pergunakan aturan-aturan yang dibuaikusenda.**

Jadi jelas bahwa hak milik Intelektual termasukadalcakupan Pasal 499
KUHPerdata, jadi ia termasuk benda, tepatnya bertik berwujud, maka

Peraturan yang dibuat untuk hukum benda dapaggitan kepadanya.

2.1.5 Hak Paten Sebagai Bagian Hak Milik Perindustrian

Hak paten merupakan hak khusus yang berdasarkaangnohdang
diberikan kepada si pendapat atau si peneuiyirfder) atau menurut hukum
pihak yang berhak memperolehnya, atas permintaagagg ditujukan kepada
pihak penguasa, bagi temuan baru, perbaikan atasate yang sudah ada, cara
kerja baru, atau menemukan suatu perbaikan baamdedra kerja, untuk selama
jangka waktu tertentu yang dapat diterapkan dalernagai industrt*°

Hak itu bersifat eksklusif, sebab tidak hanya irteeryang menghasilkan
invensi saja yang dapat diberikan hak, namun iaatdapelaksanakan sendiri
invensinya tersebut atau memberi persetujuan keppithak lain untuk
melaksanakannya, misalnya melalui liséfisiHak paten masuk dalam atau
merupakan bagian dari apa yang dinamakan hak mmiédektual, yang sudah
dituangkan dalam perundangan-undangan. Dalam ilmkurh hak milik
intelektual ini dibagi atas 2 bagian yaitu: Hak @iCopy Right dan Hak Milik
Perindustrian Idustrial Property Right yang meliputi hak paten, hak merek

dagang, desain produk industri dan rahasia dagiearde secret}*?

139 Mahadi,Hak Milik Imaterial, BPHN Tanpa tempat, 1985, hal. 4
140 saidin,Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektire]. 145
“!bid., hal. 227

142 Amir Pamuntjak,dkk,Sistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknoldgkarta:
Djambatan, 1994, hal. 2
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Temuan baru, perbaikan atas temuan yang sudalcadakerja baru atau
menemukan suatu perbaikan baru cara kerja, yangnkemya disebut invensi
harus mengandung langkah inveniifiventive step yaitu langkah pemikiran
kreatif yang lebih maju dari hasil penemuan sebalan® Kelemahan inventor
Indonesia itu terletak pada ketidakmampuannya umtudlakukan langkah
inventif terhadap invensi yang sudah ada sebelurtiftya

Hak paten di Negara Indonesia, pertama kali didalam Undang-Undang
Paten No. 6 Tahun 1989 yang diberlakukan sejakg&nd Agustus 1991
dinyatakan bahwa Hak Paten dalam undang-undamgairtiikan:

“suatu hak khusus yang diberikan oleh pemerintgla#la si penemu atau
yang mendapat hak dari padanya untuk selama walktog yditentukan
melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau mepdysatujuan kepada orang
lain untuk melaksanakannya.”

Hal mana Undang-Undang ini telah diubah dengan bgd#ndang Nomor
13 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undangr 6 Tahun 1989
tentang Paten, dan kemudian Undang-Undang tersdigantikan dengan
Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. ngpdadang ini
merumuskan Hak Paten tersebut sebagai suatu Ha#tuBks Dimana Undang-

undang ini dengan jelas menyatakan bahwa:

“Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh aMagkepada inventor
atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu terte
melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau mmekabe persetujuannya
kepada pihak lain untuk melaksanakananrf{a.”

“Hasil invensi” yang dimaksud dalam pasal 1 butirtdrsebut, yang
dimaksud pembuat undang-undang adalah haknya, Bgaitwpa ide yang lahir
dari invensi tersebut. Jadi bukan hasil invensirygkni bukan bendanya. Oleh

karena itu, jika yang dimaksudkan itu adalah idemyaka pelaksanaan dari ide

143 Saidin,Aspek Hukum Hak kekayaan Intelektinal. 227
" bid.

%5 Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2004alPlaayat 1
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itu yang kemudian membuahkan hasil dalam bentukidemateriil. Ide itu sendiri
adalah benda immateril yang lahir dari proses éhktelalitas manusid'’

Hak Eksklusif yang dimaksud dalam pasal 1 ayat @lddig-Undang No. 14
tahun 2001 itu sendiri adalah:

“hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Patark yahgka waktu
tertentu guna melaksanakan sendiri secara komettsialmemberikan hak lebih

lanjut untuk itu kepada orang lain. Dengan demikianang lain dilarang

melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan BegBgten’

Dalam hal ini, siapapun atau setiap orang yangtddeahak) memperoleh
hak paten untuk suatu penemuan, baik bagi si penensendiri atau bisa juga
hak paten itu diberikan kepada orang lain asalkamgdn izin atau persetujuan
penemu pertamd?

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa patenritide bagi invensi di
bidang teknologi, dan teknologi yang dimaksudkadapaasarnya berupa ide
(immateri) yang diterapkan dalam proses industri. Tekngbagla dasarnya lahir
dari karsa intelektual, sebagai karya intelektuanuosia. Karena kelahirannya
telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya (berap#&esarnya), maka teknologi
memiliki nilai atau sesuatu yang bernilai ekonoyang dapat menjadi objek
harta kekayaanp(operty). Dalam ilmu hukum, secara luas dianut oleh bangsa
bangsa lain, hak atas daya pikir intelektual tesemkui sebagai hak milik yang
sifatnya tidak berwujud. Hak seperti inilah yanketial sebagai hak “patef{*?

2.1.6 Keseimbangan Hak Pemegang Paten dan Ruang Linglakp H
Eksklusif Paten
Sebuah paten memberikan kepada pemiliknya hak umelarang pihak

lain untuk menggunakan invensi tersebut secara koal&® Pada kenyataannya,

140 saidin,Aspek Hukum Hak kekayaan Intelekfusdl. 146
" Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 200djefssan pasal 16 ayat (1)
18 pamuntjak,dkkSistem Paten Pedoman Praktik dan Alih Teknoluaji, 2

149 saidin,Aspek Hukum Hak kekayaan Intelekfurel. 146
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paten yang dimiliki oleh pihak lain dapat saja tamg tindih, mencakup atau
melengkapi paten yang seseorang miliki. Oleh karémadiperlukan sebuah
lisensi untuk menggunakan invensi orang lain unto&ngkomersialisasikan
invensi yang sudah dipatenkan tersebut, atau &elyali>*

Hal yang menjadi pusat dari pembentukan dan evalasi sistem paten
yang ada di dunia adalah bagaimana cara untuk geaag tersedianya
lingkungan yang memadai bagi manusia untuk mengegiaa pikiran dan
intelektualitasnya secara terus menérdsSeperti halnya dalam kegiatan
penelitian dan pengembangan (R&D) yang sekarangudah menjadi wilayah
yang cukup diminati dalam hal berinvestasi, menjadatu kebutuhan untuk
menciptakan iklim investasi yang diakui sebagai &empuan utama adanya
upaya-upaya inventif dalam sistem pat&fDengan demikian, sistem paten harus
memberikan dorongan yang cukup bagi para iimuwanpeaeliti untuk mengejar
penelitian yang inovatif, yang hasil akhirnya dapanjadi suatu produk baru
yang berguna bagi masyarakat atau menjadi prodok vgenal lebih murah.
Juga memberikan dorongan yang secara inheren mikanbekebebasan bagi
seorang penemu (ilmuwan) untuk melakukan penelitexhadap apapun yang
dapat menghasilkan sebuah invensi.

Sistem paten dibangun di atas keseimbangan antténdk pemegang

paten, hak-hak publik pada umumiadan hak-hak dari pesaing atau kompetitor

1% “penemuan Masa Depan, Pengantar Paten untuk Usabih dan Menengah”,
Intellectual  Property Business  SeriesNo. 3, 2008, hal. 14, lihat juga
www.wipo.int/sme/en/documents/quides/

51 1bid.

152 K. Suresh Kumar, Aruna, dan Ahikha Tejswi, “Pateaws and Research Exemption
Imperatives- Do Scientists Have Enough Freedomger&te?” Current Science: Vol. 99, No. 11,
(10 Desember 2010al. 1523

153 |bid.

% Ibid.

135 Sebuah invensi dinyatakan dapat dipatenkan jikadeupakan invensi yang baru dan
mengandung langkah inventif serta dapat diterapledem industryLihat. Indonesia (a), Undang-
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dalam satu pasar’ Pemegang paten diberikan hak eksklusif yang luasku

membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyawakanyerahkan, atau
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau di&ara produk yang diberi
Pater®’, yang merupakan sebuah bentuk penghargaan bagegdem Paten

untuk berinvestasi dalam membuat suatu invensi.ukJmhendapatkan hak
tersebut, Pemegang Paten diharuskan untuk membedaasinformasi yang

berkaitan dengan invensinya di dalam aplikasi pa¥eHal ini memberikan suatu
keuntungan kepada publik dengan bertambahnya ilenggtahuan ilmiah dan
juga keuntungan bagi para kompetitor dalam pasagate adanya penyediaan
informasi tersebut. Bereksperimen dengan patenahdsgbuah akitivitas yang
merupakan pusat keseimbangan sistem paten.

Di satu sisi, jika peneliti dan kompetitor dapat nggunakan penemuan
yang dipatenkan untuk tujuan yang telah ditetapkettebin dahulu dengan
menggunakan “kedok” eksperimen, maka manfaat ekodamPemegang Paten
(yang seharusnya ia dapatkan berdasarkan hak eKslh) dirampas dan
insentif untuk berinvestasi dalam aktivitas invemia menjadi berkuran® Di
sisi lain, jika publik dan kompetitor tidak dapatenggunakan invensi yang
dipatenkan untuk eksperimen yang bersifat sungguinaka pengetahuan ilmiah
akan terhambat dan persaingan pasar akan menijoalizs:®*

Dalam rangka untuk menilai kebijaksanaan dari kebab menggunakan

suatu invensi yang sudah dipatenkan dalam sebuaélifsen dalam lingkup

Undang No. 14/2001, Pasal 2. Lebih lanjut bahwelale masa paten itu habis, maka invensi
tersebut masuk ke dalam domain public, dan sigpebsdeh menggunakannya

%6 saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Bhdito Maintain The Fairness of
Patent System’Manuputra Intellectual Property Review: 3, (2008al. 133

3" |ndonesia (a), Undang-Undang No. 14/2001, pasalys6 (1)

18 saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Bhdto Maintain The Fairness of
Patent System”, hal. 133

159 | pid.
160 | pid.

%1 |bid.
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monopoli paten, pertama-tama perlu untuk memahacara persis bagaimana
fungsi dari monopoli paten, yakni untuk mendoromgnijuan-®* Hal ini cukup
masuk akal untuk membuat atau memperluas pengacuatihadap hak eksklusif
yang diberikan oleh paten jika pengecualian tersakan merusak fungsi penting
dari sistem paten itu sendif’

Dalam ketentuan pasal 10 sampai dengan pasal 1&ndgrddndang Nomor
14 tahun 2001 tentang Paten, diatur siapa sajay@ngpakan subjek paten. Pada
dasarnya, yang menjadi subjek paten adalah pentauwang di dalam undang-
undang disebut dengan inventor. Dalam undang-ungaten ditentukan bahwa
yang berhak memperoleh paten adalah inventor yagmgerma lebih lanjut hak
inventor yang bersangkuta?f. Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapa
orang secara bersama-sama, hak atas invensi teidiemliki secara bersama-
sama oleh inventor yang bersangkul&n.

Ketentuan Pasal 10 ini menegaskan bahwa hanya towvetau yang
menerima lebih lanjut hak inventor yang berhak memleh paten atas invensi
yang bersangkutan. Penerimaan lebih baik baik tovetersebut dapat melalui
pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis etebab lain yang dibenarkan oleh
peraturan perundang-undandah.

Invensi dapat saja dihasilkan oleh mereka yangdsexalam hubungan
kerja atau karyawan maupun pekerja yang menggunedkta dan/atau sarana
yang tersedia dalam pekerjaannya dan pada umummyaken dianggap pula

sebagai subjek paten. Mengenai siapa yang diarsgsggai pemilik paten, diatur

162 Rebecca S. Eisenberg, “Patents and the ProgreSsiefice: Exclusive Rights and
Experimental Use”, hal. 1024

183 bid.
184 Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 14 tahun 2p84al 10 ayat (1)
185 1bid., pasal 10 ayat (2)

1% bid., pasal 66 ayat (1)
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dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 14 tahun 20@thrtg Paten, sebagai
berikut®’ :

1) “Pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatunsnyang dihasilkan
dalam suatu hubungan kerja adalah pihak yang mekabepekerjaan
tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jedakb terhadap
Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupuwekega yang
menggunakan data dan/atau sarana yang tersedim geierjaannya
sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskammyak menghasilkan
Invensi

3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dam @)aberhak
mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikeamfaat
ekonomi yang diperoleh dari Invensi tersebut.

4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapagatikan :

1. Dalam jumlah tertentu dan sekaligus;

2. Persentase;

3. Gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus deimgdiah atau
bonus;

Gabungan antara persentase dan hadiah atau beenus; a

Bentuk lain yang disepakati para pihak;

Yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yanganejlsutan.

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai canatypngan

dan penetapan besarnya imbalan, keputusan untudtibtrikan

oleh Pengadilan Niaga.

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(38yatan ayat (3)sama
sekali tidak menghapuskan hak Inventor untuk tethpantumkan
namanya dalam sertifikat paten.”

. &

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak ekonomi atasu spaten dapat
dialihkan atau beralih kepada orang lain, karenarntor terikat dalam hubungan
kerja atau inventor menggunakan data dan/atau asayang tersedia dalam
pekerjaannya. Terkecuali diperjanjikan lain, pihg&ng berhak memperoleh
patennya adalah pihak yang memberikan pekerjaan atasannya. Sebagai
gantinya, inventor tidak berhak mendapatkan imbaj@mg layak dengan
memperhatikan manfaat ekonomis yang diperolehinkaensi tersebut.

Selain inventor atau mereka yang menerima lebifuidmak dari inventor
yang bersangkutan, dikenal juga ‘pemakai terdahyang juga mendapatkan
perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap apemterdahulu atas

invensi yang sama ini, hanya akan diakui bila sebhala mengajukan

%7 bid., pasal 12
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permohonan untuk itu kepada Direktur Jendral Hak &ekayaan Intelektual dan
selanjutnya akan diberikan surat keterangan pentefdaulu.

Dalam hal invensi ditemukan atas kerjasama, makaatas paten tersebut
dimiliki secara kolektif. Hak kolektif itu selainilserikan kepada beberapa orang
secara bersama-sama, dapat juga diberikan kepdda hakum. Undang-undang
ini memakai titik tolak bahwa yang pertama kali ma&uokan permintaan paten
dianggap sebagai inventor. Apabila di kemudian terbukti sebaliknya secara
kuat dan meyakinkan, maka status sebagai inveatseliut dapat saja berubah
sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada di peteadPerjanjian kerja yang
dimaksud dalam pasal 12, termasuk di dalamnya ifemaPerburuhan. Dalam
hal demikian, maka pemberi kerja adalah majikatarfetnya pada pandangan
yang diresepsi oleh pasal 12 ayat (2) Undang-Und2aign, bahwa meskipun
perjanjian kerja tersebut tidak mengharuskan kaayawatau pekerjanya untuk
menghasilkan invensi, namun dengan menggunakanddet@tau sarana yang
tersedia dalam pekerjaannya, maka yang berhak nrelapepaten atas invensi
tersebut adalah orang yang memberikan pekerjasebtat°®

Dari pengertian paten yang dirumuskan dalam Pasahgka 1 Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, dapatadii bahwa objek paten
adalah hasil penemuan yang diistilahkan dengannsgivéJndang-undang ini
menggunakan terminologi invensi untuk penemuangaleralasan istilah invensi
berasal dari kataiiventiori yang secara khusus dipergunakan dalam kaitannya
dengan pateft’

Termasuk pengertian penemuan, misalnya menemukatalyang tercecer,
sedangkan istilah invensi dalam kaitannya dengaenPadalah hasil serangkaian
kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru aidinya belum ada. Dalam
Bahasa Inggris juga dikenal antara lain kata-katdiscover, to find, to gekata-
kata ini secara tajam berbeda artinya dengan tatevent dalam kaitannya

dengan Pateh?®

188 Bandingkan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Paten

189 Usman, Hukum Hak katas Kekayaan Intelektual Perlindungaan dDimensi
Hukumnya di Indonesjdal. 206

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



44

Sebagai wujud penghargaan atas kecerdasan ini@leddrta pengorbanan
tenaga, biaya, dan waktu dalam menghasilkan sutangi. Undang-Undang
Paten memberikan hak eksklusif kepada Pemegang B&e invensinya. Seperti
yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Hak eksklisya hak yang hanya
diberikan kepada pemegang paten untuk jangka walddentu guna
melaksanakan sendiri secara komersial atau menalnehi&k lebih lanjut untuk itu
kepada orang lain. Dengan demikian, orang lainratilg melaksanakan paten
tersebut tanpa persetujuan pemegang paten.

Ruang lingkup pelaksanaan paten yang dimiliki ofeémegang Paten,
berdasarkan Undang-Undang Paten Indonesia ted&@amdasal 16 ayat (1) yang
menyatakan bahwa™:

1) Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk mela&kan Paten yang
dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa paigiannya:

a. Dalam hal Paten-Produk: membuat, menggunakan, @enju
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakiuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yameyicPaten;

b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses progangidiberi
Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnyagséinana
dimaksud dalam huruf a

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, jelas bakweedang Paten dapat
menggunakan atau melaksanakan sendiri Paten yamdjkoiya dan bahkan
melarang pihak lain melakukan pelaksanaan pategrtsgpng disebutkan di atas.
Namun, selain diberikan hak untuk mengeksploitagemnsi, Pemegang Paten juga
diberikan hak untuk mengalihkan hak patennya kepéaak lain. Pemilik Paten
juga diberi hak untuk memberi lisensi kepada piltak melalui perjanjian
lisensi!’? Pihak lain yang menerima pengalihan hak paterebetskemudian
menjadi Pemegang Paten yang juga memiliki hak akgklintuk mengeksploitasi

invensi tersebut.

0 Pipin Syarifin dan Dedah JubaedaRgeraturan Hak Kekayaan Intelektual di
Indonesia, BandundPustaka Bani Quraisy, 2004, hal.128

" Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2004alf6 ayat (1)

121bid., pasal 69 ayat (1)
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Kemudian, Pemegang Paten juga diberikan hak untudakukan
penuntutan terhadap pihak lain yang melakukan kiswdgpelanggaran terhadap
hak patennya. Tuntutan itu berupa gugatan kepadgaéan Niaga yang berisi
tuntutan ganti rugi atas kerugian yang dialami Rgang Paten akibat kehilangan
keuntungan ekonomi yang seharusnya dimtiigi.

Hak menuntut secara perdata, dilengkap dengan lealyyampaikan aduan
terhadap tindakan pelanggaran tersebut kepadatgpemgelidik. Si pelanggar
dapat dituntut melakukan tindak pidara.Terhadap pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan fakkum kepidanaan
maupun keperdataaf Satu prinsip penting dalam kaitan hak menuntut ini
adalah hak untuk mengajukan tuntutan (perdata gagii tidak mengurangi hak
negara untuk melakukan tindakan atau penangananaseckum pidana terhadap
pelanggaran paten terseB(f.

Berikut bagan dari ruang lingkup hak eksklusif Pgargy Paten:
Tabel 1. Ruang Lingkup Hak Eksklusif Paten

HAK EKSKLUSIF

Adalah hak untuk : v Membuat;
0 Melaksanakan sendiri v Menggunakan;
secara komersial; v" Menjual;
0 Memberikan  persetujuan v° Menyewakan;
kepada pihak lain v' Menyerahkan;
0 Melarang pihak lain tanpa v° Menyediakan untuk dijual
persetujuannya atau disewakan
v' Mengimpor

v' Mengekspor atau

13 Lihat: Ibid., Pasal 118 ayat (1)
174 prakosoHukum Merk & Patent Indonesihal. 252
175 |bid.

176 Mahendra,Undang-Undang Paten, Perlindungan Hukum Bagi Peneam Sarana
Menggairahkan Penemugahal. 104
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v" Menggunakan proses
produksi untuk membuat
barang dan tindakan

lainnya

Hak khusus yang diberikan kepada Pemegang Patang rlingkupnya
dibatasi oleh ketentuan-ketentaun sebagai betikut:

1. “Hak paten hanya berlaku terhadap perbuatan-peabugdng dilakukan
untuk tujuan-tujuan industri dan perdagangan, tidesklaku terhadap
perbuatan-perbuatan di luar tujuan-tujuan terselduisusnya perbuatan-
perbuatan yang dilaukan untuk tujuan penelitiamahm

2. Hak paten tidak berlaku terhadap penggunaan bdrvaregig yang sudah
diedarkan dalam pasaran dalam negeri oleh si Pemgegaten atau
Pemegang Lisensinya.

3. Hak Paten tidak berlaku terhadap penggunaan bdraragg yang berada
di dalam pesawat udara, kendaraan darat atau &ubldgara lain untuk
sementara atau tanpa disengaja memasuki wilayata,udat atau darat
dari Negara bersangkutan

4. Hak paten dibatasi oleh masa berlakunya paten v#egtukan dalam
undang-undang paten

5. Hak paten dibatasi oleh ketentuan-ketentuan teritsegsi.”

2.2 PELANGGARAN PATEN

Pemegang hak paten mempunyai suatu hak monoptlyaria dapat
mempergunakan haknya dengan melarang siapapun panpetujuannya berupa
tindakan: membuat, menjual, menyewakan, menyerahkanemakai,
menyediakan untuk dijual atau disewakan atau digara hasil produksi yang
diberi paten, juga dapat melarang tindakan mendgmaroses produksi yang

diberi Paten untuk membuat sesuatu barang. Jaciempunyai kedudukan yang

177 prakosoHukum Merek dan Paten Indonesiel. 225-226
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kuat terhadap pihak lain. Apabila ada pihak yanglakukan pelanggaran
terhadap haknya, maka ia dapat melakukan aksi hukepidanaan maupun
keperdataan’®

Apabila terdapat perbuatan dengan sadar melangdapémegang paten
atau pemegang lisensi, perbuatan tersebut disamaaragai perbuatan
melanggar hukum, sehingga si pelaku dapat ditumembayar ganti rudi’®
Penuntutan ganti rugi tidak mengurangi hak negartukumelakukan tindak
pidana terhadap pelanggaran terséffut.

Pelanggaran terhadap hak paten secara dengan easengaipakan suatu
tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan terpdaéaten biasa, dapat diancam
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahnrdénda paling banyak RP.
500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkemlak pidana yang
melanggar hak Pemegang Paten sederhana dapatndipldagan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda palingadaRp. 250.000.000, 00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap perbuatan tertentu sebagaimana dimakssdl R& Undang-
Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten, terdapatu pengecualian.
Artinya perbuatan tersebut tidak dapat dikenakdamm, apabild®*

1. Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi pate Indonesia dan
produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di SMagara oleh Pemegang
Paten yang sah dengan syarat produk itu diimparaseengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi Patenirdionesia dalam
jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnyainmkrhgan paten
dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian rakéak pemasaran

setelah perlindungan Paten tersebut berakhir.

178 Djumhana dan Djubaedillaltjak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Praktekngia
Indonesia hal. 150

" Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2004alpl8 ayat (1)
180 pid., pasal 130

181 |ndonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2004alp85
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Ketentuan pengecualian tersebut adalah untuk memjadanya harga yang
wajar dan memenuhi rasa keadilan dari produk farmasg dibutuhkan bagi
kesehatan manusia. Ketentuan ini dapat digunakabilagharga suatu produk di
Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan hargatetah beredar secara sah
di pasar. Sedangkan maksud dari ketentuan sebam@sadiuraikan pada angka 2
di atas, yaitu untuk menjamin tersedianya produknési oleh pihak lain setelah
berakhirnya masa perlindungan paten.

Selain melalui aksi kepidanaan ataupun keperdatidam Konvensi Paris
dimuat pula ketentuan yang memberikan hak kepadaraeuntuk melakukan
penyitaan terhadap barang-barang yang masuk kendaiayahnya dan barang
tersebut telah melanggar hak paten dari pihak pemuli negara lain, sesama
Negara Konvensi Parf§?

Selain pelanggaran terhadap hak paten, ada pulakian penyalahgunaan
paten. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh si figratau pemegang hak paten,
tindakan tersebut misalnya berupa tindakan-tindajamy menghambat, antara
lain berupa pembelian paten dari penemuan baru geerggganggu kepentingan
pribadi, dan kemudian menyimpan dan tidak melaksamaya dalam suatu
produk yang komersial untuk kepentingan masyardkanyalahgunaan paten itu
dapat pula berupa pencurian dari penemuan yangldilgi paten, serta praktek-
praktek perdagangan yang menghambat secara bemebih

Praktek perdagangan yang menyalahgunakan Patewhoya dapat dilihat
dari tulisan C. Vaitsos tentarféatents Revisited: Their Function in Developing
Countries yang mengatakan bahwa pendaftaran hak paten dsilugir negeri
oleh perusahaan-perusahaan transnasional serindileiukan dengan maksud,
antara lain®*

1. Menjamin monopoli pemasaran barang-barang yangtedigan itu di
negara dimana paten tersebut didaftarkan;

182 Djuhmana dan Djubaedillalak Milik Intelektual sejarah, Teori dan Praktekngia
Indonesia hal. 152

183 |pid., hal. 152

184 Soenarjati HartonoHukum Ekonomi Pembangunan IndonesZetakan Pertana,
Bandung: Binacipta, 1982, hal. 141

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



49

2. Menjamin agar barang-barang yang diproduksi damtéigkan tersebut
tidak akan diproduksi dan dipasarkan oleh pengudal@mpat paten itu
didaftarkan di luar negeri, tanpa izin si pemildtgn;

3. Mencegah orang-orang setempat yang tanpa bantumaitikppaten asing
itu juga berhasil menemukan barang atau cara bang yama, tidak
mungkin mendapat Paten atas temuannya;

4. Menjamin agar pihak asing lainnya, yang memlikiepatitas barang-
barang atau cara yang hampir serupa, tidak murdggrat memasukkan

produksinya ke negara tempat Paten itu didaftarkan.

Guna memerangi pelanggaran dalam bidang Paten dagkda kepada
persetujuan internasional, yaifrade Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPs), maka terdapat suatu ketentuan berupa satma yang
memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengaentindakan yang
diduga merupakan pelanggaran terhadap Hak Pateoraeg. Di Indonesia,
kewenangan seperti itu terdapat pada Undang-Unddorgor 10 tahun 1995
tentang Kepabeaan, khususnya pada ketentuan Baftaht Larang Pembatasan
Impor atau Ekspor serta Pengendalian Impor ataupdikBarang Hasil
Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, yakndap@asal 64 yang
menyatakan bahwa kewenangan untuk menangani pela@rggli bidang Paten

baru akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.2.1 Pengertian Pelanggaran Paten
Pelanggaran paten dikenal juga dengan istil#hingement. The word
“infringement” suggest to an encroachméfit. Dalam hak Paten, batas-batas
(ruang lingkup) hak pemilik paten terhadap inveyainlapat ditemukan dalam
klaim patennya. Djoko Prakoso menjelaskan bahwa:

“Permohonan harus memuat antara lain, suatu urédescriptior) dari
penemuannya disertai gambar-gambar yang disebaimdafaian dan satu
atau beberapa kesimpuladlaimg. Permohonan paten harus memberikan

'8 peter D. RosenbergPatent Law Fundamentalshal. 288. Dalam menjelaskan
pengertian tindakamfringement,Peter D. Rosenberg menganalogikan hak paten dehnglan
milik seseorang atas sebidang tanah
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batas-batas perlindungan yang dimohonkan; apal@taullian paten ini
diberikan, maka ruang lingkup perlindungan yangedkan berdasarkan
paten ditentukan menurut ketentuan-ketentuan kedanp tersebut.
Penafsitan ketentuan-ketentuan kesimpulan dilakuk@nasarkan uraian
dan gambar-gambarny®®

Demikian juga dengan hak paten, invasi atau gangtgrhadap batas-batas
hak paten pemiliknya yang tercermin dalam klaimepatberarti melakukan
tindakan pelanggaran terhadap paten tersebut. Desggkerhana dapat dinyatakan
bahwa tindakan pelanggaran paten berarti tindaledanggaran terhadap ruang
lingkup hak paten yang dimiliki seseorang pemililatgm tanpa seizinnya.
Dikatakan melanggar karena hak paten tersebut ladiala pribadi pemilik paten
yang sah dan dilindungi oleh hukum. Memasuki ruingkup hak pribadi itu
tanpa izin, berarti melakukan pelanggaran hukurdikési terjadinya tindakan
pelanggaran paten adalah adanya pihak selain perpgiten yang turut
memanfaatkan hak paten tanpa seizin pemilik paaeg gah menurut hukum.

Pelanggaran paten terjadi jika klaim yang dikabolkeatennya mengacu
pada kegiatan pelaku pelanggat®hOleh karena itu, harus ditentukan terlebih
dahulu apa yang terkandung dalam invensi itu baraudian membandingkannya
dengan invensi yang terindikasi hasil pelanggaetam

Dalam hal terjadinya pelanggaran, sebuah patertati&a telah dilanggar,
jilka seseorang menggunakan atau memanfaatkan hsltusik si pemegang
paten. Undang-undang Paten Indonesia menempathaeksalusif ini sebagai
isu inti dalam hal terjadinya pelanggaran. Pasal Uiidang-Undang Paten
Indonesia memberikan inventor hak eksklusif untutngeksploitasi invensinya
dan mengalihkan atau mengkuasakan kepada orang lamtuk
mengeksploitasinya. Berdasarkan undang-undang,inelogi eksploitasi ini

mencakup produR® dan proses patéfi’

186 prakosoHukum Merk & Patent Indonesihal. 228
187 Jill McKeough dan Andrew Stewathfringement of Patent Rightkal. 70
8 produk paten meliputi hak untuk membuat, menyewakaenjual, menyimpan

produk, menggunakan atau mengimpornya, dan setexudnhat. Patricia Loghan, 1998,
Intellectual Property: Creative and Marketing Rightaw Book Company, hal.132.

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



51

Salah satu tahapan yang paling krusial dalam kesntekadalah tahapan
dalam menentukan pelanggaran. Pertama, mengid@stitian mengenal isi dan
deskripsi dari penemuan tersebut, selanjutnya alskripsi tersebut, kita dapat
memutuskan apa atau bagian mana atau unsur appatan yang dilanggar.
Oleh karena itu, seorang pemegang paten harusenspiesifikasi yang rinci dari
penemuan tersebut unsur yang dilindungi dari invensebut menjadi lebih jelas.
Konstruksi klaim dalam spesifikasi tersebut harusyatakan secara detail dan
jelas. Setiap bagian dari klaim yang dinyatakanasesnya dirumuskan dalam
kata-kata yang jelas dan akurgily based on the matter descriféd, karena
klaim merupakan bagian dari aplikasi, yang menkalasnti invensi yang harus
dilindungi®. Tahapan terpenting dalam menentukan pelanggaaten mdalah
bagaimana mengkonstruksi makna dari klaim yangabegsutan dan kemudian
dibandingkan dengan tindakan yang dinyatakan atauduhkan dalam
pelanggaran tersebut. Dengan demikian ia dapdatliapakah tindakan tersebut

masuk ke dalam makna yang dimaksud dalam klairehet$®

2.2.2 Kriteria Pelanggaran Paten terhadap Ruang Lingkugk H
Eksklusif Paten
Beberapa negara mensyaratkan adanya komersiatisaisiinvensi hasil
pelanggaran invensi yang dipatenkan, sebagai laitrjadinya pelanggaran

paten®® Pada dasarnya, perlindungan paten (produk) tkriggala tujuan agar

189 proses paten meliputi setiap (tindakan dalam pepduembuat, menyewakan, dan
menjual, dalam kaitannya dengan produk yang dkeasitlari penggunaan proses tersebut.Patricia
Loughlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Right.taw Book Company, 1998,
hal.132.

190 |ihat: J. Mc Keough dan Stewart, Antellectual Property in Australia,"® edition
Butterworths, 1997, hal.278.

¥ Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 200djefssan Pasal 28(2) (h)

192 philip Griffith, 2000,Patent Notes: Novelty in Patent Law, Lecture MaisriFaculty
of Law, UTS, hal.3.

193 Frequently asked questions: Patent Infringement”
www.iusmentis.com/patents/fag/infringement/
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keuntungan ekonomi dari hasil komersialisasi invemsnya dinikmati oleh
pemilik paten yang sah. Di sanalah letak ekskliasifpaten.

Oleh karena itu, pelanggaran paten dapat dibukskaara sederhana ketika
ada pihak yang tidak berhak, ikut mendapat keurnngkonomi karena
komersialisasi invensi tanpa seizin pemilik pateang sah. Jadi penekanan
tindakan pelanggaran paten adalah adanya pihak yaalpksanakan dan
menggunakan invensi yang dipatenkan yang mengarphdia eksploitasi untuk
kepentingan komersial sehingga dapat merugikan aralmkenjadi kompetitior

bagi pemegang patéft:

2.2.3 Pengaturan Pelanggaran Paten dalam Hukum Indonesia
Undang-undang paten memasukkan pengaturan tingakdanggaran paten
ke dalam bagian ketentuan pidana. Oka Mahendra erab penjelasan
terhadap pernyataan ini:

“Maksud ketentuan ini adalah sekalipun paten mem@pahak milik
perorangan, tetapi pelaksanaannya memiliki dampakg ysangat luas
dalam segqi lain terutama di bidang tatanan kehidgosial, ekonomi, dan
politik. Oleh karena itu, agar pelaksanaan haketars dapat berlangusng
dengan tertib, negara juga mengancam pidana atasggaran tertentu
terhadap undang-undang irir.

Tindakan pelanggaran paten (dalam hal ini patedykpmerugikan banyak
orang, tidak hanya pemilik atau pemegang pateapitgtiga masyarakat luas
sebagai konsumen produk tersebut. Masalah pelangggraten produk
menyangkut kepentingan public hingga sehingga pdifilndungi dengan sanksi
pidana yang berprinsygtimum remedium

Pengaturan tindakan pelanggaran paten terdapandadsal 130 Undang-
Undang Paten, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa melanggapdrakgang paten
dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimarekslid dalam pasal

% |ndonesia (a), Undang-undang No. 14 tahun 200djefsan pasal 16 ayat (3)

19 Oka MahendraPerlindungan Hukum Bagi Penenemu & Sarana Menggéaa
Penemuanhal.105
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16, dipidana dengan pidana penjara paling lama epydah tahun dan/atau
dengan paling banyak lima ratus juta rupigh”

Tindakan yang dimaksud dalam pasal 16 adalah gsskaari hak paten

yang diberikan oleh negara kepada pemilik pateiti:ya

“Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk medaledkan paten yang
dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa pergiannya dalam hal
paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mgaginmenyewakan,
atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atsrahkan produk yang
diberi paten”

Sifat eksklusif dalam paten berarti pemilik patelalah satu-satunya pihak
yang berhak mengeksploitasi invensi yang dipaterikanAkibatnya, jika ada
pihak lain yang tanpa persetujuan pemilik patemittumengeksploitasi invensi
yang dipatenkan itu selama jangka waktu paten kerlenaka pihak tersebut
adalah pihak yang bertanggung jawab atas tinda&Emg@garan paten itu.

Melihat kententuan Undang-undang Paten di atas, amékdakan
pelanggaran paten tidak selalu menghasilkan kegaturekonomi bagi pelaku
pelanggaran paten. “Membuat”’, “Menggunakan”, danefidimpor”, tidak
mendatangkan keuntungan bagi pelaku pelanggaraen ps¢cara langsung.
Namun perbuatan-perbuatan itu memang termasuk tkegimengeksploitasi
invensi yang dipatenkan. Oleh karena itu, tetajatdikan melakukan pelanggaran
paten karena tetap saja melanggar teritori haklesioemilik paten yang sah.

Berdasarkan perumusan pasal di atas, tindak piteEnsabut dirumuskan
secara formal, artinya perbuatan-perbuatan sebagairyang dirumuskan dalam
pasal tersebut diancam piddfiaPerbuatan-perbuatan itu merupakan unsur-unsur
delik yang harus dibuktikan untuk menyatakan symiak melakukan tindakan
pelanggaran paten.

Meskipun tindakan pelanggaran merugikan masyarakamun aparat

penegak hukum tidak dapat serta merta melakukaakan penegakkan hukum

1% |Indonesia (a), Undang-undang No. 14 tahun 200s31{dz80

197 Mahendra, Perlindungan Hukum Bagi Penenemu & Sarana Menghkaa
Penemuanhal. 106
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pidana karena tindakan penegakan hukum baru bisehdaya bisa dilakukan
setelah adanya aduan dari pemegang paten yangikdimugleh pelaku

pelanggaran itu. Jadi, meskipun masyarakat korlp@sakan pelanggaran itu
melaporkan kerugiannya akibat menggunakan produ&upgelaku tindakan

pelanggaran tetap dapat terus bebas melanjutkdakian melanggar hukumnya
itu (tindakan pelanggaran). Karena selama pemegatgn tidak mengadukan
kerugiannya karena produk patennya dipalsukan,aap@negak hukum tidak

dapat berbuat apa-apa.

2.2.4 Pemeriksaan Pelanggaran Paten
Pemeriksaan pelanggaran paten berbeda dengan ksmaeri paten.
Pemeriksaan paten harus memperhatikan semua iny@mgipernah dipatenkan.
Sedangkan pemeriksaan pelanggaran paten hanyanpempertimbangkan pada
paten invensi yang masih berlaku. Sengketa hukunmgemai paten bisa
dibedakan kasugatentability dan kasus pelanggaran. Untuk menangani kasus
pelanggaran didasarkan padaim interpretation maka yang harus diperhatikan
adalah'®®
a. Scope of claim
b. Tingkatan teknologprior art dan cakupannya
c. Tingkatanskilled in the arpadaprior art dan penemuan baru
d. Perbedaan dalam pokok mater klaim sebagai satlukesan antargrior
art dengan invensi baru
e. Bukti intrinsic dan ekstrinsik serta bukti objektif lain yang mekuiog
(seperti kebutuhan yang sangat lama untuk peneteusebut, usaha yang
digagalkan oleh yang lain, keragu-raguan pada pteakga ahli bahwa
penemuan akan berhasil)
f. Penggunaan doktrin ekuivalen dan estoppel
g. Diskresi Hakim dan cara menginterpretasi klaim

h. Prinsip itikad baik para pihak

198 |ihat Endang Purwaningsih,efkembangan Hukum Intellectual Property Rights:
Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektleah Kajian Komparatif Hukum Paten
hal. 211-212
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I. Ketentuan perundangan paten dan doktrin yang bdrkeg) seperti
doktrin ekuivalenwrapper estoppel, way result and fuction test, rsean

plus function test, test 4 pgites patentabilitas), dan sebagainya

Dalam menentukan terjadinya pelanggaran paten ukitak dua langkah,
yaitu:*%°
a. Menafsirkan klaim
b. Membandingkan klaim yang telah ditafsirkan dengaopgrsional dengan

produk yang dituduhkan

Endang Purwaningsih mengatakan, “untuk menilai mi@mutuskan kasus
pelanggaran patemterpretation claimsangat penting guna menetapkan lingkup
perlindungan sekaligus besarnyaonopoly patent rightdan kemungkinan
terjadinya pelanggaran terhadap paten terdahullanbmenilai suatu pelangaran,
maka klaim penemuan secara material dan esensifgidian oleh Hakim2°°

Robert Patrick Merger menjelaskan lebih lanjut nesvag peranan klairf?*
Kata-kata klaim adalah patokan yang harus dipddatiuntuk menentukan
apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Pengadiiak dapat memperluas atau
mempersempit klaim untuk memberi pemegang patamateyang berbeda dari
apa yang telah ia ajukan dalam permohonannya. M&eggeudian menyimpulkan
bahwa pemeriksaan pelanggaran paten meliput dag.téertama, makna klaim
yang diajukan harus dipahami dengan mempelajaurigeldokumen paten yang
relevan. Kedua, klaim yang diajukan harus menjelaskbjek invensi yang
dimintakan paten. Mungkin saja klaim tersebut tidiapat menjelaskan dengan
sempurna objek invensi tersebut. Yang penting &dalsjek invensi tersebut
harus menampilkan fungsi yang sama, dengan caasecara substansial sama,
dan memperoleh hasil yang substansial juga santak whkatakan melakukan

bid., hal 191
2% bid.
201 Robert Patrick MergeRatent Law and Policy, Cases and Materials, Sedddidon,

Contemporary Legal Education Serié€harlottescville, Virginia: Michie, Law Publishel997),
hal. 828

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



56

pelanggaran. Inilah pendekatan umum yang seladwagikan dalam kasus-kasus
paten yang pernah terjadf

Untuk mengerti makna dari sebuah klaim, perlu diger seluruh dokumen
agar mendapatkarfélt meaning dari klaim tersebut. Untuk itu, dokumen yang

digunakan adalaff®

a. Spesifikasi
Penggunaan spesifikasi sebagai penjelas klaim défstma oleh
hampir seluruh pengadilan, dan merupakan sebuiakefodasar dalam
hukum paten. Sebagian besar pengadilan telah nakagatdengan
sederhana spesifikasi digunakan untuk menjelaskammk sebagian
pengadilan lainnnya mengatakan maksud tersebut ademgnjelasan
berbeda, namun dengan akibat yang sama.
b. Gambar
Klaim dapat mengandung gambar. Dalam ilustrasiebers dimana
representasi visual dapat menggambarkan kata-kggéabar dapat
digunakan dengan cara yang sama dengan pembat@sgusgma dengan
spesifikasi.
c. Arsip Dokumen file wrappel)
Berisi seluruh arsip dari proses pemberian pateé@uiior paten sejak

dokumen permohonan pertama hingga pernerbitan .paten

2.3 PENGECUALIAN PELAKSANAAN HAK  EKSKLUSIF
PEMEGANG PATEN

Negara-negara anggota WT@/¢rld Trade Organizationtelah banyak
membuktikan kegunaan dari sistem paten dalam memgdukegiatan penelitian

dan pengembangan terhadap invensi BérDalam sub bab ini lebih membahas

202 pid.

203 |pid., hal. 826
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prinsip-prinsip praktek pengecualian terhadap ha&sklesif paten dengan
mengacu pada TRIPAgreementdan juga Undang-Undang Paten Indonesia.
TRIPs Agreement telah memperkenalkan suatu batgsag signifikan bahwa
negara-negara anggotanya dapat mempertahankan|uimAkicle 30, yang
menyatakan bahwa:

“Members may provide limited exceptions to the aiau rights
conferred by a patent, provided that such exceptoimnot unreasonably
conflict with the normal exploitation of the patemind do not
unreasonably prejudice the legitimate intereststloé patent owner,
taking into account the legitimate interests ofdiparties’

2.3.1 Jenis-Jenis Pengecualian yang Berlaku terhadapBKaklusif
Pemegang Paten

Adanya perubahan dalam dunia Sains, Teknologi,juiga masyarakat.
Beberapa ahli telah mengkaitkan akan semakin ppmganpengecualian terhadap
perubahan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dann@&ko ini. Hal ini
berimplikasi untuk menyelidiki apakah parametei gangecualian itu sebaiknya
diperkuat, atau apakah efek yang diinginkan addkigan menjaga dasar ilmu
pengetahuan tersebut dapat diakomodasikan secatia grelalui pengecualian
tersebut. Banyak negara telah berusaha untuk mé&ermdkan atau memperkuat
pengecualian private-use dan experimental-use untrkastikan akses dari dasar
IImu pengetahuan sebelumnya yang tidak diakomadand rezim paten.

Pergeseran ‘budaya’ lain yang telah memiliki dampaikg penting pada
kebijakan paten adalah perubahan praktek dalamadoemelitian dan institusi
pendidikan. Meskipun paten biasanya dianggap sebagiustri domain,
setidaknya beberapa dekade terakhir, universitaslel@mbaga penelitian telah
meningkatkan keterlibatan mereka dalam paten. §ghinbanyak universitas

telah mendasari penelitian mereka dengan dasak omencari lisensi®

204 Evans Misati dan Kiyoshi Adachi,he Research and Experimentation Exception in
Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIFAQevelopment AgenddJNCTAD-ICTSD
Project on IPRs and Sustainable Development, M&@h0, hal. Ix

2% Lionel Bently, Brad Sherman, dkkVorld Intellectual property (WIPO) Standing
Comitte on the Law of Patents Exclusions from Ratglly and Exceptions and Limitations to
Patentees’ RightSCP/15/3, hal. 30
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Berikut beberapa pengecualian terhadap Hak Pemdggsteg :

Tabel 2. Exceptions in 2010Not Including Compulsory Licencé§®

Experimental/Educational Use 86
Prior Use 85
Acts on or concerning foreign means of transportictvhtemporarily or 80
accidentally enter national territory

Exhaustion 73
Acts for non-commercial/non-profit making purposes 71
Preparation of prescribed drugs, and related acts 4
Exploitation and/or expropriation by or authorisbyg the government for44
national purposes

Bolar Exception 27
Biological material put on the market by the patéotder, other than for14
propagation purposes

Use by farmers of reproductive material for owni@agtural activity 9
Exploitation authorised to counter anti-competifpractices 9
Non-repeated use of biological material to obtaable new material 6
Use in exceptional circumstancesarce majeure 6
Use of an essential element of the invention bgragn unaware that it was for4
that purpose

Use of biological material for the purpose of briegdhew varieties 3
Objects and goods in transit through national t@nyi 3
Products existing in the country before the filohee (priority date). 3
Acts not prejudicial to normal exploitation of tipatent, or the interests pf2
patent owner and third parties

Indirect uses of production processes to obtaiergihoducts 2
Other limited exceptions introduced at the reasorezfliest of a competentl
authority

A person who, after the lapse of a patent, has tlseéhvention, or has madel
the necessary preparation for such use, may cantowuse the invention in the
same volume after the renewal of the patent

Use or sale of products obtained from a legitingdarce but made and sqldl
without authorisation of patent owner

Objects to be launched into space from French maki@rritory 1
Non-commercial use of living material as an initedurce of variation or 1
propagation

Acts committed before patent grant unless the eptdin was already 1

208 1hid.
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published, or the person concerned knew, or had indermed in writing, that
the application had been filed

Variants or mutants of living forms or replicableing matter which are 1
distinctively different from the patented origireaid deserve a separate patent

Acts in good faith by public authorities relatedenforcement of intellectual 1
property laws

Use of biological material already existing in matwhich is not necessary forl
the industrial application specified in the patent

Exploitation by any person in the public interesdter three years from patentl
grant, where the supply to home market is of inadég| quality or quantity g
excessively expensive.

=

Exploitation in good faith or taking real and efige steps towards exploiting 1
the invention by third parties in the interval beem the patent owner’s loss |of
rights and the reinstatement of the patent

Exploitation by third parties of the invention carp of the invention in respect1
of which protection has been renounced

Biological material obtained in the field of agritue by chance or through anl
unavoidable technical process

Importation or entry of small quantities of non-aoercial goods in personal 1
effects of passengers or sent in small packages

2.3.1.1 Pengecualian yang ada pada saat Perjanjian TRIPs.
(Exceptions existing at the time of the TRIPS Agezdm
Dunia perlindungan Hak Kekayaan Intelektual teladérubah sejah
diberlakukannyaAgreement on Trade Related Aspects of IntellecRraperty
Rights (TRIPs Agreemgmiada tahun 1994. Sebelum diberlakukannya Peajaniji
TRIPs ini, negara-negara secara bebas mengadopggqelian untuk hak paten.
Hal ini yang menjadi pertimbangan bahwa PerjanjidiRIPs akan
memperkenalkan beberapa ketentuan substantif @phpdngecualian tersebut
guna mengatur keabsahan pengecualian tersebutm&eltaasa negosiasi
perjanjian ini.
Berikut diuraikan bagan dari beberapa pengecualam hak pemegang
paten yang dikenal pada saat tahap negosiasi RIRsIAgreement(termasuk
ilustrasi tujuan yang menjadi dasar beberapa pemdjan) dengan kondisi-

kondisi yang menjadi pijakan para pihak untuk meac&ujuan merek&’
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Tabel 3. Beberapa pengecualian terhadap hak pem@gden pada tahap
negosiasi Perjanjian TRIPS

Exception to patent rights

Private & Non-commercial Use

Nature of policy problem addressed ‘
de minimus activity should be shield

from patent infringement.

197
o

Experimental Use

Scientific/technical progress must not

hindered by the patent system.

be

Prior Use

Prior users should be treated fairly vis-a-
patent holders.

s,

S

Pharmacy

Pharmacists should be free to ma
medicines for supply to patients on ft
basis of individual medical prescriptio
submitted to them by doctors without fe

of patent infringement.

ke
he
NS

ar

Foreign Vessels

Freedom of international movement
foreign vessels must not be hindered

patents.

of

by

International Civil Aviation (Chicago)

Freedom of international movement (and

maintenance) of foreign aircraft must 1

be hindered by patents.

ot

Regulatory Review (Bolar)

Competition between patented medicir
and generic medicines must be enablec
swiftly as possible after the expiry of tl

medicine patent.

es
] as

ne

(National Exhaustion)

(Once a patent holder has sold a pate
product, they ought not to be able
control subsequent dealings with {
product e.g. resale or repair)

(European Regional Exhaustion)

(Once a patented product has been solc

] on

207 Christopher Garrison, “Exceptions to Patent Rights Developing Countries”,
International Centre for Trade and Sustainable Depment (ICTSD) dan United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTA&3ue Paper No. 17, 2006, hal. 1x

2081hid., hal. x
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the European market, freedom |of
movement of goods throughout the rest of
the market must not be hindered by

patents)

2.3.1.2 Pengecualian berdasarkan Perjanjian TRIPscéptions
under the TRIPS Agreement)

Berdasarkan Perjanjian TRIPs, hak-hak pemegangn pgaeg harus
diberikan diatur dalam Pasal 28.1 TRIPs. Dalam geigecualian yang dapat
diterapkan terhadap hak-hak eksklusif pemegangnpaiatur dalam Article 30
TRIPs. Dengan demikian, setelah diadopsinya TRIBseément ini, keabsahan
atau pengecualian akan ditentuan berdasarkan B@sdlRIPs. Jika pembuat
kebijakan ingin membuat suatu pengecualian yang, baraka pengecualian
tersebut harus memenuhi kriteria yang terdapand&asal 30 TRIPs Agreement.

Hal ini dikenal sebagai tiga langkah tes, yang wliglean berdasarkan
Pasal 9 (2) darBerne Conventiordan Pasal 13 TRIPAgreement®® Ketiga
persyaratan pengecualian tersebut adalah:

a) the exception must be “limited”;

b) it must not “unreasonably conflict with the normefploitation of

the patent”; and

C) it must not “unreasonably prejudice the legitimatgerests of the

patent owner, taking account of the legitimate res¢s of third

parties.”

2% The initial, “Anell”, draft would have allowed “lirited exceptions” with illustrative
list — private use, scientific use, prior use dthe Panel in WT/DS114/R para 7.70 states that “the
negotiating records of the TRIPs agreement givexmanation of the reason for this decision.”
However, commentators suggest that the United Statated to restrict the scope of the Article
whereas the EC favoured a catalogughat P-T Stoll, J. Busche & K. Arend)/TO: Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rigi2806), hal. 537.
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2.3.1.3 Pengecualian Hak Eksklusif berdasarkan Hukum Paten
Indonesia
Pengecualian Hak dari pemegang paten, yakni haklusks diatur
tersendiri dalam bagian keempat Undang-Undang Réteri4 tahun 2001 pada
pasal 16 ayat (3). Undang-Undang Republik Indoné&anor 14 tahun 2001
tentang Paten menyatakan pengecualian terhadajgk&kkusif Pemegang Paten,

yakni Pasal 16 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimdkzada ayat (1) dan
ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untukerkeman
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisigargang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari PemeganqPate

Selain daripada itu, tidak diketemukan suatu atupsitif yang
menyatakan pengecualian hak eksklusif dalam ruamgkup pembebasan dari

pertanggungjawaban pelanggaran paten.

2.3.2 Mengapa Dikecualikan dan Dibatasi
Berikut alasan mengapa Hak pemegang Paten perkcudkkan, yakni
berdasarkan alas&
a) Analisis keuntungan biaya dalam hukum paten
b) Memfasilitasi fungsi hukum paten (Pengecualian tlibkan dalam Sistem
Paten); dan
c) Pertemuan konflik antara monopoli paten dan tujwguan sosial lainnya

atau nilai-nilai yang ada (termasuk hak-hak dasar)

Untuk mereka yang mencerminkan analisis dari kexgan biaya dalam
hukum paten dinyatakan bahwa beberapa pengecwdramak-hak paten dapat
dijelaskan dengan mengacu pada alasan inti dayiepéaan paten, yaitu : untuk

memberikan insentif terhadap kegiatan investasiardal penelitian dan

210 |ndonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2004alPi6 ayat (3)

211 Misati dan Kiyoshi AdachiThe Research and Experimentation Exception in Raten
Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Devetopnt Agendahal. 56
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pengungkapan informasi dengan penyediaan hak monaaam jangka
pendelét?

Beberapa pembatasan dari Hak Pemegang Paten dpgiaskéin dengan
adanya fakta bahwa perpanjangan perlindungan umgkutupi tindakan yang
diizinkan, tidak akan meningkatkan insentif yangngikan (atau tepat). Hal ini
merupakan penjelasan umum terhadap pengecualiag parkaitan dengan
private-use(atau akibat yang wajar, pembatasan dari Hak PangeBaten untuk
tindakan mengkomersialkan, perdagangan, atau hisr&anyak Negara
mengecualikan tanggung jawab baik penggunaan sdeamanimi$™, atau yang
non-komersial.

Suatu kondisi dimana sebuah aktivitas, baik tujyanontuk komersial
ataupun non-komersial, perlu dipastikan niat dajek yang menggunakan
invensi yang dipatenkan. Jika pelanggaran itu diaet oleh kepentingan
komersial, maka pembelaan tidak akan berlaku. Namika tujuan dari
subjeknya adalah non-komersial, maka pembelaadapat digunakan. Hal ini
terhadi bahkan jika informasi yang dihasilkan mémilmanfaat yang
komersial*

Di bidang hak cipta, hal ini menjadi sesuatu halggamum, dimana pada
tahun 1980-an terdapat Doktrin Amerika Serikat y®#egnama fair use (dan
non-equivalentsseperti pengecualiaprivate copyiny sebagai respon hukum
untuk apa yang disebut sebagai kegagalan ekonasar pauatu kondisi di mana
sebuah dunia tanpa biaya transaksi- para pihak knusgtuju untuk penggunaan
khusus semacam ini, tetapi keberadaan mereka nmegmeetanya biaya transaksi

dalam perjanjian tersebtif.

2 |pid.

213 Lihat Finney v. United State$88 USPQ 33 (CCTD 1975). Thexperimental use
exceptio was sometimes viewed as part of the damsnule: Byam v. Bullard, 4 F. Cas 934, 935
(CCD Mass 1852) (No 2262).

214 patrick Van Eecke, dkKylonitoring and Analysis of Technology Transfhal. 141
SKF Laboratories v. Evans Mediddl989] FSR 513.

215 The classic exposition is Wendy Gordoné: Gordon, ‘Fair Use as Market Failure’
(1982)Columbia LR1600.
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Keseimbangan dimensi juga digunakan untuk menjalagkengecualian
dari tujuan kegiatan penelitian dan ilmiah. Bahk#a penggunaan itu untuk
publik dan komersial, penggunaan paten untuk pegneldan ilmu pengetahuan
diarahkan untuk menghasilkan invensi baru ataudiekm #*® Jika tujuan sosial
secara keseluruhan adalah untuk memaksimalkan shveraka ini adalah salah
satu daerah dimana undang-undang paten harus namimyat Professor
Katherine Standburg menjelaskan:

“The purpose of an experimental-use exemption shoeiltb protect the
patentee’s ability to recoup her research and depelent investment while
preventing her from using her exclusive rights i@reise unwarranted
control over subsequent innovatiorf*”

Yang Kedua, bahwa pengecualian dibutuhkan dala@nsipaten. Ini adalah
kategori pengecualian yang diperlukan untuk mermapartkan fungsi sistem
paten itu sendiri. Hal yang paling jelas adalaranapengecualiaexperimental
use Hal yang menjadi premis universal dalam sisteterpgang modern bahwa
Pemegang Paten mengungkapkan invensinya kepadd&,psehingga mereka
dapat melaksanakan invensi. Hal ini jelas dipemukeahwa seseorang dapat
melakukan eksperimen dengan invensi yang dipatenkfirk memastikan apakah
pada faktanya invensi itu bekerja dan sesuai demgfanmasi yang diungkap
tersebut*®

Kantor paten tidak melakukan tugas tersebut, ked@ebai harus diberikan
kepada pesaing karena mereka-lah yang memilikntifsentuk menyelidiki dan
akhirnya menentang keabsahan paten. Selain ituaskap untuk menyelidiki
penemuan harus diberikan dari saat paten tersebetilhn terhadap suatu
invensi. Apabila diberikan setelah jangka waktu gyaa, tidak akan gunanya
juga bagi kompetitor untuk menantang invensi yampgténkan tersebut. Hal ini

1% Henrik Holzapfel & Joshua D. Sarnof, Cross-Atlantic Dialog on Experimental use
and Research Toqlgl8 IDEA 123 (2008)“Some of the arguments for a broader exception rest
upon the rationale of promoting technological pregs...’).

217 Katherine Strandburg, ‘What Does the Public Gexperimental usand the Patent
Bargain,’ (2004) Wis L Rev 81, hal. 100.

18 Evans Misati dan Kiyoshi Adachihe Research and Experimentation Exception in
Patent Law: Jurisdictional Variations and the WIB®@velopment Agendahal. 59
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merupakan justifikasi untuk pengecualiarperimental usetentu saja, hanya

membenarkan pengecualian itu dalam taraf sempniyaktuk percobaan pada
subjek dari invensi tersebut. Bagaimanapun, hadbémar-benar potensial dimana
eksperimen tersebut pada akhirnya memiliki tujuangykomersial. Karena jelas
bahwa motivasi dari kompetitor adalah untuk begs&in

Yang ketiga, Tujuan sosial yang penting, terkadagrgentangan dengan
tujuan sosial lain atau kepentingan pribadi. Kejpgain pribadi dianggap sebagai
sebuah peringkat yang lebih tinggi. Contoh yangnpgalelas disini adalah
pengecualian dan lisensi wajib yang berkaitan dergsamanan nasional dan
keadaan darurat’

2.3.3 Doktrin Experimental Use Sebagai Pengecualian Headklgsif
Pemegang Paten

Adanya pengecualian terhadap pelanggaran hak-hten galah lama
diakui dalam hukum banyak negara dan yurispridetss produk atau proses
yang dipatenkan, dimana dilakukan tanpa persetugam Pemegang Paten
dengan tujuan penelitian tertentu dan eksperimaik Biasyarakat maupun para
iimuwan mempunyai kepentingan yang sah untuk dapsnggunakan
pengungkapan paten dalam hal mendukung kemajuam jdengetahuan dan
teknologi, dan inventor harus dapat secara bebdskol@an eksperimen dengan
menggunakan invensi yang dipatenkan dengan prdsespaoduk yang lebih
baik. Pengecualian ini didasarkan pada gagasandahw

“a key public policy purpose underlying patent lasido facilitate the
dissemination and advancement of technical knowleded that
allowing the patent owner to prevent experimensa during the term of
the patent would frustrate part of the purposehaf tequirement that the
nature of the invention be disclosed to the puiit

219 pid.
220 | pid.

221 canada-Patent Protection of Pharmaceutical Prody&€-Canada), WT/DS114/R.
17 March 2000, para. 7.69
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Perlindungan paten memberikan hak kepada Pemegatem Rintuk
melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melararigakpilain yang tanpa
persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menjualkengimpor,
menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untulil dijau disewakan atau
diserahkan produk atau proses produksi yang diPater’?? Dalam hal-hal
tertentu, hak-hak pemegang paten dapat mencegatdegiset yang lebih jauh
terhadap subjek invensi yang dipatenkan dan dedgankian dapat menghambat
pengembangannya:

Benyaminf* menyatakan terdapat tiga alasan utama untuk diki&en,
yakni:

1) Sebagai objek dari sistem paten yang bertujuan avend inovasi,
bukanlah kepentingan publik untuk menyatakan kegiamana yang
ditindaklanjuti sebagai hambatan untuk kegiatanepigan atau kegiatan
untuk melakukan improvisasi terhadap invensi yapgténkan;

2) Experimental usebukanlah merupakan tujuan dari perlindungan yang
diberikan oleh Paten; dan

3) Kondisi yang diakui secara luas terhadap penerggargecualian ini
adalah bahwa tidak ada penggunaan dengan tujuaar&@indari invensi
(sebagai lawan dari adanya perspektif komersialpydipertahankan oleh
Pemegang PateR’

Dalam hal ini, penulis menekankan karya tulis ilmiai spesifik pada
pengecualian pelanggaran paten terhadap hak ekKskdwispemegang paten demi
kepentingan penelitian, atau dalam sistem commonm &ebagai doktrin

experimental use. Apakah pengecualian yang diaand Pasal 16 ayat (3) dalam

222 | jhat Pasal 16 ayat (1) UU Paten

22 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and
Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissof a Study Carried Out on Behalf of the
European Commission (DG ResearcBJORY Publishers, 2008, hal. 141

224 Benyamini,Patent Infringement in the European Communiitg¢ Studies, Studies in
Industrial and Copyright Law, The Max Planck Inst

22%|hid., hal. 266-267
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Undang-Undang Paten Indonesia adalah suatu pergecugang dapat
dikategorikan sebagai doktrin experimental userddkkum paten. Hal ini pun
mengingat akan pentingnya dunia perkembangan ilemggtahuan dan teknologi
dan akses terhadap invensi-invensi yang dipatedkaimkan atau diperbolehkan
dipakai tanpa adanya izin dari pemegang paten, gumambangun
perkembangannya. Tentu dalam hal ini, benturan rkemmn antara hak
pemegang paten untuk melakukan monopoli terhadapnginya yang telah
dipatenkan dengan kepentingan dari lembaga penelitbaik itu lembaga
pendidikan seperti universitas, lembaga swasta,poramegara. Sampai sejauh
manakah pihak-pihak selain pemegang paten atauipenbak lebih lanjut atas
hak eksklusif tersebut, dapat melaksanakan patepataadanya izin dari
pemegang paten.

Dalam bab selanjutnya, penulis akan menjabarkaargderperinci dan
fokus pada doktrin experimental use beserta depgaerapannya dalam hukum

paten.
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BAB Il
DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM PATEN

3.1 SEJARAH DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM SISTEM
COMMON LAW

Hak untuk mengecualikan pelanggaran paten tidalké&akifat absolut atau
mutlak dalam sistemcommon law khususnya Amerika Serikat, terkadang
pengadilan mengakui bahwa pengecualian terhadpprimental usenerupakan
sebuah pembelaan dari tuduhan pelanggaran fftddalam putusan kasus
Whittemore v. Cuttéf’, Hakim Story, yang duduk di Pengadilan Sirkuit &edi
Massachusetts, Amerika Serikat pada tingkat banditelah membuat
pengecualiarexperimental useDalam kasus ini, Tergugat mengajukan banding
yang menyatakan bahwamaking a machine with design to use it for pfofit
merupakan suatu pelanggafah.

Hakim story menguatkan instruksi Hakim dalam peksa@n mengenai
sifat dari pelanggaran, dan mengindikasikan lehifjut bahwa syaratuSe for

profit’ sebenarnya mengistimewakan Tergugat karena :

“It could never have been the intention of the lagise to punish a man,
who constructed such a machine merely for philogabrexperiments, or
for the purpose of ascertaining the sufficiencyhef machine to produce its
described effects®?®

228 jJordan P. KarpExperimental usas Patent Infringement: The Impropriety of a Broad
Exception,The Yale Law Journal, Vol. 100, No.May, 1991, hal. 2170

22T \Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technolbgyelopment”, 29 F. Cas. 1120
(C.C.D. Mass. 1813) (No. 17, 600}hittemore v. Cutter

228 |pid., hal. 1121

2 |pid.
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Kemudian pada tahun yang sama, Hakim Story merigawgrengecualian
terhadap pelanggaran paten ini pada k&awin v. Guild>® Dalam kasus ini,
seorang Pemegang Paten melaporkan tindakan petanggerhadap seorang
deputy sheriffkarena merampas dan menjual tiga mesin pemotong kakg
dipatenkan untuk memenuhijutigement debtdari Pemegang Paten atau
Penggugat. Terhadap aksi yang dilakukdaputy tersebut, Hakim Story
menyatakan hal tersebut bukan merupakan pelangdararenyatakan bahwa:

“The making of a patented machine to be an offemsast be the making

with an intent to use for profit, and not the megpose of philosophical

experiments, or to ascertain the verity and exagneof the
specification....*!

Jadi, Hakim Story melihat pengecualian terhadapanmgaran ini
mempunyai dua komponen, yakni (1) Kegiatan tidakusailakukan dengan
maksud untuk mendapatkan profit; (2) Aktivitas énst haruslah a) untuk
eksperimen yang bersifat filosofis atau b) Untuknmastikan kebenaran dan

ketepatan dari spesifikaSt

3.2 KONSEP DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM HUKUM
PATEN

Doktrin experimental usenerupakan sebuah pembelaan terhadap kegiatan
pelanggaran paten yang mengizinkan pihak ketigakunienggunakan invensi
yang dipatenkan dengan tujuan eksperimen, tanpayadaersetujuan dari
Pemegang Hak Patéfr

20 Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Bgeeption , 21 F. Cas. 554 (C.C.D.
Mass. 1813) (No. 12, 391).

2 pid., Hal. 555

232 Haniman,Experimental use as an Exceptiont of Patent In&ngnt 67 J. PAT. &
TRADEMARKO FF. SOC'Y 617 (1985), hal 620

% Ipid.
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Tom Sounders dalaniRenting Space on the Soulders of Giants: Madey and
the Future of the Experimental Use Doctrimaemberikan pengertian,The
experimental use doctrine in patent law protectegdd infringers who use
patented inventions solely for experimental purgpseich as testing whether a
device functions as claimed re-creating a processlserve its effects from a
scientific perspectivg®*

Doktrin experimental useni telah berkembang selama bertahun-tahun
dalam menanggapi efek negatif terhadap perlindungaten dari adanya
kemungkinan bahwa lingkup perlindungan yang dil@riloleh paten tersebut
dapat melumpuhkan adanya inovasi dan bertindakgaeh@Embatas terhadap
dunia penelitiarf*® ‘The experimental use doctrine is a very narrow ptior
that excuses the infringement of a patéfit.

Kegiatan experimental use terhadap invensi yangtelikan adalah untuk
memeriksa keakuratan dari spesifikasi paten, atdukunelakukan eksperiment
dengan tidak berdampak komersil atau motif keurdangagar tidak dikenai
pelanggaran pateri’ An important rationale behind the experimental use
exemption is to preventing technical and scientgiogress from becoming
paralysed*®

Doktrin Experimental Useterkait dengan dua jenis eksperimen, yakni:
market-orienteddan research-oriented®® Eksperiment dengan jenis market-
oriented termasuk pembuatan obat generic yang dieausntuk membuat obat

selama paten tersebut masih valid untuk mendapaik@msasi pemasaran dan

234 http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-jourf@mment/renting-space-on-the-

shoulders-of-giants:-madey-and-the-future-of-thpegimental-use-doctrineliakses apda tanggal
12 Desember 2011 pukul 13.00

2% |bid.

% |rna HaracoglouCompetition Law and Patents A Follow-on InnovatRerspective in
the Biopharmaceutical IndustrZheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 20@&. 39

27D, Gilat, Experimental Use and Patentss [1C ,1995.
2% |bid.

2% |bid.
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penjualan produk obat generic segera setelah jawgkéu paten hab&? Jenis
ini dikenal dengaimBolar exception.

Dalam konteksresearch tools terdapat permasalahan yang berbeda.. Pada
perkara terkait dengan jenis ini tidak melibatkaerusahaan obat generik dan
sebuah lembaga atau perusahaan penelitian, namlimatken dua perusahaan
yang bergerak di bidang penelitian yang mana tetk@mginvestasikan jumlah
yang besar dalam menyediakan waktu dan uang dagiatan R&D***

Tanpa adanya doktriexperimental usatau yang cukup dikenal sebagai
research exceptigndiperkirakan bahwa paten dan lingkup Hak Kekayaan
Intelektual lainnya dapat menjadi penyebab akait dilbkukannya penelitian.
Kesulitan-kesulitan ini berkisar dari ancaman, diadakan pelanggaran; masalah
dalam mendapatkan izin dari Pemegang Paten; daesk&sn biaya untuk
memperoleh lisensi. Kesulitan dalam melakukan piseldapat menyebabkan
hambatan yang sangat jelas untuk berkembangnyaasnodan transfer
teknologi*?

Sebagaimana telah dinyatakan oleh Panel WTO di d@araPerlindungan
Paten terhadap Produk Farmasi:

“We may take as an illustration one of the mosteljicadopted Article 30 —
type exceptions in national patent laws — the etxaepinder which use of
the patented product for scientific experimentatidaring the term of the
paten and without consent, is not an infringemkns. often argued that this
exception is based on the notion that a key pyiaiey purpose underlying
patent laws is to facilitate the dissemination aadvancement of the
technical knowledge and that allowing the patentnem to prevent
experimental use during the term of the patent dduistrate part of the
purpose of the requirement that the nature of theemtion be disclosed to
the public. To the contrary, the argument conclydeler the policy of the
patent laws, both society and the scientist haviegitimate interest’ in
using the patent disclosure to support the advawtescience and
technology.“*?

4 |rna HaracoglouCompetition Law and Patents A Follow-on Innovatiterspective in
the Biopharmaceutical Industral. 40

241D, Gilat, Experimental Use and Patentsal. 9
*?bid.

243 Keputusan WT/DS144/R 17 March 2000 paragraph 7.69
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Artinya bahwa salah satu pasal yang paling banyadiogsi adalah Pasal 30
TRIPs Agreement pengecualian dalam undang-undang paten nasigaéhi
sebuah pengecualian terhadap penggunaan dari pryahgk dipatenkan untuk
kepentingan eksperimen yang ilmiah dimana dilakukalam jangka waktu paten
dan tanpa adanya suatu persetujuan, bukanlah nkampeelanggaran. Hal ini
didasarkan pada gagasan bahwa kunci tujuanpdéalic policy yang mendasari
undang-undang paten adalah untuk mengakomodir pargie dan kemajuan
pengetahuan yang memungkinkan pemilik paten untekcegahexperimental
use selama jangka waktu paten, akan menggagalkan rbagia tujuan adanya
persyaratan bahwa penemuan ini akan diungkapkaadkepublik. Sebaliknya,
adapun argumen yang menyimpulkan, di bawah keljékd&kum paten ini, baik
masyarakat maupun ilmuwan memiliki ‘kepentingan’ sddlam menggunakan
pengungkapan paten untuk mendukung kemajuan ilmnggtehuan dan

teknologi.

3.2.1 Karakteristik Doktrin Experimental Use
Ciri khas berikut ditemukan di banyak Negara, kismga Uni Eropa, yang
mengakui doktrinexperimental useDoktrin ini paling sering mengandung dua
haf**
1) Tujuan Experimental
Ini umumnya ditafsirkan secara luas untuk mencdbenibagai jenis
eksperimen dan tujuannya mungkin tidak selalu hetardakan yang

relevan dengan kegiatan experimental itu sendiri.

2) Berkaitan dengan subjek dari invensi yang dipatenka
Bagian ini menjelaskan perbedaan yang mendasar raanta
bereksperimen__paddexperimenting _on invensi yang dipatenkan dan

bereksperimen dengdexperimenting withinvensi yang dipatenkan. Hanya

24 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and
Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissaf a Study Carried Out on Behalf of the
European Commission (DG Researchpl. 145
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bereksperimen pada exXperimenting _on invensi yang dipatenkan
diperbolehkan berdasarkan hukum di kebanyakan aegsgara Eropa.
Sebagai contoh, sebuah laser dengan spesifikagi diaerikan paten guna
menentukan bagaimana bekerjangapgerimenting ogndan membuat laser
untuk menggunakannya dalam melakukan peneligapgrimenting with

Perbedaan antara penelitian ‘dengan’ dan penelitipada’
perlindungan ilmu pengetahuan, informasi, dan péaal juga merupakan
hal yang sangat penting. Sebuah invensi dilindurigh paten — suatu
senyawa kimia baru dalam farmasi, misalnya- mungkerupakan subjek
utama materi penelitian, memungkinkan orang laitukirmeneliti ‘pada’
senyawa terebut dalam rangka untuk memajukan Iegh pengetahuan
mengenai senyawa tersebut. Para peneliti dapat elejap ‘pada’ senyawa
yang sama untuk mengembangkan kandidat obat lainDgéam kasus
penelitian ‘dengan’ senyawa, penggunaan invensi dapat menjadi
‘research tool’ atau alat penelitian atau secaderbana merupakan bahan
dari formulasi obat baru. Dalam kedua kasus imepiBan dapat dilakukan
dalam kaitannya dengan percobaan ilmiah jangkaapgnyang mungkin
akan menghasilkan keuntungan komersil.

Di Eropa, pengecualian pada umumnya tidak dimaksudintuk
mencakup penelitian ‘dengan’ produk atau proseg ypatenkan. Undang-
Undang Paten Swiss yang direvisi pada bulan Jurti8,20nisalnya,
membebaskan penelitian yang dilakukan untuk tujogik non-komerisial
atau komersia, selama tujuan dari penelitian ialad untuk menghasilkan
pengetahuan mengenai invensi yang dipateffan.

Ini membedakan antara penelitian yang dilakukadapavensi yang
dipatenkan dan penelitian ‘dengan’ invensi yang atiipkan, hanya
membebaskan penelitian ‘pada’ invensi yang dipaterdgambil memastikan

245 O’Connor, Enabling research or unfair competition? De Juredatte facto research
use exceptions in major technology countrigs Patent law and theory: A handbook of
contemporary research, Toshiko Takenad@ Edward Elgar Publishing Co. 2009, hal. 3.

24 |ihat Pasal 9 dan 40(b) daBiwiss Patents Acberlaku 1 July 2008; Trsedia dalam
bahasa Perancis di http://www.admin.ch/ch/f/rs/23@)
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akses ke alat-alat penelitian yang dipatenkan liatsmelalui hak untuk
mengklaim lisensi non-eksklusif untuk menggunakerensi tersebuft!’

3.2.2 Penelitian yang Komersial dan Non-Komersial

Yurisprudensi dan peraturan perundang-undangarejdiméah yurisdiksi,
menunjukkan bahwa pengecualian penelitian untuk péa&n telah diakui tunduk
pada beberapa batasan. Salah satu cara, di marmsababyurisdiksi telah
memutuskan, kegiatan penelitian yang mungkin ai@ak tmasuk dalam ruang
lingkup pengecualian adalah dengan membedakanaakegiatan penelitian dan
eksperimen yang komersial dan non-komeréfal.

Di Amerika Serikat, ruang lingkup dari doktraxperimental useelah diatur
oleh putusan pengadilan federal pada tahun 1818 keslid/Vhittemore v. Cutter
yang menyatakan bahwé €ould never have been the intention of the lagise
to punish a man, who constructed such a machineslgpndor philosophical
experiments, or for the purpose of ascertaining sh#iciency of the machine to
produce its described effe¢td® Pada tahun yang sama, Sawin v. Guild
memperlebaexperimental useli luar mesin dan juga memperkenalkan konsep
non-komersial ketika Pengadilan mengecualikan plelanggaran atas eksploitasi
dari sebuah invensi yang dipatenkan, kecuali jikerupakan faking with an
intent to use for profit, and not for the mere pasp of philosophical experiment,
or to ascertain the verity and exactness of theciipation.”**° Empat puluh

delapan tahun kemudiarPéppenhausen v. Falkenenyatakan Held, and no

247 The case law in developed nations is not suffisiedeveloped to explain the
applicability of the research exemption for resdmrtwith” a patented product, and other
research tool patents.

48 Misati dan Kiyoshi AdachiThe Research and Experimentation Exception in Raten
Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Devetognt Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on
IPRs and Sustainable Developmédmdl. 2

249\Wendy H. Schacht, “ The Federal Role in Technolbgyelopment”, 29 F. Cas. 1120
(C.C.D. Mass, 1813) (No. 17, 600)

%0 Gregory N. Pate, “Analysis of the Experimental Useception”, 21 F. Cas. 554
(C.C.D. Mass, 1813) (No. 12, 391)
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doubt is nowwell settled, that an experiment withagented article for the sole
purpose of gratifying a philosophical taste, or iogity, or for mere amusement,
is not an infringement of the rights of the patett&* Dalam pandangan di atas
tersebut, Amerika Serikat, antara lain, karena rtikiniadisi kasus yang panjang,
menekankan bahwa hanya penelitian yang bersifatkoorersial yang dapat
dibebaskan dari pelanggaran paten.

Dalam praktek, seringkali sulit untuk menggambarkariara penelitian
komersial dan penelitian non-komersial dan ekspaminSejumlah faktor telah
mengaburkan garis antara penelitian yang memajlde@entingan bisnis yang
sah (komersial) dan penelitian yang murni akadesitasi non-komersial. Salah
satu faktor adalalthe way, in which research is conductéérena penerapan
penelitian yang bertujuan komersial bergantung ppdaelitian dasar yang
dilakukan di universitas atau lembaga penelitiamniga. Faktor lainnya, meliputi
perkembangan hukum sepeB@yh-Dole Act? dan peraturan serupa di Negara-
negara lain yang mendorong akademisi untuk mengajugaten terhadap
penelitian mereka untuk memperbolehkan mereka nmngksialisasikan
inovasinya®™® Hal ini mungkin telah mengaburkan penyebab untuk
menyempitkan lingkup pengecualian terhadap kegig@melitian di beberapa
Negara®>*

Sebagai contoh, hingga baru-baru ini dok&kperimental useli Inggris,
berkembang melalui common law dan implemetasi dawmropean Patent

Convention cenderung ditafsirkan cukup senfit. Doktrin ini tidak muncul

%1 peppenhausen v. Falke, 19 F. Cas. 1048, 1049 §M@.Y. 1861). Lihat Evans
Misati dan Kiyoshi Adach,The Research and Experimentation Exception in rRateaw:
Jurisdictional Variations and the WIPO Developmégienda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs
and Sustainable DevelopmeMarch, 2010, hal. 2

%235 U.S.C. §200-212

53 |ihat, misalnya, di India,The Protection and Utilization of Publicly Funded
Intellectual Property Bill(2008)

%4 Misati dan Kiyoshi AdachiThe Research and Experimentation Exception in Raten
Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Devetognt Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on
IPRs and Sustainable Developmeéml. 3
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ketika menjawab pertanyaan yang dianggap dalararkaya dengan kepentingan
private dan non-komersiat®

Kasus di Inggris baru-baru ini adal@oreValve Inc v Edwards Lifesciences
AG & Anor, nampaknya telah memperluas pengecualian teré&tDalam kasus
ini, pengadilan memutuskan bahwa ketika tujuanhlebesar dari penelitian
adalah untuk menghasilkan pendapatan, maka klailenggaran tidak dapat
dihindari. Penelitian diizinkan sampai di titik lveda pengguna dari invensi yang
dipatenkan mulai menghasilkan pendapatan dari i@mel misalnya dengan
menjual sampel produk untuk tujuan di luar menghsil informasi tentang
produk?>®

Di Amerika Serikat, pada tahun 2002, putushfadey v. Duke

menyatakan bahwaexperimental use dengan menggunakan produk yang
dipatenkan tanpa persetujuan Pemegang Paten, rRerug2elanggaran Hak
Paten dimana digunakan lebih lanjut dari kepentingiae infringer’s legitimate
business Putusan ini secara luas dilihat sebagai pembatagng dimiliki
universitas sebagai pembelaan, dengan ‘menyewa’itk@mn institusi mereka
untuk mengejar tujuan nirlaba, menikmati pengeanalyang luas ini sebagai

pembelaan terhadap klaim pelanggaran paten.

%5 The Court of Appeal in SF&F v Evans [1989] FSR Sh&rpreted the phrase
“relating to the subject matter of the inventionamowly to mean “in the sense of having a real
and direct connection with that subject matter”.

20 SF&F v Evans [1989] FSR 513 and McDonald v Gralig®94] RPC 515 (CA)

%7 High Court of England and Wales (patent Court), €dalve Inc v Edwards
Lifesciences AG & AndR009] EWHC 6 (Pat) 9 January 2009.

28 Misati dan Kiyoshi AdachiThe Research and Experimentation Exception in Raten
Law: Jurisdictional Variations and the WIPO Devetopnt Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on
IPRs and Sustainable Developmeéml. 3

%9 Madey v. Duke Universifyd07 F.3d 1351 (Fed.Cir. 2002), cert. denied 538. 958,
123 S.Ct. 2639, 156 L.Ed.2d 656 (2003htfp://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-
universitydiakses pada tanggal 17 September 2011
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3.3 PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM
HUKUM PATEN DI BEBERAPA NEGARA\
3.3.1 Amerika Serikat
A. Pengaturan dalatd.S. Patent Act
Di  Amerika, beberapa pengarang mengenal pembelaangad
menggunakan doktrin experimental use dengan cukompi$ terhadap adanya
pertanggungjawaban pelanggaran paten. Seseorang lyemggunakan atau
membuat sebuah invensi yang dipatenkan, jika tumyamdalah hanyad satisfy
her scientific curiousity or to amuse herself asrtellectual exercis&®®°
Section 271(e)(1) dalam U.S. Patent Act, dinyatdkamva:

“It shall not be an act of infringement to make,, usiger to sell, or sell
within the United States or import into the Unit&tates a patented
invention...solely for uses reasonably related to tevelopment and
submission of information under a Federal law whiokgulates the
manufacture, use, or sale of drugs...

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Expetiahen
Use
Berikut beberapa kasus yang terjadi di Amerika Ka¢ridan berbagai

interpretasi yang ada berkenaan dengan doktrin ini.

1. KasusWhittemore v. Cutté?"

Dalam kasus ini, Penggugat menuduh tergugat megangaten terhadap
mesin yang digunakan untuk bermain kartu. HakimrnStoenyatakan bahwa
kasus ini dianggap sebagai lahirnya Pengecudtigperimental use Beliau
menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tdglat menghukum
seseorang yang mempunyai keinginan atau maksud tsenaga hanya

melakukari‘philosophical experimentsterhadap hal yang dilindungi.

%60 Margareth Barrett|ntellectual Property New York: Emanuel Law Outlines, Inc.,
1991, hal. 48

#1\wendy H. Schacht, “ The Federal Role in Technolbgyelopment”, 29 F. Cas. 1120
(C.C.D.Mass. 1813) (No. 17, 600)
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Hakim Story memberlakukan pengecual@xperimental uselalam kasus
ini dengan menyarankan kepada pihak ketiga, batawdimungkinkan untuk
menggunakan invensi yang sudah dipatenkan tanpaazi Pemegang Paten atau
inventor dengan tujuaphilosophical experimentatioruntuk memuaskan hasrat
keingintahuan, ataupun memastikan fungsi dari kegarpaten itu sendiri.

Hakim Story pada Pengadilan Sirkuit di daerah Melsssetts menyatakan
bahwa ‘bbjection...that the making of machine fit for used avith a design to
use it for profit, was infringement of the pateight’. Dengan berkaca pada
pembangunan hukum paten di awal tahun 1800-an,niHakory menyatakan
bahwa'it could never havce been the intention of thadigure to punish a man,
who constructed such a machine merely for philos@blexperiments, or for the
purposes of ascertaining the sufficiency of the mmacto produce its described
effects”

Tergugaat Whittemore membuantfringing machine’ “to use..for profit”
Hakim Story menyadari bahwatfong presumption that the legislature intended
to make every one of the enumerated acts a sub&agrbund of action’setelah
menganalisa perubahan peraturan dalam hukum patertatun 1793 ke tahun
1800.

Oleh karena itu, Hakim Story menyatakao difficulty in holding using or
vending of a patented compositioninenjadi ‘equally as applicable to
machines...is a violation of the right of the prigpor’. Whittemore menciptakan
pengecualiaexperimental usentuk mereka yang menggunakan teknologi paten
“for philosophical experiments, or for the purposkascertaining the sufficiency

of the machine to produce its described effécts.

2. Sawin v. Guil@®?
Dalam kasus ini, Hakim story menggambarkan bahwag@eualian dari
pelanggaran memang tidak dapat dipungkiri keberadag kemudian ia mulai

menetapkan batas-batas dari pengecualian tersBlaldam hal ini, Penggugat

%2 Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Bgeeption, Sawin v. Guild, 21 F.
Cas. 554 (C.C.D. Mass. 1813)
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melawan deputi Sheriff yang telah menyita sebuakimentuk menyelesaikan
hutang.

Invensi tersebut dipatenkan, dan Penggugat menuukhgva ia (sebagai
Pemegang Paten) mempunyai Hak Eksklusif untuk naénjoesin tersebut.
Dalam putusannya, Hakim Story melihat kembali ppelanasalahalVhittemore
dan menyatakan bahwa untuk pembuatan suatu mesmp dipatenkan untuk
dapat dikatakan melanggar harusldie “the making with an intent to use for
profit, and or not for the mere purpose of philosmal experiment, or to
ascertain the verity and exactness of the spetificd Kemudian ia melanjutkan
bahwa pembuatan tersebut haruslah dengan maksull mmr@langgar hak paten
dan menghilangkan hak-hak dari pemilik yang salagablawful rewardsdari
invensinya.

Beliau menyatakan bahwa dengan berdasarkan paddapsmn yang sama
apakah penujualan terhadap invensi yang dipateméesebut melanggar atau
tidak. “It must be a tortious sale, not for the purpose etyef depriving the
owner of the materials, but of the use and beoéfiis paterit’®®

Penjualan terhadap mesin yang dilakukan oleh Shedék memenuhi
standar untuk menyatakan bahwa kegiatan tersefalataduatu pelanggaraf.
Komentar dari Hakim Story menunjukkan bahwa pengkao terhadap
pelanggaran ada ketika hak-hak dari Pemegang Bd&ndirugikan. Salah satu
faktor utama dalam menentukan apakah Hak-hak @amelgang Paten dilanggar
atau tidak adalah apakah dugaan pelanggaran térbebasal dari keuntungan
(profit) dari invensi yang dipatenkan tersebut.

Bagaimanapun, Kongres telah mengambil teori hulebthllanjut dan telah
mengkodifikasikannya dengan porsi yang cukup seingptiadap pengecualian
experimental use,yang memperbolehkan penggunaan dari invensi yang
dipatenkan, meskipun penggunaan tersebut mempunyaksud mencari

keuntungan di masa depawith an eye to future projit®®

263 | pid.
264 pid.

26535 U.S.C. art 271 (e)(1) (2001)
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3. Byram v. Bullard®®
Pada tahun 1890 Professor Robinsin, daldma Law of Patents for Useful
Invention$®’, menempatkan pembelaan pada pijakan yang telatberenk dasar
keputusan Amerika Serikat pada subjek sejak:

“... where [the invention] is made or used as an drpant, whether for

gratification of scientific tastes, or for curiogjtor for amusement, the
interests of the patentee are not antagonized,stile effect being of an
intellectual character in the promotion of the eoy@r's knowledge or the
relaxation afforded to his mind. But if the producif the experiment are
sold, or used for the convenience of the experienent if the experiments
are conducted with a view to the adaptation of theention to the

experimenter’s business, the acts of making orsefare violations of the
rights of the inventor and infringements of hisquas.”?®®

4. Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Ca?ih

Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah rgmavaktu sebuah
perusahaan farmasi yang memiliki paten terhadaprbaktif sebagai bahan dasar
dalam suatu obat dapat mempunyai akses eksklughdirican Marketuntuk
obat tersebut. Penggugat-Pembanding, yakni RocloeluBts, Inc. (Roche),
sebuah perusahaan riset yang Dberorientasi bessamdalunia farmasi,
menginginkan Pengadilan Distrik AS untuk melarargaB Pharmaceutical Co,
Inc. (Bolar), yakni produsen obat generik, dan naenigil (selama masa patent
granted) langkah-langkah hukum dan peraturan yapgridkan untuk pasar,
setelah masa paten tersebut berakhttrug equivalent to a patented brand name

6 4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2, )262
https://www.eff.org/sites/default/files/filenode/Méd v_Integra/merck_v_integra_amicus.pdf
diakses pada tanggal 21 September 2011 pukul 21.21

%67 3 Robinson, #898, 55-56 (189@)hat: Trevor Cook dan Bird & Bird, “A European
Perspective as to the Extent to which Experimeds®d, and Certain Other, Defences to Patent
Infringement, apply to Differing Types of Researc® Report for the Intellectual Property
Institute,March, 2006, hal. 7

2%8 |pidl.
59 Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Cng, 733 F. 2d 858, 221 U.S.P.Q.

937 (1984) http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-irbolar-pharmaceutical-co-inc
diakses pada tanggal 22 September 2011 pukul 23.23
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drug. Roche berpendapat bahwa penggunaan obat yartgrkpa untuk tes pra-
pemasaran secara federal merupakan penggunaamgdaugggar hukum paten.
Title 35 U.S.C. Section 271(amenggabungkan ketidaksambungan bahasa
dalam undang-undang mengenai patent grant yang eréab Pemegang Paten
untuk mengecualikan pihak lain dari membuat, menglgan, atau menjual
invensi yang dipatenkan. Keberadaan 35 U.S.C SeB4. 1Kongres

menyatakannya dalam bagian 271 (a), yaitu :

“[W]hoever without authority makes, uses or sellsygatented invention, within
the United States during the term of the patentfioee, infringes the patent.”

Siapapun yang tanpa izin membuat, menggunakan ratmjual invensi
yang dipatenkan, di Amerika Serikat, selama jangkéktu paten, merupakan
pelanggaran terhadap paten. Karena Kongres tidekapemendefinisikan kata
‘usé, pengertiannya telah menjadi persoalan fiaticial interpretation

Maksud Bolar terhadagxperimental usai adalah digunakan semata-mata
untuk kepentingan bisnis dan bukan untuk hiburamulu memuaskan rasa
keingintahuan, ataufdr strictly philosophical inquiry Keinginan Bolar untuk
menggunakafrlurazepam HChdalah untuk memperoleh keperluan data uji yang
merupakan pelanggaran paten ‘053. Keputusan pdagadistrik menyatakan
bahwa paten ‘053 tidak dilanggar. Kasus ini diskaahdengan instruksi untuk
membuat artificial obat yang tepat. Masing-masingak dalam perkara ini

menanggung biaya sendiri.

5. Embrex, Inc. v. Service Engineering Coban Edward G. Bpunds, J®
Embrex merupakan penerima lisensi eksklusif dariate® ‘063 dari
Pemerintah Amerika Serikat. Seorang ilmuwan daripdd®men Pertanian
Amerika Serikat mengembangkan teknologi yang digate. Klaim terhadap

270216 F. 3d 1343, 1349; 55 USPQ 2d 1161, 1163 (Fed@0), but vacating the
award of infringement damages, remanding for thtemeination of a reasonable royalty, but
affirming the finding of wilfulness and an awardaiforney fees. For a comment on the decision
seeWalters (2001) - “De Minimis Use ariekperimental us&xceptions to Patent Infringement: A
Comment on the Embrex Concurrence”
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Paten ‘630 merupakan metode untuk merepresentasidamah kemajuan atas
metode penemuan mesin injeksi ovo sebelumnya yang diinokulasi beberapa
hari setelah menetas. Paten ‘630 berisi 13 klaBndidntaranya ditemukan telah
dilanggar olelService Engineering Corp

Dalam mencapai putusan atas pelanggaran patenbuéersguri telah
menyimpulkan bahwéervice Engineering Corpelah melakukan pelanggaran
dengan menawarkan untuk menjual mesin yang metade@ynggunakan metode
pada Paten ‘630. Pengadilan distrik menentukanalsarian catatan sebelumnya
bahwa SEC melakukan tes yang secara tegas bertujiak komersial. Tujuan
utama komersial SEC adalah untuk menunjukkan kepadEnggan kegunaan
dari metode yang dilakukan oleh mesin injeksbva Hanya karena SEC gagal
dalam menjual mesinnya, tidak memberikan kekebaddanggaran terhadap SEC
dari tindakan pelanggaran.

Pengadilan tingjat banding menegaskan penolakars &@putusan
pengadilan distrik, dinyatakan bahwe&SEC essentially asserts an affirmative
defense, combining a plea based on the amount amtgm of infringing activity
(de minimis) with a plea based on the characteimtent of the infringing activity
(experimental usé) Sejak awal, pengadilan tidak menolerir bahwaapgbaran
sekecil apapunde minimis infringemehtadalah pelanggaran yang diterima dan
tidak melanggar sama sekali. Undang-undang mergatsdcara langsung bahwa
penggunaan tidak sah dari invensi yang dipatenkiiah suatu pelanggaran.
Dengan demikian, undang-undang tidak meninggalkeluapg untuk alasan
pelanggaran karena hanya melanggar sedikit.

Di samping alasanexperimental use baik undang-undang maupun
Preseden Mahkamah Agung atas alasan pelanggatakuk#in dengan tujuan
atau maksud tertentu, seperti unsdientific experimentatioatauidle curiosity
Sebaliknya Mahkamah Agung dan pengadilan baru-bmarmenegaskan bahwa

‘intent’ tidaklah mempunyai hubungan dengan pelanga’’*

"1 Lihat Warner-Jenkinson Co., v. Hilton Davis Chem. C&20 U.S. 17, 34 (1997)
("Application of the doctrine of equivalents, themef, is akin to determining literal infringement,
and neither requires proof of intefjt Hilton Davis Chem. Co. v. Warner-Jenkinson 64a.F.3d
1512, 1519, 35 USPQ2d 1641, 1646 (Fed. Cir. 1998)fnt is not an element of infringement."),
rev'd on other ground$20 U.S. 17 (1997).
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6. John MJ Madey v. Duke Universify

Dr. John MJ Madey (Madey) pembanding dari keputysanmgadilan Distrik
Amerika Serikat untuk Distrik North Carolina. Mademenggugat Duke
University (Duke) dengan membawa klaim pelangganpaten. Madey
berpendapat bahwa pembelaaexperimental use diaplikaskan terhadap
penggunaan yang dilakukan oleh Duke terhadap takeologi yang dipatenkan
oleh Madey. Pengadilan Distrik mengakui bahwa damasistemcommon law
terdapat suatu pengecualian terhadap pertanggualggw pelanggaran paten
dalam pelaksanaannya, dalam kata-kata pengadilstnikDdinyatakan “semata-
mata untuk penelitian, akademik atau tujian peraab&olely for research,
academic or experimental purposés).

Dari berbagai putusan pengadilan yang ada separtbrex v. SEC,
pembelaarexperimental usé&u dapat diterapkan apabila ada tujuan non-profit
Pada kasus Embrex, pengadilan mencatat bahwa lilals menafsirkan aturan
experimental usedtu dengan sangat luas untuk memungkinkan pelaagga
hukum paten sebagai kedok penelitian ilmiah. Ketenyelidikan telah pasti,
dapat diketahui, dan substansinya untuk tujuan ksiale(nquiry has definite,
cognizable, and not insubstanstial commercial psggo Madey cukup harus
menetapkan bahwa penggunaan paten yang dilakukhrDalke telah pasti, dapat
diketahui, dan tidak substansial dengan tujuan ksiaé”>

Madey berpendapat bahwa Duke dalam bisnismfataining grants and
developing possible commercial applications for theits of its academic
research’ Pengadilan Distrik menolak argumen Madey tersellgngan
mengandalkan pernyataan dalam pembukaan KebijakaenPDuke yang
menyatakan bahwa Duke merupakatedicated to teaching, research, and the
expansion of knowledge...and does not undertakearels or development work

principally for the purpose of developing patentslacommercial applicatioris

272 Madey v. Duke University 307 F. 3d 1351; 64 USP®Q 1737 (Fed. Cir 2002) cert
denied 539 US 958 (2008jtp://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-dukeiversity diakses
pada tanggal 17 September 2011

23 Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F28| 863 (Fed.Cir.1984), cert. denied,
469 U.S. 856, 105 S.Ct. 183, 83 L.Ed.2d 117 (1984p://openjurist.org/733/f2d/858/roche-
products-inc-v-bolar-pharmaceutical-co-itiakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24
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Pengadilan Distrik beralasan bahwa pernyataan-paag tersebut membantah
setiap anggapan bahwa Duke mengembangkan teknaleggan tujuan
komersial.

Kemudian pada tingkat banding, Madey menegaskankiggalahan utama
terkait dengarexperimental usePertama, Madey menyatakan bahwa pengadilan
distrik telah menggeser beban kepada Madey untuknbuktikan bahwa
penggunaan yang Duke lakukan bukanlah experimeltahg kedua, Madey
berpendapat bahwa Pengadilan Distrik dalam menaragkperimental use
terlalu luas dari versi sempit yang biasa digunas@ipagai pembelaan dan tidak
konsisten dengan preseden yang ada. Ketiga, Madeyyatakan bukti
pendukung yang diandalkan oleh pengadilan disklkagai sesuatu yang terlalu
umum dan tidak menunjukkan proposisi tertentu yasigutuhkan oleh
experimental usedan ia lebih lanjut lagi berpendapat bahwa tidd& dukungan
dalam catatan pengadilan sebelumnya untuk memukeykipengadilan untuk
menerapkan pembelaarperimental usdengan sangat sempit untuk kepentingan
operasi yang sedang berlangsung di laboratorium Bike.

Pengadilan tingkat banding setuju dengan Madey gatiga poin tersebut.
Preseden yang ada, terus mengakui secara yuddsh tmembuat adanya

pembelaaexperimental usenamun dalam bentuk yang sangat terbatas.

7. Integra v. Merck KGa#*

Perusahaan Integra memiliki beberapa paten AmeSBlesikat secara
langsung terhadap peptida yang berisi RGD yang arehghg asam amino (RGD
mengacu pada asam amino dengan urutan arginine-giam aspartaf)’
Integra dalam hal ini tidak berhasil mengkomersedi paten tersebut. Tergugat,
Merck KGaA, sebuah perusahaan Jerman, pada tah88 dfulai mendanai
penelitian yang dipimpin oleh dr. David ChereshSdripps Research Institute,

274 421 F. 3d 1289 No. 02-1052 http://openjurist.0P4/43d/1289/integra-lifesciences-
Itd-v-merck-adiakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

25 Janice M. Mueller, “The Evanesceftperimental us&xemption From United Patent
Infringement Liability: Implications for Universitand Nonprofit Research and Development”,
Baylor Law ReviewVol 56:3, 2004, hal. 948
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sebuah lembaga nirlaba, perusahaan publik yaretakrtli Californis’® Dengan
menyaring dan mengevaluasi RGD peptide, Chereshtidamya menemukan
kegunaan baru dalam peptide yang berpotensi mekaberanfaat kesehatan
pada masyarakat publik. Pada tahun 1998, Scrippsgangan aplikasi
administrasi terhadap RGD peptida kepada Food and Bdministratiorf’’

Setelah mempelajari kolaborasi dari Merck-Scripptegra pada tahun 1996
menggugat Merch, Scripps, dan Cheresh atas pelemggaten. Jika memang
paten itu valid dan dilanggar, Merck berpendapekepaan yang dipimpin oleh
Cheresh di Scripps itu dibebaskan dengan alasatmimeperimental usealam
sistemcommon lawatau peraturan yang merupakan sebuah ‘pelabuhag ya
aman’ dalam 35 U.S.C. § 271(e)(1).

Juri menemukan bahwa paten tersebut tidak validnd@langgar, sehingga
Integra diberikan US $15 juta sebagai kerugidn.

Dissenting opiniordari Hakim Newman menyatakan bahwa mayoritas telah
mengabaikan pembelaarperimental usdalamcommon lawyang diajukan oleh
Merck. la berpendapat bahwa penelitian dasar yaladcutkan Scripps adalah
termasuk pengecualian dalam sissmmon law? "

Berdasarkan penafsiran yang tepat dari pengectiashadap kegiatan
penelitian, Hakim Newman mendesak balsubjet matter of patentelalu dapat
dipelajari tanpa adanya pertanggungjawaban atadakesm. Studi tersebut selalu
diperbolehkan jika dibuat untuk memahami invensngyadipatenkan, untuk

memperbaikinya, untuk menemukan kegunaan baruk utitoodifikasi*® Hanya

2% Integra Lifesciences |, Ltd. v. Merck KGaA, No.-@%/-1307, 1998 U.S. Dist. LEXIS
23215, at *2-3 (S.D. Cal. Dec. 22, 1998p://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesuies-
Itd-v-merck-adiakses pada tanggal 29 September 2011 pukul 22.22

277331 F.3d at 873 (Newman, J., dissentiigjer Cheresh identified the inhibitory effect
on blood vessels of Merck-provided peptide EMD 862Merck increased funding to study and
synthesize various structures and compositiong/cficcRGD peptides at 874 (explaining that in
1997, Scripps/Merck selected peptide EMD 121974#edvative of EMD 66203, as the best
candidate for clinical trials).

*®bid., hal. 869
219bid., hal. 874 (Newman, J., dissenting).

280hid., hal. 875
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ketika studi dari invensi tersebut melewati bataari dpenelitian untuk
pengembangan yang merupakan ruang lingkup Hak &skilari Pemegang
Paten, barulah pengecualian tersebut berlaku.

Meskipun Hakim Newman menawarkan perbedaan antanzlifan dan
pengembangan sebagai titik pembagi yang diusulkdara pengecualian dan
pelanggaran terhadap penggunaan paten, la menaiak onenawarkan tes yang
spesifik untuk membedakan dua jenis kegiatan tatseBebaliknya, Hakim
Newman mengamati hal berikut:

“[A] generally recognized distinction between ‘reseh’ and
‘development’, as a matter of scale, creativitysaerce allocation, and
often the level of scientific/engineering skill deé for the project; this
distinction may serve as a useful divider, applleab most situations. Like
“fair use” in copyright law, the great variety of gssible facts may
occasionally raise dispute as to particular caselewever, also like fair
use, in most cases it will be clear whether thert®n applies.?®!

Hakim Newman menolak argumen mayoritas mengeasearch tools
setidaknya seperti yang diterapkan dalam pekeri@aeresh dengan RGD
peptida, la berpendapat bahw]lfe RGD-containing peptides of the Integra
patents are not a ‘tool’ used in research, but dimpew compositions having
certain biological properties®? Terhadap evaluasi pada RGD peptida oleh
Cheresh dinyatakan bahwa produk itu tidak digunak@ipagai alat penelitian.
Untuk menggambarkan hal itu, Hakim Newman menyatakahwa hal ini
berbeda kontras dengan kasus laser Madey. Dalanapgan kasus ini, Madey
“concerned the use of a patented laser device ®mptirpose for which it was
made, not research into understanding or improving design or operation of

the maching?®®

**!bid., 876
%2 Integra, 331 F.3d hal. 878 (Newman, J.,  dissejting
http://openjurist.org/421/f3d/1289/integra-lifesudes-Itd-v-merck-a diakses pada tanggal 29
September 2011 pukul 22.22

% |pid.
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8. Eli Lilly & Co. v. Medtronic, In¢®

Eli Lilly and Companymenggugat Medtronic atas pelanggaran terhadap
klaim 1-6 atas patennya yang didaftarkan di Amer8erikat. Lily menduga
bahwa bagiardevelopmentan marketingdari Medtronic terhadagdefibrillator
cardioverter implantdan elektroda kateter, telah melanggar hak patég L
terhadap cakupan perangkat medis tersebut. Medtromnegaskan bahwa
berdasarkan 35 U.S.C. bagian 271(e)(1), hal tetdeikanlah pelangaraf®

Pengadilan menolak mosi Medtronic dan memutuskanwaabagian
271(e)(1) tidak berlaku untuk peralatan medis, dalarang Medtronic untuk
menyajikan bukti di pengadilan berdasarkan pembetisi pasal 271(e)(£°
Pada tingkat banding, timbul pertanyaan apakah |p&3d(e)(1) adalah
pengecualian yang sebatas untuk obat-obatan sajgafilan Distrik menyatakan
bahwa hal tersebut berlaku umum untuk semua inyamg dipatenkan, termasuk
perangkat medis. Pengadilan distrik dan Lilly mealkan bahwa batas
pengecualian terhadap invensi yang dipatenkan hterseerlaku hanya untuk
obat-obatan yang dipatenkan, hal ini sebagai peasbatdari undang-undang
yang sangat luas. Sementara, Medtronic menyatadanadpengecualian tersebut
meluas ke semua jenis invensi yang dipatenkan.l R&4ée)(1) memungkinkan
suatu pihak untuk membuat, menggunakan, atau nlejgone invensi yang
dipatenkan jika hanya untuk penggunaan yang dibatasg dinyatakan di
dalamnya.

Sesaat sebelum Pasal 271(e)(1) diberlakukan, pegagachenunjukkan
apakah yang dimaksud penggunaan yang melanggaadaekdn 35 USC bagian
271(a) yang menyatakatExcept as otherwise provided in this title, whaeve
without authority makes, uses or sells any pateimedntion, within the United
States during the term of the patent therefor,imgfes the paterit.Pengadilan
menyatakan dalam memutus perkara ini, menanggasi rdari Medtronic

%84 10 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1304 (Fed. Cir. 1989), afftil0 S. Ct. 2683 (1990)
http://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-cgrany-v-medtronic-incdiakses pada tanggal 30
September 2011 pukul 23.02

85 |bid., 5 USPQ2d 1760

288 hid. hal. 1762
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mengenai pasal 271(e)(1) sebagai pembelaan, bghwg menjadi masalah
dalam fakta material yang ada adalah apakah pemagguryang dilakukan
Medtronic terhadap perangkat tersebut adakailely for purposes reasonably
related to submission of informatiokepadaUnited States Food and Drugs
Administration(FDA).?%’

3.3.2 Inggris
A. Pengaturan dalam UK Patents Act 1977
Dalam pasal 60 (5) memberikan ketentuan mengenagguelalian
terhadap pelanggaran paten. Dinyatakan bahwa:

“(5) An act which, apart from this subsection, wdutonstitute an
infringement of a patent for an invention shall dotso if —

(a) it is done privately and purposes which are4tommercial

(b) it is done for experimental purposes relatioglie subject matter of
the invention.?®®

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Expetiahen
Use
Dalam kasusMonsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and Andtfier

Pengadilan Banding Inggris menyatakan bahwa:

“...the word “experiment” is an ordinary word in thEnglish language
and has never been a term of art in U.K. patent.lawlhe distinction
between the wording of sub-head (a) and the wordingub-head (b) in
section 60(5Y° indicates that experimental purposes in sub-head (
may yet have a commercial end in view, as do &l dlctivities of
companies such as the parties to this displte

27 Eli Lilly & Co., 5 USPQ2d at 1761 n. I6ttp://openjurist.org/872/f2d/402/eli-lilly-and-
company-v-medtronic-indiakses pada tanggal 30 September 2011 pukul 23.02

%8 Cook dan Bird & Bird, “A European Perspective as the Extent to which
Experimental Use, and Certain Other, Defences terPdnfringement, apply to Differing Types
of Research”, hal. 26

28911985] RPC 515 Court of Appeal (UKlihat: Patrick Van Eecke, dkRylonitoring
and Analysis of Technologigal. 141

290 Equivalent to Article31(a) and (bpf the Community Patent Conventib®75
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Percobaan dilakukan dalam rangka untuk menemularageyang tidak
diketahui, atau untuk menguji hipotesis atau bahkitam rangka untuk
mengetahui apakah ada sesuatu yang dikenal unkekjaelalam kondisi khusus,
misalnya tanah atau cuaca, akan bekerja dalam sogdhg cukup berbeda,
dalam penilaian Hakim, dianggap sebagai percobBatapi, uji coba dilakukan
untuk menunjukkan kepada pihak ketiga bahwa sebpuadiuk itu bekerja, atau
dalam rangka untuk mengumpulkan informasi untuk oeskan pihak ketiga
apakah produk itu bekerja seperti yang klaim makandatau tidak atau menurut
penilaian Hakim, agar dapat dianggap sebagai tendalang dilakukan untuk
tujuan eksperimental. Oleh karena itu, konstrulesi doktrinexperimental usdi
Inggris termasuk dapat dilihat jika terdapat unsoimersial dan yang dilakukan
untuk menemukan sesuatu yang tidak diketahui, untekguji hipoteses atau
untuk mengetahui apakah ada sesuatu hal yang aela@gm kondisi tertentii?

Pada kasuAuchinloss v. Agricultural and Veterinary Suppliesited®®®
Pengadilan menegaskan kembali uji inti untuk bgrekmenn. Interpretasi yang
terjadi dalam kasus ini adalah dengan istilsiibject matter of the invention’
dalam Undang-Undang Paten Inggris. Pemohon bandwegnohon kepada
pengadilan untuk menafsirkannya secara sempit. ##dag menyatakan bahwa
frase itu harus ditafsirkan secara luas denganhaiepaten secara keseluruhan.
Pengadilan menyatakan bahwa hanya karena sampginyanjadi masalah telah
diproduksi untuk alasan peraturan, itu tidak otasnanenghilangkan atau
menjadikannya sebagai ‘pelabuhan yang aman’ yateyvdikan dari doktrin
experimental usePandangan pengadilan nampaknya telah bergeriékdekat ke

pandangan Pengadilan Jerman dalam Clinical Tdials |

291 Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and AnotHi&85] RPC 515 Court of Appeal
(UK) n. 29, hal. 538 Lihat juga Patrick Van Eeck&k, Monitoring and Analysis of Technolagy
hal. 141

292 Obiter Dillon LJ accepted that a limited experimetnt establish whether the
experimenter could manufacture a quality productmotercially in accordance with the
specification of a patent as being covered by thedw “for experimental purposes relating to the
subject matter of the inventioMlonsanto Co. v. Stauffer Chemical Co and Anotfi85] RPC
515 Court of Appeal (UK) n. 29, hal. 538

29311997] RPC 397
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3.3.3 Jerman
A. Pengaturan dalam German Patents Act
Pengaturan mengenai experimental use berdasarkaneAt7 (b) CPC
1989, diatur dalam S 11 No. 2 of tRatentgesetzyang menyatakan bahwghe
rights conferred by a patent shall not extend &ots cone for experimental

purposes relating to the subject-matter of the pie invention.?*

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Expetiahen
Use

Keabsahan secara hukum dari uji klinis pada zat imkérferon gamma
dengan tujuan untuk indikasi lebih lanjut yang mkinglianggap oleh Mahkamah
Agung Jerman di Clinical Trials 4%

Dalam kaitannya dengan arti daexperimerit dan “subject-matter of
the patented inventiSn Mahkamah Agung Jerman menyatakan baH&a
experiment in the sense relevant here is any (@dnprocedure for obtaining
any information, irrespective of the purpose whitle information gained is
intended to serve’..

Istilah ‘subject-matter of the patented inventiolapat dipahami dalam
hal tindakan eksperimental yang berkaitan dengan berarti invensi adalah
ajaran teknis yang diklaim, yang juga termasuk pgengan substansi dari
langkah inventif:*®

Dari Mahkamah Agung menyatakan:

“...the wording of the Act when examined naturallhex indicates that
§ 11 No. 2 of the Patents Act in principle exengit®xperimental acts
as long as they serve to gain information and tlausarry out scientific

294 Joshua D. Sarnoff dan Henrik Holzapfal,Cross-Atlantic Dialog on Experimental
Use and Research TooBg Paul University, August, 2007, hal. 27. VersihBsa Jerman dapat
dilihat di http://www.gesetze-im-internet.de/patg/index.html  Tersedia di
http://works.bepress.com/joshua_sarnoffidkses pada tanggal 1 Januari 2012 pada puk4817.

2% [1997] RPC 623Lihat Patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of
Technologyhal. 142

29%11997] RPC 623 hal. 638
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research into the subject-matter of the inventiociuding its use. There
are the included, for example, utilization acts fire experimental
purposes undertaken with the subject-matter ofitkiention in order to
discover the effects of a substance or possible nses hitherto
unknown. Since the provision makes no limit, eithenlitative or
guantitative, on the experimental acts, it cannatter whether the
experiments area used only to check the statemeade in the patent or
else to obtain further research result, and whetiery are employed for
wider purposes, such as commercial intere$té.”

Dalam kasus Monsanto, Mahkamah Agung menyatakan:

“The wording of § 11 No. 2 of the Patents Act aneé teasons given for
the law are accordingly in favor of the assumptibat clinical trials are
exempted even when — as in this suit - the patesubstance is used
with the aim of finding whether and, where apprep| with that
administration form ad dosage interferon-gamma [geato cure or
alleviate human diseases, in principle irrespect¥@hether, beyond the
character of pure research, economic interests aiso in the
background, which can anyway be ruled out only IsareThe
“Touchdown” judgment [Monsanto]... should also be aratood in this
sense....

It is before appropriate to exempt clinical trigdéd investigations with
active substances on humans as experimental actsding to 8 11 No.
2 of the Patents Act as long as these experimestsligectly aimed at
obtaining information.#®

Dalam uji klinis 1F°°, Mahkamah Agung Jerman kembali mengunjungi
masalah doktrirexperimental usdalam konteks uji klinis dengapecimeryang
berisi rekombinanErythropoietinmanusia dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil
tes hewan dan untuk menyediakan data yang diperlukéuk persetujuan dari
peraturan. Mengenai aktivitas komersial dan objefkefitian, Mahkamah Agung
Jerman mencatat bahwa:

“According to this, the commercial orientation doed from the outset
turn the experimental activity into an impermissilplatent infringement.
Something else will then have to determine whennb longer a matter

297 |pid., hal. 639

29%11997] RPC 623, hal. 642-643hat Patrick Van Eecke, dkivlonitoring and Analysis
of Technology

299pid., hal. 423
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of further elucidation of the conditions, effecipplicability, and
reducibility of the object of the invention, but ofarification of
commercial facts such as the needs of the markegp@ance of prices,
and possibilities of distribution. However, suchcase is not given
here.”3°

Mahkamah Agung Jerman kemudian menyatakan:

“Therefore the wording of section 11 No. 2 of thetdht Act, the basis of
the law, as well as the meaning and purpose ofigedtl No. 2 of the
Patent Act speaks for the fact that clinical resdarn which the
digestibility and effective of a pharmaceutical toned in a protected
active agent are tested in human beings is exempted in the event
that these tests were undertaken with the purpdsebtaining data
necessary for the obtainment of legal pharmacel#oshorization. This
does not in any way mean that research activitieany and every sort
are exempted. Should the research have no relabatsoever to
technological theory or should the experiments bdeutaken in such
proportions as to no longer allow for justificatian research grounds,
then the activities are not considered to be pesibis research activities
within the meaning of section 11 No. 2 of the Paten. The same would
be considered to be case if experiments are cawigdwith the purpose
of persistently disturbing or hindering the invergodistribution of his
product. In such cases the research does not se#r@epurpose of
technological progress, rather it serves as a medios the
accomplishment of the competitive purpos&s.”

Mahkamah Agung telah menerima tahap | dan tahaypi ke dalam
pengecualianexperimental useJadi, di Jerman, pengadilan telah mengambil
pandangan liberal tentang pengecuakagperimental uselan telah diterapkan
untuk uji klinis dengan tujuan indikasi baru dannmgau kembali peraturan. Hal
ini dapat dikatakan suatu penafsiran yang lebils Idari experimental useli
Inggris dan tetap harus dilihat, apakah pada kganog tepat, pengadilan Inggris
akan mengadopsi pendekatan liberal yang sama npueskni tidak mungkin
timbul dalam situasi yang sama seperti sekararfgyddnggris dan Jerman telah

menerapkan peninjauan kembali terhadap regebgsérimental useersebut>’?

300 |hid., hal. 433-434

%01 [1998] RPC 436Lihat Patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of
Technology

32 COOK analyses the German and UK case law and suipesathe positions together
and not necessarily as conflicting: Lihat Coplp. 17-37
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Namun, pendekatan yang diambil oleh Pengadilanriagipn Jerman ditandai
dengan memperhatikan asal-usul mereka dalam keterikonvensi Komunitas
Paten dan untuk mengecualikan keputusan pengecuedf@erimental usegang

sebelumnya sebagai bahan pertimbarigan.

3.3.4 Perancis
A. Pengaturan dalafrench Patent ActFPA)
Dalam Article L.613-5 menyatakan bahwa ruang lingkaaten tidak
mencakup, acts performed on an experimental basis and whalate to the
object of the patented inventiti*

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Expetiahen
Use

Dalam kasusWellcome Foundation v. Parcxel Internation & Flafi2l
Pengadilan Perancis dianggap mempertimbangkan pealgganexperimental use
dan berpendapat bahwa tes yang dilakukan dengasntujintuk menemukan cara
yang berbeda untuk mengelola produk yang dipateokam Penggugat, ditutupi
oleh adanya pengecualian tersebut. Penggunaaimuersgak digunakan secara
komersial yang tidak dapat dilakukan hingga adapgesetujuan dari adanya
peraturan°®

Pengadilan melakukan pandangan yang luas dan nadayatbahwa
ketentuan tes tidak pergi lebih jauh dari sifaterkpental (dari pengecualian),
mereka tidak dapat dikatakan melakukan pelanggabatam hal ini, seperti
Mahkamah Agung Jerman nyatakanQlinical Trials I, tidak peduli bahwa tes

mungkin memiliki sifat komersial atamarketing benefitsketika hal tersebut

33 |In the UK, reading Section 60 Patent Act 1977 (UK)accordance with the
Community Patent Convention is mandated by Se&86n(7) Patent Act977 (UK)

%04 Lihat http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf 39.pdiakses pada tanggal 1
Januari 2012 pukul 18.08

395 Cour d’Appel, Paris Arres?7 January 1999

3% patrick Van Eecke, dkivonitoring and Analysis hal. 159
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sudah berhasil diselesaikan. Pasal L.613-5, paaab yelevan dariFrench
Intellectual Property Codeyang menyatakan bahwa lingkup paten tidak
mencakup ‘tindakan yang dilakukan dengan basis rerpatal dan yang
berhubungan dengan objek dari invensi yang dipaignk

Pengadilan menyatakan bahwa dalam melakukan uiskltidak dengan
sendirinya merupakan suatu tindakan pelanggaran dipat diberlakukan
pengecualian yang diberikan oleh Pasal L.613-5g&ditan menyatakan :

“The purpose of the clinical trials was to compagéferent methods of
administration of Aciclovir and to find out the m@slvantageous dosage
scheme.”

la berpendapat bahwa uji coba:

“did not by their nature (whatever the clinical &ats were intended for,
notably future marketing) exceed the experimertatacter and appear as
a prerequisite necessary for the obtainment of aketang authorization,
which did not by itself amount to infringement.”

Pengadilan banding Paris dalam kafmrienti v. Peugedt’, baru-baru ini
mengungkapkan pendekatan yang lebih ketat dengaregang bahwa studi dari
jenis baru dalam sistem transportasi tidak termasiagkam pengecualian
experimental useterutama karena penelitian atau studi tersedah tmenjadi
subjek yang terlalu disoroti publik, sehingga tiagkpengecualian di Perancis

tetap menjadi bahan perdebat&h.

3.3.5 Belanda
A. Pengaturan dalam Patent Act 1995
Terdapat pengecualian yang diatur dalam articlé3)53¢ada bagian
pertama dari Patent Act 1995The exclusive right shall not extend to acts,

exclusively done for wxperimental puposes relatmghe subject matter of the

397 Cour D’AppelParis 4e CH. A. July 3 2002

398 patrick Van Eecke, dkivlonitoring and Analysis of Technolagal. 160
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patented invention, including the product obtaimiectly as a result of applying
the patented process®

B. Kasus-kasus yang Berkaitan dengan Doktrin Expetiahen
Use

Derzkc®melaporkan terdapat empat kasus di Belanda yanggneakan
doktrin experimental use

Pada kasu$hariba and Medicopharma v. ICPengadilan menyatakan
bahwa eksperimen dilakukan untuk menentukan apgleatemuan ini dapat
bekerja atau untuk pengembangan lebih lanjut damemuan ini, dalam hal ini
diperbolehkan. Ini mungkin termasuk eksperimen yalajam perjalanannya
menuju kepentingan bisnis

Pada kasug\pplied Research Sys. ARS Holding NV v. Organin BY,
Pengadilan banding Den Haag berpendapat bahwa linjs kyang luas dan
terorganisir dalam sepuluh negara-negara Erop& tidéuk mencari tahu lebih
lanjut tentang penemuan ini, tetapi bertujuan unéndaftarkan produk, dan
pengecualian tidak berlaku dalam hal ini. NamunlamaKirin-Amgen v.
Boehringer Mannheim GmbH & Boehringer Mannheim, BYi coba dari
Erythropoiteinkarena bertujuan untuk meneliti adanya indikasigyiebih lanjut.

Pada kasusSmithKline Laboratories Ltd v. Generics VBengadilan
menyatakan bahwa penyerahan obat yang dipatenkirk yoersetujuan dari
peraturan tidak selalu dapat dikecualikan.

Tampaknya, dari kasus-kasus ini, ruang lingkup peuglianexperimental
use di Belanda tidak begitu luas seperti di Jerman damgkin lebih mirip

dengan posisi di Inggrit?

39 |ihat http://www.vossiusandpartner.com/pdf/pdf 39.pdiakses pada tanggal 1
Januari 2012 pukul 18.11

310 DERZKO, A Local and Comparative Analysis of tEeperimental us&xception — Is
Harmonization Appropriate? 44 IDEA 1 2003-2004,. 168l

311 patrick Van Eecke, dkilonitoring and Analysis hal. 160
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3.4 KEBERADAAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM
INTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Pada tingkat internasional, pengecualian terhadd&pphten tidak secara
tegas diizinkan di bawalWWorld Trade Organization’'s (WTO) Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rigfthe TRIPS Agreement)
Yang diizinkan hanya jika memenuhi persyaratan [T RIPS3

3.4.1 Uni Eropa
Selain Biotechnology Directiv?, Uni Eropa belum mengatur area atau
cakupan dari paten atau pengecualexperimental useNamun, ada alasan
historis dan hukum mengapa ada beberapa derajatakgenan dalam Undang-

Undang Negara Anggota mengenai dokéxperimental usg"

3.4.2 Community Patent Convention
Sementara dalamCommunity Patent Conventiontidak mengakui
pengecualian tertentu yang telah diadopsi, meskilak secara universal oleh
Negara-negara anggota. Pasal Gammunity Patent Conventiotahun 1975,
menyatakat®

“The rights conferred by a Community patent shail extend to:
- Acts done privately and for non-commercial purposes
- Acts done for experimental purposes relating toghieject-matter
of the patented invention;
- the extemporaneous preparation for individual casea pharmacy of a
medicine in accordance with a medical prescriptiamn acts concerning
the medicine so prepared

¥21bid., hal. 161
33 UNCTAD-ICTSD 2005, pp. 430-31

%14 Directive 98/44/EC of the European Parliament aridh@ Council of 6 July 1998 on
the legal Protection of Biotechnological inventions

315 patrick Van Eecke, dkilonitoring and Analysishal. 147

318 Article 27 dari Community Patent Conventidt®79 atauArticle 31 of CPC 1975
Limitation on the Effects of the Community Patent
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- the use on board vessels of the countries of therlJof Paris for the
Protection of Industrial Property, other than the@racting States, of
the patented invention, in the body of the vegséhe machinery, tackle,
gear and other accessories, when such vessels tanipo or
accidentally enter the waters of Contracting Statg®vided that the
invention is used there exclusivelay for the neddke vessel;

- the use of the patented invention in the conswocbr operation of
aircraft or land vehicles of countries of the Uniaf Paris for the
Protection of Industrial Property, other than ther@racting States, or of
accessories to such aircraft or land vehicles, wttesse temporarily or
accidentally enter the territory of Contracting &tsa

- the acts specified in Article 27 of the Conventioninternational Civil
Aviation of 7 December 1944, where these acts cortbe aircraft of a
State, other than the Contracting States, bengfitiom the provisions of
that Article”

3.4.3 TRIPs Agreement

TRIPs sendiri tidak secara eksplisit menangani fahsadoktrin
experimental useHal ini umumnya diterima bahwa setiap pengecnoatia harus
masuk dalam ketentuan Article 30, yang memungkinkagara-negara anggota
untuk menyeimbangkan kepentingan Pemegang Hak Ratedap pihak ketiga,
bersama-sama dengan Article 7 dan 8, baik yang anend penelitian dibidang
kesehatar®’

TRIPs mengakui, di bagian |, bahwa Hak kekayaarléitual harus
berkontribusi bagi promosi inovasi teknologi dantukntransfer teknolgi dan
diseminasi teknologi, untuk keuntungan bersama egohas dan pengguna
pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondoagi sosial dan
kesejahteraan ekonomi. Dan keseimbangan hak daajikew®'® Selanjutnya,
Negara-negara anggota dapat mengadopsi langkah dgeglukan untuk
melindungi kesehatan masyarakat dan gizi, dan unto&mpromosikan
kepentingan publik di sektor-sektor yang vital bagsio-ekonomi dan teknologi
pengembangan, dengan ketentuan bahwa tindakarbuerg&ensisten dengan
ketentuan perjanjiaft’

%17 McGill Health Law Institute, The Research for Eroeental use Exceotion: A
Comparative Analysis.McGill Centre fo Intellectual Property Policyhal. 39

%18 Article 7 Agreement on Trade Related Aspects of Intelledtuaperty Rights 15
April 1994, 33 |1 L.M 1197
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Keabsahan dari pengecualidBolar-type telah dipertimbangkan dalam
konteks TRIPs dan hal ini sama dengannya dengabs&kan dari doktrin
experimental usgiang berlaku dalam paten, tunduk pula pada ketenftRIPs

Agreement. Pasal 30 TRIPs Agreement menyatakan:

“Members may provide limited exceptions to the sxaturights conferred
by a patent, provided that such exceptions do natasonably conflict with
the normal exploitation of the patent and do nateasonably prejudice the
legitimate interests of the patent owner, takingcamt of legitimate
interests of third parties.

Di Kanada — Perlindungan Paten pada produk faffilagPanel WTO
menyatakan bahwa peraturan di Kanada meninjau Kepdrabelaan (ketentuan

321 adalah kompatibel dengan TRIPS, tetapi tidak urkegiatan

Bolar-typg
memproduksi dan penimbunan bardffg.

Panel berpendapat apakah analisis dari hak pataeg déerikan oleh
Article 28 TRIPs telah dibatasis to be measured by the extent to which the
exclusive rights of the patent owner have beeradett."*?* Pengukuran ini harus
dilakukan berdasarkan interfensi substansif dak Ramegang Paten terhadap
pengecualian.

Pasal 30 TRIPs Agreement menetapkan tiga krit@ipigah yang harus

dipenuhi agar memenuhi syarat untuk dijadikan pemngiéan:

319 pid., Article 8
320p3114 19 December 1997. Decision WT/DS144/R 17cM2000

%21 Section 55.2(1) Patents Act (Canada): “It is not iafringement of a patent for any
person to make, construct, use or sell the pateimeehtion solely for uses reasonably related to
the development and submission of information uadgrlaw of Canada, a province or a country
other than Canada that regulates the manufactupsastruction, use or sale of any product.”

322 gection 55.2(2) Patents Act (Canada): “It is notiafringement of a patent for any
person who makes, constructs, uses or sells a fgatémvention in accordance with subsection (1)
to make, construct or use the invention, during #pplicable period provided for by the
regulations, for the manufacture and storage ofcles intended for sale after the date on which
the term of the patent expires.”

33 Canada — Patent Protection of Pharm. Prods., Coimpleby the European
Communities and their member statééT/DS114/R. WTO 13-14 (March 17, 2000) [Canada-Pa
Protection], hal. 152
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Pengecualian harus dibata&i.Istilah fimited exceptioh harus dibaca
untuk mengkonotasikan pengecualian yang sempitniya&tu-satunya
yang membuat penurunan yang kecil dari hak-haketers?®

Pengecualian tersebut harus masuk akal dan tidaknb@ngan dengan
ekploitasi secara normal dari paféh.Panel menyimpulkan bahwa pada
praktek normal dari eksploitasi yang dilakukan dReEmilik Paten, seperti
halnya dengan pemilik Hak Kekayaan Intelektual igay adalah untuk
mengecualikan semua bentuk persaingan yang dapatassignifikan
mengurangi keuntungan ekonomi yang diantisipasii gemberian
eksklusifitas pasar dengan pemberian pat&f. Panel tidak perlu
mempertimbangkan pengertian dari konflik yang tidalajar atau
unreasonably conflict?®

Pengecualian harus secara tidak wajar merugikaent@Egan yang sah
dari Pemilik Paten, dengan mempertimbangkan kepgei yang sah dari
pihak ketiga®® Panel memutuskan bahwa ‘kepentingan sah’ atau
legitimate interests harus didefiniskan dengan garay sering digunakan
dalam wacana hukum, yakni sebagai klaim normateegymenyerukan
perlindungan atas kepentingan yang ‘dibenarkanlamdaarti bahwa
mereka didukung oleh kebijakan publik yang releas&u norma sosial

lainnya®*°

limited

%24 Keputusan WT/DS144/R 17, Maret 2000 paragraph,7TB@ Exception must be

3% bid., paragraf 7.30 dan 7.44
32 |bid., paragraf 7.20
%27\bid., paragraf 7.54 dan 7.55

328 |pid., paragraf 7.59,The exception must not ‘unreasonably conflict witbrmal

exploitation of the pateh

329 |bid., paragraf 7.20The Exception must not ‘unreasonably prejudice leéugtimate

interests of the patent owner, taking account eflffgitimate interests of third parties

330 |bid., paragraf 7.69
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Terhadap ketiga kriteria tersebut, Panel menyatdda@mva pengecualian
tersebut memang terbatas karena ruang lingkup samgit dari pembatasan Hak
pada Article 28.1 TRIPE! Sempitnya pengecualian sangat jelas pentingnya bag

Panel saat digambarkan sebagai berikut :

“as long as the exception is confined to conduedasel to comply with the
requirements of the regulatory approval process #xtent of the acts
unauthorized by the right holder that are permittadit will be small and
narrowly bounded.*?

Panel juga menemukan bahwa kriteria pengecualieseliat juga tidak
merugikan kepentingan yang wajar atau sah dari likenitaten. Panel
berpendapat bahwa istilalkegjitimate interestsatau ‘kepentingan yang wajar’
harus dipahami dalam arti normatife memenuhi ragastifiable atau
pembenaraft>®

Keabsahan atau ketentuan doktemxperimental useini tidak dibahas
langsung dalam Keputusan Panel WF60.

3.4.4 Negara-negara Anggota Uni Eropa
Kecuali Negara Austria, semua Negara-negara andgjut&ropa mengakui
dan memiliki ketentuan atau peraturan yang mengataldanya doktrin
experimental usedalam hukum paten. Di banyak negara anggota, yrarat
pengecualian ini secara identik dan substansial ihképersamaan atau sejenis

dengan Pasal 31 dafommunity Patent Conventidéahun 1975°°

%31 Canada — Patent Protection of Pharm. Prodsal. 158

332 |bid.

%3 1bid., hal. 161

%34 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and
Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissof a Study Carried Out on Behalf of the

European Commission (DG Researchpl. 149

% Ipid.
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Republik Ceko, Denmark, Perancis, Jerman, Irlandiaxembourg,
Spanyol, Sweden, dan Inggris semuanya mengandutegtiken yang identik
berkaitan dengan doktriexperimental useyaitu ‘tindakan yang dilakukan untuk
tujuan percobaan terkait dengan subjek dari invgasg dipatenkan’. Estonia
(“testing in relation to the invention itsglidan Finlandia (Experiments relating

to the invention as suth®

memiliki pengecualian yang serupa secara
substansial.

Di Slovenia, pengecualian berlaku untuk tindakangyalilakukan untuk
penelitian dan dengan tujuan ekxperimental apajaumg Yperkaitan dengan subjek
yang dipatenkan atasubject-matter of the patenHal ini tidak jelas apakah
dengan dimasukkannya penelitian ini untuk mempsrduasnya pengecualidH.

Di Belanda, pengecualian berkaitan semata-matakuptnelitian pada
subjek yang dipatenkanrefates solely to research on the patented subject
matte).>* Siprus dan Malta, keduanya memiliki pengecualiangysama yang
berlaku dimana tindakan terdiri dari perbuatan aggenggunaan produk tersebut
murni untuk tujuan percobaan atau penelitian ilmfakhere the act consists of
making or using such product purely experimentarppges or scientific
research’).**® Pengecualian ini berbeda dalam hal penggunaarslhhruintuk
tujuan murni eksperimental atau penelitian ilmiadm didak mengekspresikan
pada karakteristik doktriexperimental usgang keduagxperimenting with

Di Republik Slovakia, pengecualian berkaitan dendayiatan yang
dilakukan untuk tujuan eksperimental dan di Porugeengecualian terkait

dengan tindakan yang dilakukan untuk pengujian &tperluan eksperimental.

3% The National Correspondent has reported that anyhér experiments aiming for
commercial utilization of the invention have beegarded in preparatory works of the Patents
Act as Infringing acts. Determining the exact scopehis exception is difficult since it has not
been tested in Finnish case-law

37 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and
Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissof a Study Carried Out on Behalf of the
European Commission (DG Reseatchpl. 150

%% |bid.

339 Section 27(3)Patents Act(Cyprus) dan Section 27(6)(#)atents and Design Act
(Malta)
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Dalam setiap kasus, tidak ada yang mengeksprediarkarakteristik kedua dari
doktrin experimental usé&®

Di Yunani, pengecualian berlaku untuk penggunaarn ovensi yang
dipatenkan untuknon-professionalatau untuk tujuan penelitian. Di Latvia,
pengecualian berlaku untuk penggunaan invensi uskgperimen ilmiah atau
tujuan penelitian serta dalam pengujian sebuah ngiveyang dipatenkan.
Sedangkan, di Lithuania, pengecualian berlaku unindtakan yang dilakukan
untuk tujuan eksperimental atau untuk penelitiemah dan ini tidak bertentangan
dengan eksploitasi yang normal dari paten dan dgsig) tidak wajar yang
merugikan kepentingan yang sah dari pemilik patn.ltalia, pengecualian
berlaku sehubungan dengan tindakan yang dilakuRikdujuan percobaait

Di Hungaria, pengecualian berlaku untuk prosedspekimen yang erkaitan
denga subjek invensi, termasuk percobaan dan panejiang diperlukan untuk
otorisasi distribusi dari suatu produk yang diaqmggabagai invensi baru atau
produk yang dihasilkan oleh teknologi yang dianggegbagai invensi yang
baru3#?

Di Polandia, hak paten tidak dilanggar oleh setiagakan yang dilakukan
untuk penelitian dan tujuan eksperimental, untukl@asi daripadanya, analisis
atau mengajar. Karena itu, tampak bahwa hal imktgkecara jelas berisi ekspresi
penggunaan dari karakteristik dokterperimental usgang kedua dan izin yang
selanjutnya dari kegiatan evaluasi, mengajar, dafisis>*®

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa Audtdak pmemiliki
pengaturan dari doktrirexperimental useKoresponden Nasional melaporkan

bahwa beberapa komentator telah menyatakan panuaiagiapenggunaan untuk

30 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and
Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissaf a Study Carried Out on Behalf of the
European Commission (DG Researchpl. 150

*!bid.
*21bid., hal. 151
%43 5,69(3) darindustrial Property ActPatrick Van Eecke, dkivlonitoring and Analysis

of Technology Transfer and Intellectual PropertygiRees and Their Use : Results of a Study
Carried Out on Behalf of the European Commissiof [®esearch) hal. 150
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tujuan private serta kegiatan yang murni merupakan pengajaran @f@an
percobaan akan jatuh di luar lingkup perlindungatep. Hal ini karena, pada
bagian pasal 22 dari Hukum Paten Austria, menyataléiwa paten memberikan
pemiliknya suatu hak untuk mencegah orang lain Hamis terkait produksi,
distribusi, menawarkan untuk dijual atau digunakenrserta mengimpor atau
memiliki objek invensi itu jika untuk tujuan terseb 3** Namun, hal ini
tampaknya tidak akan ada kasus hukum di bawah Hukustria yang menerima
atau mengkonfimasi pandangan ini.

Belgia, merupakan pengecualian dari negara-negar&tdpa lainnya yang
menyatakan bahwa doktriexperimental us@igunakan tegas dengan izin, baik

untukexperimenting omlanexperimenting witlinvensi yang dipatenkan:

“The exclusive rights deriving from a patent do extend to acts carried
out for scientific purposes on and/or with the sabj matter of the
invention.”®*

Pengecualian ini, khususnya, akan mempengaruhi @aelitian yang
dipatenkan, digunakan dalam percobaan pada umumagabukan percobaan
pada alat penelitian. Pengecualian versi Negargi®&hi telah diganti darifor
experimental purposesnenjadi ‘for scientific purpos€syang dapat dikatakan
lebih luas dari tujuan ekperimental itu sendiri.

Hal ini sulit untuk menyesuaikan perbaikan pengkanani dengan Pasal
30 TRIPs. Hal ini dikarenakan, antara lain, jelasngurangi nilai dari ala
penelitian yang dipatenkan tersebut. Oleh karemaatla beberapa perbedaan

bentuk dari peraturan-peraturan tersebut di beitegara>*°

34 Section 22 provides that: “(1) The patent shall igmtthe patentee to exclude
others...to industrially provide the subject mattétte invention, put it on the market, offer it for
sale or to work it or import or possess it for fgrposes stated. (2) If the patent has been granted
for a process, it shall be effective also in respafcthe products manufactured directly by that
process.”Lihat juga OECD (2006), hal. 18

%5 Article 28(1)(b) Patents Act (Belgium)
%6 patrick Van Eecke, dkkMonitoring and Analysis of Technology Transfer and

Intellectual Property Regimes and Their Use : Rissaf a Study Carried Out on Behalf of the
European Commission (DG Researchpl. 152
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Tabel 4: Perbandingan Pengecualian Hak Paten dagdta Negara-negara Uni

Eropa*’
Relating | With Experim | Scientific | Other
to / on| Subject |ental /
subject | matter use research
matter use

Austria No Express Research Exception

Belgium . . . Limited to
“‘purely”
experimental
purposes of
for scientific
research

Cyprus 2 .

Czech . .

Republic

Denmark u =

Estonia . . Testing
related to the
invention
itself

Finland . .

France - -

Germany . .

Greece . . Non-
professional
purposes alsp
exempt

Hungary . .

Ireland . "

Italy .

Latvia . . . Testing of a
patented
invention

Lithuania . . Subject to
normal
exploitation
of patent ang
the legitimate
interests  of

347bid., hal. 161
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Luxembourg

Netherlands

Powes | | [+ [« |
\

\
|
\
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BAB IV
ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE DALAM
HUKUM PATEN INDONESIA

Telah dijelaskan dalam bab kedua, bahwa Hak Kekayatelektual
dikualifikasikan sebagai hak kod¥&t dan merupakan hak-hak yang tidak bisa
diabaikan sebab berasal dari Tuhan, sehingga fehiting dibandingkan dengan
semua ketetapan manusfd.Lebih lagi, baik WIPO maupun Undang-undang
Paten Indonesia menyatakan bahwa paten adalahhiogkisk dan istimewa karena
diberikan oleh negara kepada pemegang paten daanpéannya dijamin oleh
hukum selama waktu tertentu untuk melaksanakampgéedan melarang pihak
lain melaksanakan invensinya. Hak eksklusif pat@mgydimiliki oleh pemegang
paten tentu berhubungan dengan hak ekonomi daadask dari manusia. Seperti
yang dinyatakan dalam rasionalisasi pemberian patrdapat beberapa teori
yang menjustifikasi perlindungan paten terhadapek@pgan pemegang paten,
yakni Natural Lawdanreward by monopolyMasing-masing menjelaskan bahwa
ketika seseorang yang menemukan sesuatu, makaara rakmiliki hak atas
penemuannya sebagai suatu kekayaan atau kepemyédw berakibat bahwa
setiap pengambilan pemanfaatan atasnya oleh oemmdanpa izin, seharusnya
dihukum sebagai suatu pelanggaran atas kekayagakital. Dalam teoreward
by monopoly dinyatakan bahwa pemberian hak kepada penemu atas
kontribusinya pada masyarakat, adalah tidak adal gesorang menggunakan ide
inventor tanpa adanya kompensasi atas waktu dagdegang diinvestasikan.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebughadesional apabila seorang
inventor atau pemegang hak lebih lanjut terhadapygag memiliki monopoli
terhadap haknya, yakni dengan adanya hak ekskllisifana hanya merekalah

yang dapat melaksanakan invensi yang dipatenkaagaebhadiah’ atas jerih

%48 peter Drahos, A Philosophy of Intellectual Propentl. 43

349 Simon Petrus L. Tjahjadi, Petualangan Intelekk@ifrontasi, hal. 239
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payah yang dilakukan dalam menemukan invensi tatsé@entu adalah hal yang
wajar apabila ada pihak-pihak lain yang menggunaktan melaksanakan paten
atas invensinya tanpa seizin atau sepengetahudikerai pelanggaran paten.

Di sisi lain, hukum paten berfungsi sebagai kelaijakndustri, artinya
hukum paten difungsikan oleh pemerintah untuk titiakya melindungi dan
memanfaatkan paten, namun juga untuk mendorong raemstimulasi adanya
penemuan. Hal ini juga didukung dengan adanya teoriopoly profit incentive
dan exchange for secretyang mendasari dorongan kegiatan penelitian dan
memaksimalkan penemuan yang pada akhirnya akanemdangkan kegiatan
industri. Untuk meningkatkan perkembangan teknoldgerlukan adanya suatu
sistem yang dapat merangsang perkembangan teknal@dam wujud
perlindungan terhadap karya intelektual, yakni @n@danya hukum paten.
Dunia pun membutuhkan suatu perkembangan ilmu paimgen dan teknologi,
yakni salah satu cara yang mendorong pertumbuhanlma pengetahuan dan
teknologi adalah dengan kegiatan penelitan, pesobdan pengembangan.
Bukankah ketika peneliti melakukan suatu penelitexhadap suatu invensi yang
dipatenkan, dan ternyata di kemudian hari ia mehkamsuatu fungsi yang baru
terhadap invensi tersebut, maka akan memberikanpaanyang positif bagi
masyarakat juga perkembangan dunia ilmu pengetaliepat dibayangkan jika
para peneliti yang hendak melakukan penelitian peraobaan atau bahkan jika
lembaga pendidikan seperti universitas harus mearbayalti yang cukup besar
untuk menggunakan invensi yang dipatenkan kepadaegang paten hanya
untuk meneliti dalam rangka pendidikan atau yangyhaberkeinginan untuk
melakukan penelitian dan percobaan yang mana peluentuk menemukan
fungsi baru atau mengembangkan invensi tersebulalad@ntu tidak dapat
dipastikan pada saat mereka berkehendak menggungkaMengingat juga
bahwa untuk melakukan suatu kegiatan penelitiatutemembutuhkan media,
sarana, waktu, juga uang atau modal yang sangai. bes

Berangkat dari kedua area yang sama-sama kuat tkeggemya, di sini
ada suatu ‘bentrokan’ antara kebutuhan masyarakamh g@erkembagan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan kepentingan peémepgaten, khususnya

reward atau penghargaan yang diberikan negara melalklwsiitas haknya
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untuk melaksanakan paten karena berhasil menemink&msi dengan segala
jerin  payah dan pengorbanannya. Dari sini, penutisrusaha untuk
‘memperdamaikan’ kedua kepentingan tersebut againgamnasing pihak tidak
merasa dirugikan dan agar masing-masing kepentidgpat terakomodir dengan
baik.

4.1. ANALISIS PENERAPAN DOKTRIN EXPERIMENTAL USE
DALAM HUKUM PATEN INDONESIA

Pelaksanaan paten yang dilakukan oleh pihak lapatadanya izin dari
pemegang paten merupakan suatu pelanggaran. Nasmdiang-Undang Paten
Indonesia memberikan sebuah pengecualian terhadajaigm beberapa kondisi-
kondisi tertentu. Penulis dalam hal ini dapat mempulkan bahwa terdapat 2
(dua) syarat agar suatu kegiatan pelaksanaan pateebut, yang merupakan
ruang lingkup hak eksklusif pemegang paten, dajetcdalikan dari adanya
pelanggaran paten. Artinya, ketika suatu kondignatia pihak lain dalam
melaksanakan paten tanpa izin dari pemegang pa&t@na kegiatan tersebut
masuk ke dalam ruang lingkup pengecualian ini, makdapat menjadikannya
sebagai suatu pembelaan dari adanya pelanggaematati dapat dijadikan suatu
‘pelabuhan yang aman’ baginya dari pertanggungjawgielanggaran paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahunl2@@tang Paten
menyatakan pengecualian terhadap Hak Eksklusif BangePaten, yakni Pasal
16 ayat 3 yang menyatakan bahwa :

“(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimdkzada ayat (1) dan
ayat (2) apabila pemakaian Paten tersebut untukerkEman
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisigargang tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari PemeganqPate

Hal mana ayat tersebut tidak berdiri sendiri, nmdan mempunyai relasi
terhadap ayat (1) dan (2):

%9 ndonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 2004alP® ayat (3)
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(1) “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk medale&kan paten yang
dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa paigiannya:

a. Dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, mkenju
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakduk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yémeyidPaten;

b. Dalam hal Paten-proses: menggunakan proses progakgi diberi
Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnyags@inana
dimaksud huruf a.

(2) Dalam hal paten-proses, larangan terhadap pihak Mang tanpa
persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimgkada ayat (1) hanya
berlaku terhadap impor produk yang semata-matasitklaa dari penggunaan
Paten-proses yang dimilikinya..”

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkarapatidua syarat yang
bersifat kumulatif agar suatu kegiatan pelaksameaen, yakni ruang lingkup hak
eksklusif paten, dapat dilaksankan oleh pihak tanpa izin dari pemegang paten
dan tanpa dijerat ketentuan pelanggaran paten daésal 130 maupun Pasal 118
Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten. &eyarat tersebut adalah:

1. Selama pelaksanaan paten, yakni kegiatan yang aleanpruang
lingkup dari hak eksklusif tersebut bertujuan untkgpentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis; d

2. Selama tujuan pada angka 1 di atas tidak merudiegentingan

yang wajar dari Pemegang Paten.

Pada bab ketiga, telah dijabarkan mengenai konsepep serta
karakteristik dari doktrin experimental use yangidadari sistemcommon law
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah doktrinlietgega berlaku dan sama
dengan keberadaan pengecualian terhadap pelanggaiem demi kepentingan-
kepentingan tertentu, misalnya penelitian. Dan apakang dimaksud dengan
doktrin experimental use tersebut adalah seluridngulingkup kepentingan
pendidikan, atau penelitian, atau percobaan, ataualises, ataukah
keseluruhannya. Undang-undang menyatakan dalam pésayat (3) tersebut
“...apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepeminmandidikan, penelitian,
percobaan, atau analisis...”

Dengan adanya kata ‘atau’, maka membuat keempattkegtersebut

berlaku secara alternatif. Artinya, tidak harus sankepentingan pendidikan,
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penelitian, percobaan, dan analisis harus terpemsehirunnya untuk dapat
dikecualikan dalam pasal 16 ayat (3). Berangkati del tersebut, maka
muncullah suatu pertanyaan apakah memang semuatkeen di atas tersebut
dapat dikatakan sebagai doktexperimental use Untuk dapat menjawabnya,
tentu harus ditinjau kembali apa yang dimaksud derdpktrin experimental use
yang lahir dari sistemcommon law tepatnya di Amerika Serikat dan
perkembangannya dalam dunia Hak Kekayaan Intelektua

Doktrin experimental usenerupakan sebuah pembelaan terhadap kegiatan
pelanggaran paten yang mengizinkan pihak ketigakunienggunakan invensi
yang dipatenkamdengan tujuan eksperimen tanpa adanya persetujuan dari
pemegang hak patén’ Doktrin experimental uséni telah berkembang selama
bertahun-tahun dalam menanggapi efek negatif teghgoerlindungan paten,
yakni dari adanya kemungkinan bahwa lingkup pedngin yang diberikan oleh
paten tersebut dapat melumpuhkan adanya inovasi latindak sebagai
pembatas terhadap dunia penelifiéfn'The experimental use doctrine dsvery
narrow exceptionthat excuses the infringement of a patémt.An important
rationale behind the experimental use exemptioto ipreventing technical and
scientific progress from becoming paralys&d. (Penulis mempertebal tulisan
sebagai penekanan)

D. Gilat menyatakan bahwthe purpose of the experimental use doctrine is
not to subsidize research at the expense of thenfest, but rather to allow such
research when market forces preventit.’

Bertolak pada apa yang berkembang dalam doktrierexpntal use bahwa
tujuan dilakukannya penelitian atau percobaan @ks@n) menurut Tom

Sounders dalanRenting Space on the Soulders of Giants: Madeytlaadruture

%1 pid.
%2 pid.

3 |rna HaracoglouCompetition Law and Patents A Follow-on InnovatRerspective in
the Biopharmaceutical IndustrZheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 20@8. 39

34 1bid.

¥5D. Gilat, Experimental Usghal. 41
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of the Experimental Use Doctrinenenyatakan bahwa,The experimental use
doctrine in patent law protects alleged infringesho use patented inventions
solely forexperimental purposes, such as testing whether gicke functions as
claimed or re-creating a process to observe itseeff from a scienctific

perspective 3°

(Penulis mempertebal tulisan sebagai penekanan)

Dalam bab kedua sub-bab ketiga dijelaskan bahwgegoeialian dari hak
pemegang paten tidak hanya meliputi doktrin expental use semata.
Berdasarkan tabel tersebut, experimental use yanwila lahir dari pendapat
Hakim Story dalam kasu&/hittemore v. Cutteyang kemudian berkembang, telah
menjadi suatu pengecualian dari hak eksklusif pemggpaten dan telah
diakomodir dari adanya TRIREyreemenini, dengan spesifik pada kepentingan
Scientific/technical progressntuk tetap menunjang adanya sistem paten.

Dengan diadopsinya TRIPggreementvaliditas atau pengecualian terhadap
hak dari pemegang paten ditentukan berdasarkanl BAsgang menyatakan
bahwa:

“Members may provide limited exceptions to the asxaturights conferred
by a patent, provided that such exceptions do natasonably conflict with
the normal exploitation of the patent and do nateasonably prejudice the
legitimate interests of the patent owner, takingcamt of legitimate
interests of third parties.

Tentu pembuat undang-undang bagi negara yang matasganinya (yang
berimplikasi diratifikasinyaagreementini), mempunyai konsekuensi untuk
mengatur pengecualian yang berlaku berdasarkamtkete Pasal 30 TRIPs
Agreementtersebut. Pembuat Undang-undang Paten Indondsila teembuat
suatu pengecualian tersendiri dengan tetap berggquaoha pasal 30 ini. Memang
timbul beberapa interpretasi terhadap Kditaited” itu sendiri. Namun, fokus
pada permasalahan, apakah pengecualian pada paggatl(3) Undang-Undang
Paten Indonesia No. 14 tahun 2001 dapat dikwalifken sebagai doktrin

experimental use.

356 http://www.yalelawjournal.org/the-yale-law-jourf@dmment/renting-space-on-the-

shoulders-of-giants:-madey-and-the-future-of-thpegimental-use-doctrineliakses apda tanggal
12 Desember 2011 pukul 13.00
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Pada sesi paneWIPO Standing Committee on the Law of Patents,
Exclusions from Patentability and Exceptions andnitations to Patentees’
Right$®’ menyatakan bahwa:

“The first question concerns what is covered by“@xperimental use”
exception. A number of variations present themseksgperimental use,
“scientific research”®® “experiment or research®® “research or
development®® “experimentation, teaching or scientific or academic
research”®®" “education, research, experiment or analysj$®
“research or scientific experimentation purposesdamanufacture,
experimentation and testing of prototypéS>” and, perhaps most
elaborately, “private or academic scientific or tewlogical research for
non-profit making experimental, testing or teachingposes®™ (Penulis

mempertebal tulisan sebagai penekanan)

Indonesia juga mengakui adanya dokixperimental uselalam Hukum
Paten. Dunia Internasional yang dalam haMAPO Standing Committee on the

Law of Patents, Exclusions from Patentability ana@&ptions and Limitations to

%7 Lionel Bently, Brad Sherman, dkkyorld Intellectual property (WIPQO) Standing
Comitte on the Law of Patents Exclusions from Ratgilty and Exceptions and Limitations to
Patentees’ RightSCP/15/3 Annex I, hal. 87

%8 Barbados Patents A@001 (No. 18), s. 6(1)(&}he use of the invention for scientific
research only”.

%9 Albania; Armenia; Azerbaijan; Belarus; China; Jagse Patent Law No 121 of 1959,
art 69 (“The effects of the patent rights shall artend to the working of the patent right for the
purposes of experiment or researchifat Richard Jahn, ‘Experimental Use Exceptions: Changes
in Research Tool Patent Protection in the UnitemteStand a Comparison to Japan,’ (2005) 30
Delaware Jo of Corporate L, hal. 92b6hat juga Jennifer Johnson, ‘The Experimental Use
Exception in Japan: A Model for US Patent Law?’q2P12 Pac Rim L & Pol'y J, hal. 499.

30 Bulgaria; Croatia.
%1 Bolivia (“Acts forexperimentation, teaching or scientific or acaderasearch.”)

%2 |ndonesia (Use for purposes of education, research, experintenanalysis not
prejudicial to the patent owney”

%3 Kyrgyz Republic.
%4 Argentina tPrivate or academic scientific or technologicalsearch for non-profit

making experimental, testing or teaching purposeBiazil (“Experimental acts for scientific or
technological study or research”.
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Patentees’ Right§® dalamAnnex| AppendixB Pengecualian dan Pembatasan
dari Hak Pemegang Paten, dinyatakan bahwa Indomesrapakan salah satu

Negara yang mengakuActs/uses for experimental research and/or edunatio
purposes®® Dinyatakan bahwa The Indonesia version of this exception, for
example, predicates the application of the excepbio an absence of prejudice to

the patentee 3’

Dengan demikian, jelaslah sudah bahwa kepentingag gimaksud dalam
Pasal 16 ayat (3), yakni pendidikan, penelitiamcpieaan, atau analisis adalah
suatu pengecualian yang dapat dikatakan doktrier@xental use, namun tidak
sebatas kegiatan eksperimen atau penelitian selagd&nya konteks doktrin
experimental use yang lahir dari sisteommon lawyang lahir semenjak tahun
1813 dan berbagai perkembangan kasus yang telijandrika Serikat hingga
tahun 2000-an. Sehingga ruang linglexperimental use excepti@alam rezim
Hukum Paten Indonesia adalah berupa kegiatan @elake paten demi
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atalisis. Dan dalam hal ini
tentu cakupannya lebih luas dan tidak hanya selkaigiatan penelitian semata,
dan hal ini lebih luas cakupannya dibandingkan danggjarah lahirnya doktrin
ini yang hanya sebatas kegiatan percobaan atagneiijan.

4.2 ANALISIS TERHADAP BATASAN-BATASAN AGAR DOKTRIN
EXPERIMENTAL USE DAPAT DIJADIKAN PEMBELAAN
PELANGGARAN PATEN

Undang-undang tidak memberikan suatu pengaturangenan ruang
lingkup hak eksklusif yang mana saja yang dapatkddnakan oleh pihak lain

untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobatau analisis yang dimaksud

%5 Lionel Bently, Brad Sherman, dkiyorld Intellectual property (WIPO) Standing
Comitte on the Law of Patents Exclusions from Ratglty and Exceptions and Limitations to
Patentees’ Rightdal. 87

366 | pid.

%7 Indonesia (Use for purposes of education, research, experintenanalysis not
prejudicial to the patent ownéy.
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dalam Pasal 16 ayat (3). Artinya, pemakaian paterg\bagaimana yang dapat
dikecualikan berdasarkan pasal 16 ayat (3) terselmlih lagi, undang-undang
ini tidak memberikan suatu penjelasan yang cukup yang dimaksud dengan
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan ataalisis. Patut diketahui
bahwa, tidak ada peraturan delegasian yang khuseisgatur lebih lanjut
mengenai hal ini. Padahal, ketentuan pasal inutem¢rupakan sebuah tameng
bagi para peneliti, khususnya di universitas, yangna cukup berpotensial
melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, penelifi@ncobaan, ataupun analisis.
Mengenai hal ini undang-undang paten dalam pemjeiag@ hanya

menjelaskan sebatas:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesdarpebagi pihak

yang betul-betul memerlukan penggunaan invensi temata untuk

penelitian dan pendidikan. Di samping itu, yang aksud dengan untuk

kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atalisis, mencakup juga

kegiatan untuk keperluan uji bloekivalensi atau tblken pengujian

lainnya.”°®

Dalam hal ini undang-undang tidak memberikan pasgsi mengenai

pelaksanaan yang bagaimana terhadap invensi ygajedkan tersebut bagi
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atalisis. Apakah ketika salah
satu saja dari pelaksanaan paten yang masuk dakamg tingkup hak eksklusif
tersebut, maka ia dapat dikecualikan? Apakah kagiabenjual suatu produk
yang merupakan hasil modfikasi dari invensi yangatBinkan dimana proses
modifikasi tersebut melalui tahap penelitian, pbeam, dan analisis dari sebuah
lembaga pendidikan seperti universitas, dapat twuwknadalam syarat yang
pertama ini? Pada tahap ini, seharusnya dijelaakanyang menjadi tujuan dari
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atalisis yang dimaksud. Juga
apakah kegiatan pelaksanaan paten yang merupa#ag lingkup hak eksklusif
tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitipercobaan, atau analisis
tersebut adalalpada invensi yang dipatenkan ataukalengan menggunakan
invensi yang dipatenkan, seperti yang dikemukakashabab ketiga sebelumnya
mengenaexperimenting omlanexperimenting withPengidentifikasian seperti ini

%8 Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 Tahun 200djeResan Pasal 16 ayat (3)
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juga dapat mempermudah terlihatnya suatu indikzedkah kerugian komersial itu
terjadi terhadap pemegang paten.

Batasan yang ada adalah sepanjang tidak merugiépenkngan yang
wajar dari pemegang pat&tl.Dalam penjelasan pasal 16 ayat (3) ini menjelaskan
“tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemeggpaten adalah agar
pelaksanaan atau penggunaan invensi tersebutdigakakan untuk kepentingan
yang mengarah kepada eksploitasi untuk kepentingan komersiainggla dapat
merugikan bahkadapat menjadi kompetitor bagi pemegang pat&fi.”

Dengan mengacu pada penjelasan di atas terselb#nasaya dapat
dipertanyakan apakah ketika suatu invensi yangteliyg@an tersebut dipakai atau
digunakan dalam jangka waktu paten, kemudian dakapi tanpa adanya niat
atau hasrat untuk menghasilkan suatu keuntungankataersil, namun di masa
yang datang ternyata dihasilkanlah suatu keuntunigardasarkan kegiatan
penelitian pada invensi yang dipatenkan, tetapinkewan tersebut dihasilkan
pada saat berakhirnya jangka waktu atau validnyanpapakah dalam hal ini
tidak dapat dikecualikan berdasarkan pasal 16 )& Apakah hanya dengan
adanya indikasi akan adanya kerugian terhadap akkdari pemegang paten,
maka dapat dengan langsung dinyatakan bahwa ianggzlapaten, padahal jelas-
jelas kerugian yang ada terjadi pada saat patem iakansi tersebut sudah tidak
valid, meskipun kegiatan experimental use tersebdakukan pada saat validnya
paten. Juga ditambah lagi dengan, apakah kerugiag perpotensial terjadi di
masa yang akan datang, juga termasuk dalam penigecdalam pasal 16 ayat
(3) tersebuit.

Permasalahan terhadap ukuran-ukuran ini tidak haeyadi dalam
perundang-undangan Indonesia, dinyatakan bahwa:

“The Panel hinted that “experimental use” exceptowould be regarded
as ‘“limited exceptions.” Many countries operate sonform of
“experimental use” defencé’* These tend to be defined — more or less

%9 LihatIbid., pasal 16 ayat (3)

370 1hid.
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broadly by reference to three parameters: the megrof “experiment”;
whether the exception extends to invention “withf only “on” the

patented invention; and whether the exception alable for commercial
(as opposed to non-commercial) experimental agtivit?

Pengecualian experimental use yang digunakan dedamm Hukum Paten
di Indonesia hanya difokuskan pada perbedaan apgsrggunaan yang komersial
dan non-komersial, dengan penggunaan komersial yhkategorikan tidak
memenuhi syarat untuk dapat dikecualikan dari dokéexperimental us&?
Namun, pembedaan komersial dan non-komersial iidiseupanya tidak cukup
jelas, dengan berkaca pada kasus-kasus yang telijalimerika Serikat juga
melihat pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3 yeana hal ini akan dibahas
pada sub bab tersendiri dalam tulisan ini. Ketitiigan ini terjadi karena
perbadaan komersial dan non-komersial tidak berbhgnidirus dengan struktur
insentif dalam basis hukum paten.

Sebelum memaparkan lebih lanjut mengenai pasal yE& ¢3) syarat
pertama dari doktrin experimental use atau pend@cuani, maka perlu
dijelaskan pada kondisi-kondisi bagaimana atau pgadap mana experimental

use ini terjadi.
4.2.1. Kondisi-kondisi dimana doktrin experimental use daat terjadi

Pada bab kedua, telah dijelaskan mengenai pelaksapaten bahwa
pemegang paten memiliki hak untuk melakukan korakssisi terhadap
invensinya yang ia patenkan melalui kegiatan-kegigtang tercakup dalam pasal

16 ayat (1) dan ayat (2). Namun selain itu, Pemgdaten dapat melaksanakan

371 Lihat D. Gilat, Experimental Use and Paten{d995), 25.The US courts have
occasionally employed the principle of de minimag urat lexLihat e.g.Finney v. United States
188 USPQ 33 (CCTD 1975).

%72 Bently, Brad Sherman, dkk/orld Intellectual property (WIPO) Standing Comitte
the Law of Patents Exclusions from Patentabilty &xteptions and Limitations to Patentees’
hal. 39

373 Lihat Indonesia (a), Undang-undang No. 14 tahu@12@Pasal 16 ayat (3) beserta
dengan penjelasannya
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patennya dengan mengalihkan haknya, baik seluruhmatgpun sebagian kepada
pihak lain dengan cara-cara yang ditentukan dalaselP66 Undang-Undang
Paten, yakni pewarisan, hibah, wasiat, perjanjertulis, atau sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undanffaRada kondisi ini, pihak yang
lebih lanjut menerima hak ini dapat melakukan Hal-fatau melakukan

komersialisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatdand Pasal 16 ayat (1) dan
ayat (2). Sehingga dapat disimpulkan bahwa daldnrmhgemegang paten dapat
melaksanakan patennya dengan dua cara, yakni :

a. Melaksanakan sendiri invensinya yang dipatenkagaemcara melakukan
komersialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang tarpa dalam ruang
lingkup hak eksklusif pada Pasal 16 ayat (1) jugs &2);

b. Melaksanakan invensi yang dipatenkan dengan canagalibkan hak

patennya baik seluruhnya atau sebagian sesuaim@&agal 66 ayat (1).

Dari kedua pelaksanaan paten tersebut, keadaancysuo@ potensial akan
terjadinya doktrin experimental use, dalam artiamvia ada pihak lain selain
pemegang paten atau penerima hak lebih lanjut barkian Pasal 66 ayat (1)
tersebut, yang melakukan kegiatan-kegiatan semeeimbuat, menggunakan,
menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, aenyediakan untuk dijual
atau disewakan atau diserahkan produk atau promeg gliberi paten, tanpa
adanya izin dari pemegang paten

Ad. a

Dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 undang-Uhiarif tahun 2001
tentang Paten, diatur siapa saja yang merupakaeksplaten. Pada dasarnya,
yang menjadi subjek paten adalah penemu atau yiashgjain undang-undang itu
disebut inventor. Dalam undang-undang paten dikamubahwa yang berhak
memperoleh paten adalah inventor yang menerima labjut hak inventor yang

bersangkutai’®> Apabila suatu invensi dihasilkan oleh beberapangraecara

374 Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 2004aIF&6

37 |bid., Pasal 10 ayat (1)
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bersama-sama, hak atas invensi tersebut dimilikarse bersama-sama oleh
inventor3’®

Ketentuan Pasal 10 ini menegaskan bahwa hanya towertau yang
menerima labih lanjut hak inventor yang berhak memleh hak atas invensi
yang dipatenkan tersebut. Invensi dapat saja dikamsidalam hubungan kerja
atau karyawan maupun pekerja menggunakan datatalargarana yang tersedia
dalam pekerjaannya dan pada umumnya mereka dianggapsebagai subjek
paten. Akibat dari ketentuan pasal tersebut, PengegBaten dapat saja
perusahaan dimana si inventor bekerja, namun iovegang merupakan
karyawan dalam perusahaan tersebut tetap saja pawkda suatu hak moral
yakni pencantuman nama dan identitas inventor daplkasi paten, meskipun
hak patennya dialihkan pada perusahaan tempat dinmanbekerja. Dalam
keadaan yang seperti ini, jika perusahaan tempagntior bekerja menganut
sistem inovasi terbukaOpen Innovation Systgmmaka cukup berpotensi apa
yang dikatakan dalam Pasal 16 ayat (3).

Chesbrough menjelaskan Inovasi terbuka sebagaepide berharga yang
berasal dari dalam atau dari luar perusahaan yapgtdlipasarkan, baik dari
dalam maupun luar negéfi. Biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang baru
saja memulai usaha mereka. Karena pembentukanap@as yang baru mulai
berusaha ini, penggunaan bersama ide masing-mdamgroses industrialisasi,
sebuah jaringan perusahaan didirikan. Mereka metnlnemgabung, bersaing,
meniru dan berinteraksi satu sama f&fhinovasi terbuka, yang Stowsky sebut
dengan Inovasi bersama, karakteristik pengembateerologi dengan membuat
kegunaan dari ambisi komersial atau keingintahuacara akademis, dengan
demikian memungkinkan adanya pembatasan dari gerakke-ide dan

informasi’®

37 |bid., Pasal 10 ayat (2)

377 H. ChesbroughQpen Innovation: The new Imperative for creatingl gmofiting from
technology Boston, Massachusetts: Harvard Business SchessP2003a

378 | pid.
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Christensen, Olesen dan Kjaer, menjelaskan Inaesisuka lebih sebagai
“fairly radical organization innovatichyang bergerak dari sebuah paradigma
“an introvert and proprietary to a (much more) eswert and open paradighi®®
Mereka menyatakan bahwa dimana perusahaan-pernsgduag bergantung pada
teknologi baru, yang menawarkan insentif yang basatuk terlibat dalam
kegiatan inovatif dan basis kompleks yang terdaii dagian-bagian pelengkap
yang berbeda, didistribusikan melalui agen yandpdxat dan harus bergantung
pada aset pengetahuan ekstefffal.

Pada keadaan yang seperti ini, tentu sangat besaurigkinan terjadi
kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan ategu invensi yang
diabsorpsi dari invensi yang lain. Kemudian, invetessebut dikembangkan di
dalam perusahaan, sehingga didapatlah invensi ysarg ataupun dengan
menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut, itkhagh suatu produk atau
proses yang baru. Tentu pasal 16 ayat (3) ini ndetgamdasan bagi perusahaan
tersebut untuk melakukan penelitian dan pengemimangtuk terciptanya suatu
inovasi yang baru berdasarkan inovasi-inovasi yata. Dalam kondisi
perusahaan seperti ini-lah rentan dilakukannya ngelaran-pelanggaran paten
terkait dengan ruang lingkup hak eksklusif pemegasign. Pun seharusnya para
peneliti merasa aman dengan keberadaan pasalamyum sebatas apakah rasa
aman mereka tersebut dari adanya tuntutan atautagyugeelanggaran paten?
Tentu perlu diketahui ukuran-ukuran kepentingan dpékan, penelitian,
percobaan, atau analisis seperti apa yang dapgadnepelabuhan yang aman’

bagi mereka.

379 Anries Johannes SnymarPatent Management in Open Innovation Systems
Department of Management Faculty of Management8eie Tshwane University of Technology,
April 2007, hal. 24

%0 J.F. Christensen, M.H. Olesen, dan J.S. Kjdée Industrial Dynamics of Open
InnovationL Evidence from the Transformation of Qamer ElectronicsResearh Policy 34:1533-

1549

%1 Snymanpatent Management in Open Innovation Systérals 25
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Ad. b

Untuk kondisi pelaksanaan paten yang kedua ininiydkmana Pemegang
Paten dapat mengalihkan haknya kepada pihak ketgjalui cara-cara seperti
yang tertera dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-UndRatgn. Misalkan ketika
Pemegang Paten mengalihkan patennya melalui liskepada pihak lain
berdasarkan perjanjian untuk melakukan sebagaidenaksud dalam Pasal 16.
Kemudian ternyata Pihak penerima lisensi ini (yamgrupakan badan hukum)
menggunakan invensi yang dipatenkan tersebut ukegikatan penelitian dalam
perusahaannya tanpa sepengetahuan Pemegang Ratéentudian berdasarkan
hasil penelitian tersebut ditemukanlah suatu fubgsu dari invensi semula. Pada
kondisi demikian, kegiatan yang dilakukan Pemeda®nsi tersebut tanpa izin

merupakan suatu bentuk dari penerapan doktrin erpatal use.
4.2.2. Tinjauan terhadap Tujuan Kegiatan Penelitian dan Pecobaan

Pembebasan tanggung jawab dari pelanggaran patedasbekan
experimental use ternyata dapat menimbulkan “momiakti, yakni adanya
kemungkinan bahwa pemegang paten merampas kontaol lendali atas
penggunaan penelitian terhadap invensi mereka ganggkin akan mengurangi
insentif untuk berinvestasi dalam mengembangkarerisiv awaf® Dengan
melihat pada tujuan seseorang atau pihak untuk guerakan invensi yang
dipatenkan tanpa adanya izin dari pemegang patgpatdnenjadi tolak ukur
untuk menakar apakah kegiatan pelaksanaan tersebuigikan kepentingan
yang wajar bagi pemegang paten, meskipun hal iasjelas melanggar teritori
hak eksklusif dari pemegang paten.

Dalam putusan kasWhittemore v. Cuttéf®, Hakim Story, yang duduk di
Pengadilan Sirkuit Federal Massachusetts, Amerék& pada tingkat banding,

telah membuat pengecualiexperimental usda menyatakan bahwa,

%82 Katherine J. Strandburg, “What does the Public?@tperimental Use and the Patent
Bargain”, Wisconsin Law Review November, 2004, hal. 2. Juga tersedia di
http://works.bepress.com/katherine_strandburg/4
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“It could never have been the intention of the lagise to punish a man,
who constructed such a machimerely for philosophical experiments, or
for the purpose of ascertaining the sufficiency tfe machine to produce
its described effects®®

Hakim Story menguraikan pengecualian terhadap pgkan paten ini
pada kasus Sawin v. Guiftf la menyatakan bahwa

“The making of a patented machine to be an offemsast be the making
with an intent to use for profit, anabt the mere purpose of philosophical

experiments, 0326 to ascertain the verity and exadse of the

specification...”

Artinya bahwa keberadaan yang paling penting d&egmatan pelaksanaan
paten oleh pihak lain tanpa izin adalah adanya Sudkatau ‘keinginan’ yang
dituju oleh pihak tersebut. Maksud atau keinginan gihak tersebut tidak boleh
mempunyai unsur untuk kepentingan mencari profitpan haruslah murni untuk
tujuan dasar dari melakukan eksperimen, yakni mergunbali suatu invensi
apakah benar unsur kebaharuan atau langkah invgmtiienar-benar berfungsi
dan bekerja sesuai dengan klaimnya. Maka jelasnddial ini tidak akan
merugikan kepentingan dari Pemegang Paten dare&egiomi, justru sebaliknya
dengan adanya pihak-pihak yang melakukan eksperitaesgebut akan dapat
membantah bahwa ternyata langkah inventif tersathalah tidak benar adanya.

Hakim Story memberlakukan pengecualmxperimental uselalam kasus
ini dengan menyarankan kepada pihak ketiga, balwvdimungkinkan untuk
menggunakan invensi yang sudah dipatenkan tanpaazi Pemegang Paten atau
inventor dengan tujuaphilosophical experimentatioruntuk memuaskan hasrat

keingintahuan, ataupun memastikan fungsi dari kegarpaten itu sendiri.

33 \Wendy H. Schacht, “The Federal Role in Technolbgyelopment”, 29 F. Cas. 1120
(C.C.D. Mass. 1813) (No. 17, 600)

384 bid., hal. 1121

%5 Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Bseeption, 21 F. Cas. 554 (C.C.D.
Mass. 1813) (No. 12, 391).

388 |pid., Hal. 555
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Sehingga berdasarkan pendapat dari Hakim Storyatddsimpulkan
bahwa kegiatan pelaksanaan paten tanpa izin damefang Paten untuk
kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, aaalisis adalah bahwa
aktivitas tersebut haruslah:

a. untuk eksperimen yang bersifat filosofis; atau
b. Untuk memastikan kebenaran dan ketepatan darifeaesi

Empat puluh delapan tahun kemudiafegpenhausen v. Falke
menyatakan Held, and no doubt is now well settled, that aneexpent with a
patented articlefor the sole purpose of gratifying a philosophicahste, or
curiosity, or for mere amusemenis not an infringement of the rights of the
patentee.®®’

Dalam kasus ini, hakim memberikan suatu batasawdaksperimen pada
invensi yang dipatenkan adalah sebatas menyaluaktam memuaskan hasrat
untuk sekedar mengetahui kebenaran dari invensselat, atau untuk
menyalurkan kesenangan pribadi saja.

Pada kasus Byram v. Bulldfi Hakim menyatakan bahwa :

“... where [the invention] is made or used as an erpant, whethefor
gratification of scientific tastes, or for curiosyt or for amusementthe
interests of the patentee are not antagonizedsthe effect being of an
intellectual character in the promotion of the eoydr's knowledge or
the relaxation afforded to his mind. But if the gots of the experiment
are sold, or used for the convenience of the erpaster, or if the
experiments are conducted with a view to the adaptaf the invention
to the experimenter’s business, the acts of makirgf use are violations
of the rights of the inventor and infringementsisf patents.®2°

%719 F. Cas. 1048, 1049 (C.C.S.D.N>y. 1861) Lihasafi dan Kiyoshi AdachiThe
Research and Experimentation Exception in Patemt: Larisdictional Variations and the WIPO
Development Agenda, UNCTAD-ICTSD Project on IPRESustainable Developmeiial. 2

38 4 F. Cas. 934, 935 (C.C.D. Mass. 1852) (No. 2) 262
%9 Cook dan Bird & Bird, “A European Perspective as the Extent to which

Experimental Use, and Certain Other, Defences terednfringement, apply to Differing Types
of Research”, hal. 7
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Dalam kasus Madey, pengecualexperimental uséetap layak digunakan,
menurut pengadilan, untuk eksperimen yang bertuji@mamusement, to satisfy
idle curiosity, or for strictly philosophical inaui.”**° Pengadilan Distrik pada
kasus John MJ Madey v. Duke University menyatakan bahwa kegiatan
pelaksanaan paten dapat dikecualikan dari pelaaggpka aktivitas tersebut
“semata-mata untuk penelitian, akademik atau tujpercobaan dplely for
research, academic or experimental purposes.)

Pada kasudadey v. Duk&? Pengadilan tingkat Banding membatalkan
putusan pengadilan Distrik yang menyatakan mendik-dalii Madey yang
menyatakan bahwa Duke melakukan pelanggaran gatensan banding tersebut
mengindikasikan bahwa pengecualian terhadap expetahuse yang digunakan
“very narrow and strictly defineéd Hal yang tercakup dalam experimental use
adalah meliputi segala tindakan yang dilakukeom amusement, to satisfy idle
curiosity, or for strictly philosophical inquiry”dan tidak mencakup kegiatan-
kegiatan yang bertujuardéfinite, cognizable, and not insubstantial comnadic
Selain itu, meskipun dimana pengguna tidak memguny&ran untuk
menghasilkan keuntungan, pengecualian tersebuk tdipat diterapkan jika
perbuatan atau tindakan itu merupakan kelanjutan ldgitimasi bisnis yang
diduga merupakan pelanggaram (furtherance of the alleged infringer's
legitimate businesy>

Dalam hal ini, menurut hemat penulis, niat ataugujuan daripada
dilakukannya kegiatan penelitian ataupun percobadaklah terlalu penting
mengingat bahwa esensi dari monopoli hak oleh PangegPaten adalah

kepentingan ekonomis yang dihasilkan dari invemsigydipatenkannya. Selama

390 Madey, 307 F.3d at 1362 (citihg Embrex, 216 F.8dL249). The exemption for
“philosophical experiments” dates back to the intep of the experimental-use exemption in a
nineteenth-century opinion by Justice Story. Seét¥ore v. Cutter29 F. Cas. 1120, 1121
(C.C.D. Mass. 1813) (No. 17,600).

%1307 F. 3d 1351; 64 USPQ 2d 1737 (Fed. Cir 2002) denied 539 US 958 (2003)
http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-dukeiversity diakses pada tanggal 17
September 2011

392 pid.

393 pid., hal. 1362.
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memang niat ataupun tujuannya memang jelas ataepowkti adalah berindikasi
segi komersial, selama niat tersebut tidak terwudjalhm jangka waktu monopoli
hak pemegang paten, maka bolehlah ia dikecualikarena hal tersebut sangat
jelas, pada saat jangka waktu paten valid, si pamggaten tidak mengalami

suatu kerugian secara ekonomi.

4.2.3. Tinjauan terhadap Cara atau Metode Kegiatan Penelian atau
Percobaan (“Bereksperimen dengan” dan “Bereksperime
Pada” Invensi yang Dipatenkan)

Federal Trade Commisior(FTC) di Amerika Serikat memberikan
laporan berdasarkan pada audiensi terhadap dangalsistem paten terhadap
daya saing, menyimpulkan bahwa pembelaan experahest ini mendukung
analisis ilmiah dan disukai oleh peserta audiemsietout ketika eksperimen pada
sebuah invensi ditujukan untuk melihat bagaimaresu atpakah ia bekerfd’
Laporan ini menyimpulkan, bagaimanapun, pengeaquaiaerimental use untuk
menggunakan sebuah invensi yang dipatenkan selsapaiah alat penelitian
untuk menyelidiki persoalan lain merupakan suatumpsalahan yang cukup
pelik dan ditemukan bahwa tidak ada dasar untukaddigan sebuah
pengecualiarl;> Sehubungan dengan kegiatan bereksperimen yanghliar
untuk memperbaiki invensi sebelumnya yang dipatenkdaporan ini
menyimpulkan bahwa keseimbangan yang ideal antargdk yang akan muncul
dari sebuah pengecualian experimental use padidhaiglow-on innovatiordan
efek pada insentif penemu pertama yang adalah jeda&, oleh karena itu hal ini

jenis ini tidak direkomendasikan®

%% FED. TRADE COMM'N, “To Promote Innovation: The Rwer Balance of
Competition and Patent Law and Policy”, Sebuah fapooleh Federal Trade Commission
October, 2003, hal. 36. Tersediahdlip://www.ftc.gov/0s/2003/10/innovationrpt.pdf

3% | pid.

3% pid., hal. 37
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1. “Bereksperimen Pada” Invensi yang Dipatenkan

Sementara itu, di Amerika Serikat sendiri telah gakui perbedaan
antara “bereksperimen pada”’ (experimental use yamtyjuan untuk memahami
invensi itu sendiri) dan “bereksperimen dengan” fgginakan invensi sebagai
alat untuk penelitian masalah lain) dan menyedigk@mgecualian hanya untuk
“bereksperimen pada®’

“Bereksperimen pada” adalah eksperimen yang benujwntuk
memverifikasi, merancang sekitar, atau mengimpesiisatas invensi yang
dipatenkan (seperti halnya dalam kasus Embreejerse engineeringebuah
software yang dipatenkan digunakan untuk menentldegaimana merancang
perbaikan program dengan aplikasi lain adalah Ksgrerimen pada” perangkat
lunak yang dipatenkan. Penelitian bertujuan untwngembangkan perbaikan
dari proses manufaktur yang dipatenkan atau peeangkkanis, juga merupakan
“bereksperimen pada’ invensi yang dipatenkan. Karadtik “bereksperimen
pada” juga melayani fungsi yang sama dan dapatakka sebagai bagian dari
kebutuhan pengungkapan yang diperlukan terhadagifikpsi invensi dalam

paten®®®

%7 Umumnya, negara-negara bagian Eropa Barat merlgenuaari pelanggaran paten
langsung terhadagHte subject matter of the inventibihihat, e.g., VI C. INTELL. PROP., tit. 1,
art. L613-5(2) (France), tersedia di Legifrance
http://lexinter.net/ENGLISH/intellectual_propertyode.htm; German Patent Act§ 11(2); U.K.
Patents Act oftl977, § 60(5)(b). Untuk penafsiran kasus pengemuadixperimental-use, Lihat
Monsanto Co. v. Stauffer Chemical Co., [1985] R.PC5 9 (Eng. C.A); Klinische Versuche
(Clinical Trials) I, [1997] R.P.C. 623, 639 (BGH{Jinische Versuche (Clinical Trials) Il, [1998]
R.P.C. 423, 432 (BGH). Demikian juga, skema hukuani theberapa negara eropa lainnya,t
ermasuk Spanyol, Italia, Belgia, Belanda, dan tlanmemungkinkan eksperimen yang berkaitan
dengan subjek penemuan. Lihat ROBERT PATRICK MERG&SIJOHN FITZGERALD
DUFFY, PATENT LAW AND POLICY: CASES AND MATERIALS 015 (3d ed. 2002). Tidak
hanya Eropa Barat yang hanya mengizinkan experaharste yang berkaitan dengan subjek
invensi yang dipatenkan. Lihat judgazil Indus. Prop. Law art43(2); Japanese Patent Acg
69(1); Korean Patent Law art 96(1). Kanada, layaknyaAmerika Serikat, tidak rii&m
pengecualian experimental use dalam undang-undargkay namun pengadilan mereka telah
menciptakan suatu pengecualian pada “BereksperiReda” invensi yang dipatenkan. Lihat
Micro Chems. Ltd. v. Smith Kline & French Inter-Aman Corp, [1972] S.C.R. 506, 519-20;
Dableh v. Ontario Hydrg1996] 3 F.C. 751, 781-82

%8 |ntegra, 331 F.3d at 875-76 (Newmangcdncurring in part and dissenting in prt
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“Bereksperimen pada” invensi yang dipatenkan mé&mdampak yang
relatif kecil pada insentif untuk menciptakan dasrus secara luas diizinkan,
tanpa memperhatikan sifat komersial atau non kaalerdari pengguna.
Pembebasan secara luas tersebut terhadap “belekspepada” invensi yang
dipatenkan sudah tersedia di banyak negara, tekmBsmar’® Inggris;:°° dan
Jepand®* Amerika Serikat akan melakukannya dengan baik aengengikuti
contoh negara-negat¥.

Fokus pada eksperimen dan perannya dalam mencagragjkan
teknologi, sangat penting untuk merancang sebuatggoeialian yang dapat
melayani kepentingan umum dalam menyediakan iffsantuk invensi ketika
mempertahankan publik domain. Tujuan dari peng&maéxperimental use
sebaiknya adalah untuk melindungi kemampuan pengegaten untuk menutup
kerugian atau segala biaya yang sudah dikorbanleoagsi investasi dari
penelitian dan pengembangan yang dilakukannya, atemgenggunakan hak
eksklusifnya untuk melakukan kendali atas inovatargutnya. Dengan kata lain,
sebuah aturan yang memperlakukan “bereksperimea’” sbuah invensi yang
dipatenkan seperti halnya dalam kasus Embrex, dardengan “bereksperimen
dengan” sebuah invensi yang dipatenkan, sepertiyhatlalam kasus Madey,

dapat memulai untuk memilah-milah berdasarkan damge*®

39 Lihat German Patent Ac€ 11(2) (menetapkan bahwi]he effect of the patent shall
not extend to . . . acts done for experimental pses relating to the subject matter of the patented
invention”); THE NEW GERMAN PATENT LAW (1981) IN ENGLISH AND KAER 24-25 (Dr.
Herman Kinkeldey & Dr. Wilfried Stockmair trans981).

40 U.K. Patents Act of 19778 60(5)(b) (Eng.) (menyatakan bahWa]n act which,
apart from this subsection, would constitute an afcinfringement of a patent for an invention
shall not do so if . . . it is done for experiménfurposes . . . J, dapat dilihat di
http://www.patent.gov.uk/patent/reference/mpp/s@0pdf (Dec. 1999).

401 (.of the patent right for the purposes of experitmer research), dapat dilihat

diLegis. Affairs Office, Japan Patent Offidgtp://www.jp0o.go.jp/shoukaie/patent.htm

402 professor John Duffy berpendapat bahwa ketersediengecualian terhadap
penelitian ini di luar negeri akan memberikan indeimtuk memasukan “Bereksperimen Pada”
dalam kegiatan penelitian untuk satu dari banyaffaree yang sudah mengakui pengecualian
tersebut. Lihat John F. Duffy, Harmony and Diverdit Global Patent Law, 17 BERKELEY
TECH. L.J. 685, 718-19 (2002).
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“Bereksperimen pada” dan “bereksperimen dengan” ilerefek atau
dampak yang sangat berbeda pada insentif untukasnosaat ini dan untuk
selanjutnya , namun dua jenis experimental usén tdigabungkan dalam kasus
yang terjadi di Amerika Serik&?* Tanpa secara eksplisit mengakui perbedaan,
hal ini adalah tidak mungkin bagi pengadilan di Aike Serikat untuk
merancang standar yang memadai untuk kedua jep&sieental use ini.

Hubungan antara persyaratan pengungkapan dalam nHuRaten dan
Follow-On Innovation yakni ketika sebuah pengecualian dengan “berekspe
pada” invensi yang dipatenkan akan konsisten depgadekatan yang lebih luas
untuk follow-on innovation atau inovasi yang lelteimjut dalam hukum Amerika
Serikat yang dikarenakan “bereksperimen pada” deluaensi yang dipatenkan
terutama merupakan sebuah efektifitas cara pengypagkpaten untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu yang diakui dan dikenal. &tp/ang diakui oleh Federal
Sirkuit, bahkan dalam pendapatnya dalam Roche Btedthe word ‘use’ in [the
infringement provision] has never been taken taitaost possible scopé®

Hal ini selalu diantisipasi bahwa pesaing akan rgangkan ide inventif

untuk melakukan improvisasi atau mendesain sekitaensi’°® Dalam kasus

%3 Madey, 307 F.3d at 1362; Embrex, 216 F.3d at 134Bat juga Katherine J.
Strandburg, “What does the Public Get? Experimebtd and the Patent BargaiWisconsin
Law ReviewNovember, 2004, hal. 19

%4 The notable exception to this conflation is Judgavhan’s Integra opinion, where
she notes the “fundamental distinction betweenagegeinto the science and technology disclosed
in patents, and the use in research of patentediysts or methods, the so-called ‘research
tools.” 331 F.3d at 877-78 (Newman, J., concurringpart and dissenting in part). The majority
opinion declined to discuss the common-law expertiateise exemption but made reference to
the NIH definition ofesearch toolsas: “tools that scientists use in the laboratomycluding cell
lines, monoclonal antibodies, reagents, animal ngdgrowth factors, combinatorial chemistry
and DNA libraries, clones and cloning tools (suchRCR), methods, laboratory equipment and
machines.”Sharing Biomedical Research Resources: PrincantelsGuidelines for Recipients of
NIH Research Grants and Contracts, 64 Fed. Re@90272,092 n.1 (Dec. 23, 1999).

Ibid. at 872 n.4

%% Roche Prods.733 F.2d at 861. Lihat juga Katherine J. StrandptWhat does the
Public Get? Experimental Use and the Patent Bdlggiisconsin Law RevieviWovember, 2004,
hal. 20

4% | ihat The Telephone Cases, 126 U.S. 1, 533 (1883bher inventors may compete
with him for the ways of giving effect to the digery, but the new art he has found will belong to
him and those claiming under him during the lifdnisf patent.’).
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Embrex, meskipun Hakim Rade secara tegas menyatdaklm persetujuan
Embrex bahwa ia akan lebih memilih unttlay to rest permanently the
defendant’s experimental-use infringement excuseshwiind no support in the
Patent Act.*’

Selain itu, sebuah inovasi lanjutaffiollow-on innovation) dapat saja
dipatenkan, diterbitkan atau didiskusikan tanpangdazin dari siapapun, bahkan
jika dalam hal menggabungkan ide invetif asli, kaaltidak ada yang membuat
perwujudan dari tindakan lebih lanjut tersebut aeldp invensi yang
menggabungkan perwujudan dari pelanggaran inveasiatulu atau yang
aslinya. Meskipun perbaikan yang ada adalah dingkesu untuk memberikan
manfaat publik dari sistem paten, pemegang patenilikesedikit insentif untuk
melisensikannya kepada kompetitor agar berekspearifpada” invensi yang
mereka patenkan, yang bertujuan memproduksi sogansi berdasarkan inovasi

yang lebih lanjut. Dalam ilustrasi dari kasEsbrex!®®

pemegang paten tidak
berkaitan dengan mengumpulkan royalti terhadap guemaan seperti itu, tetapi
dengan menghambat kemampuan untuk menggunakanvieletif dari pemegang
paten sebagai dasar untuk invensi yang baru. Erpatal use digunakan untuk
eksperimen yang diarahkan untuk memahami, meransakgar invensi, dan
meningkatkan atau memperbaiki subjek inv@sibject matter ot the invention)
inilah yang diizinkan sebagai syarat pengungkapgar anencapai hasil yang
dimaksud'®®

Dikarenakan sistem paten mengantisipasi pesaing gkan menggunakan
pengungkapan paten untuk melakukan improvisasidgaign-aroundstidak ada

alsan untuk membatasi jenis penggunaan experimestaluntuk aplikasi non

407 Embrex, 216 F.3d hal. 1353 (Rader, J., concurrinifpat juga Katherin J. Strandburg,
“What does the Public Get?”, hal. 20

% Embrex, 216 F.3d hal. 1350 (mencatat bahwa pelaaggtes'were not shown to
cause any loss of profits to Embreatid remanding for computation of a reasonable ryyedte).

% |ntegra, 331 F.3d at 875 (Newman, J., lihat diibagdissentiny (dinyatakan bahwa
“there would be little value in the requirementtb& patent law that patented information must be
removed from secrecy in consideration of the patighit to exclude, if the information is then
placed on ice and protected from further study agskarch investigation); Lihat juga Ned A.
Israelsen, “Making, Using, and Selling Without infiing: An Examination of 35 U.S.C. Section
271(e) and the Experimental Use Exception to Pdtdnihgement”,16 AIPLA Q.J457 (1989)
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komersial. Berdasarkan apa yang telah dipaparkatadi dapat ditarik beberapa
kesimpulan tentang dampak dari pengecualian “bperksen pada”’, yang
mungkin memberikan insentif kepada pemegang p&ampak utama terhadap
pemegang paten dalam jenis “bereksperimen pad&hsiwdari pemegang paten
adalah efek dari penelitian dimungkinkan bahwa pmmng paten akan
memenangkan ‘perlombaan’ dari inovasi lebih latguhadap invensinya. Selain
itu, ada banyak invensi yang dipatenkan, baik yamgngungkapkan sendiri
invensinya dimana tersedia untuk dibeli dalam pasatuk eksperimental use
macam ini mungkin tidak relevan. Pengecualian urfugreksperimen pada”
invensi yang dipatenkan adalah setara dengan pgkagpan yang lebih lengkap
dan efektif dengan membiarkan tindakan lebih langlari peneliti untuk
melakukan eksperimen pada subjek paten, pihak&etagi tindakan lebih lanjut
ini akan menurun.

Pada saat pembedaan komersial dan non komersaliftdipn dan fokus
untuk mengembalikannya pada tujuan yang mendasstens paten, analisa
“bereksperimen pada” subjek invensi menunjukkannzapada dasarnya adalah
jenis yang memungkinkan adanya pengungkapan.

Apa yang dimaksud dengan “menggunakan” invensigydipatenkan
adalah sudah menjadi perdebatan di dalam pengad8aperti yang telah
dijelaskan bahwa larangan “menggunakan” sudahsifikain untuk mengizinkan
penggunaan dari ide inventif selama jangka waktuerpauntuk tujuan

memperbaiki atas atau merancang sekitar paten.

2. “Bereksperimen Dengan” sebuah Invensi yang Dipaterdn.

“Bereksperimen dengan” adalah kegiatan eksperimerarth invensi
yang dipatenkan digunakan (seperti dalam kasus Wadebagai alat
penelitian*® Menggunakan program perangkat lunak yang dipatenkatuk
komputer, dengan dibantu desain dari perangkat melkdau untuk mengontrol

sebuah mikroskop elektronik yang digunakan dalarhabapenelitian adalah

419 Strandburg, “What does the Public Get? Experimidisz and the Patent Bargain”,
hal. 9
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“bereksperimen dengan” invensi. Kategori ini leBilit dianalisa, sebab ketika
penggunaan utama dari invensi yang dipatenkan fadsdbagai alat penelitian,
maka para peneliti adalah inti pasar dari invemsigydipatenkan. Dalam kasus
tersebut, sangat sulit untuk memisahkan eksklasifiemegang paten, yang mana
diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi daenelitian dan
pengembangan dari penggunaan yang kontraprodwdifsdbuah alat penelitian
yang dipatenkan untuk mengendalikan penelitian, inggla  untuk
memaksimalkan keuntungan pemegang paten dari aegtebut dengan
mengorbankan kemajuan teknologi menjadi lebih larfida

Dalam konteks “beresperimen pada” sebuah invensigyhanya
memiliki implikasi secara tidak langsung. Sebaligngenggunaan yang tidak sah
dari alat penelitian memiliki dampak secara langsdalam pasar terhadap alat
tersebut. Sehingga kegiatan bereksperimen dengan sécara langsung
berimplikasi terhadap insentif untuk menciptakagnghn membiarkan beberapa
pengguna yang tanpa izin tersebut memasuki pasay gda. Analisa terhadap
indikasi adanya keuntungan dari setiap pengecualiatuk “bereksperimen
dengan” sebuah alat penelitian demikian penuh dekgtdak pastian dan jauh
lebih besar daripada bereskperimen pada invensj gigatenkari’?

Meskipun demikian, “bereksperimen dengan” alat peame memikul
suatu pengamatan yang amat cermat, karena hal embagi “bereksperimen
pada” invensi yang dipatenkan suatu dampak yangfikign terhadap kemajuan
iImu pengetahuan dan teknologi. Perhatian terhdti@peksperimen dengan”
invensi yang dipatenkan, dalam hal ini alat pereljtsangat menjadi perhatian.
Hal ini disebabkan karena adanya fakta yang jddabBwa alat penelitian yang
digunakan untuk menemukan invensi itu mempunyaisiiabungan yang khusus
terhadap kemajuan teknologi. Untuk invensi yangdiidal yang paling penting
bahwa, invensi untuk membuat inovasi yang selapgueidalah suatu ide inventif.

411 Eisenberg, “Patents and the Progress of Scienagdugive Rights and Experimental
Use”, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1023-24 (1989). liilnaga Janice M. Mueller, “No ‘Dilettante
Affair': Rethinking the Experimental Use Exceptido Patent Infringement for Biomedical
Research Tools”, 76 WASH. L. REV. 1 (2001).

412 Strandburg, “What does the Public Get? Experimidisz and the Patent Bargain”,
hal. 40.

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



131

Pada saat penemuan biasa tersebut dipatenkan, ges$asi inventor sebagai
perwujudan dari invensi yang utama itu dilindungémentara pengungkapan
memperbolehkan inventor lanjutan untuk menggunaikieninventifnya untuk
membuat kemajuan teknologi, yaitu dengan cara mktakimprovisasi terhadap
atau merancang di sekitar invensi aslinya. Selaamgkia waktu paten, baik
perwujudan dari invensi (melalui komersialisasinopemegang paten dan lisensi)
dan ide inventif, umumnya disediakan untuk keunamgublik®*® Jadi, untuk
menentukan apakah pengecualian experimental usse deplikasikan terhadap
alat penelitian yang dipatenkan, implikasi terhagafen pada inovasi berikutnya
dengan menggunakan alat (tidak hanya idenya), laérdgpertimbangkan. Untuk
memulai suatu penyelidikan, tentu harus diperiksayang dimaksud dengan alat
penelitian atawesearch toal Dalam hal ini, alat penelitian adalah sebuahnsve
dari fungsi utamanya, yang digunakan untuk memtasilkemajuan ilmiah atau
kemajuan teknolodit*

Terdapat dua syarat agar sebuah alat yang diirkengileh pemegang
paten itu memberikan suatu kontrol yang signifikewmadap kemajuan di bidang
penelitian, yang pertama adalah tidak boleh adauspangganti yang mirip
dengan alat tersebut. Yang kedua, tidak boleh aayganti yang mendekati
proyek-proyek penelitian yang menyediakan alatetaus Seperti yang Mueller
nyatakan bahwa tidak ada suatu permasalahan rgsgarch tool tersebut
dikomersialisasikan oleh pemegang paten dan datel dilisensikan di pasar
yang terbukd™ Jika terdapat barang subtitusi yang mendekatiréetéaan alat
tersebut untuk para peneliti, maka keputusan pengegpaten mengenai

mengkomersialisasikan atau melisensikan alat tatsefdak akan memiliki

413 Strandburg, “What does the Public Get? Experinidis@ and Patent Bargain”, hal.
41

“ Lihat Integra, 331 F 3d hal. 878 (Newman, J., siakmgian diseenting opinionnya
yang menyatakana'research tool is a product or method whose puegeuse in the conduct of
research’); Lihat Mueller, “No ‘Dilettante Affair': Rethinkig the Experimental Use Exception to
Patent Infringement for Biomedical Research Todisl, 10-17.

4> Mueller, “No ‘Dilettante Affair': Rethinking the Eperimental Use Exception to
Patent Infringement for Biomedical Research Todtsl, 15
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dampak yang besar terhadap kemajuan dari peneféraebut, dimana mungkin
alat tersebut digunakdh®

Dalam hal kedua prasyarat tersebut telah terperselorang pemegang
paten dapat saja memasakan alatnya secara luagjasefpaya untuk menutup
kerugian investasi dalam mengembangkannya, dibgkam dengan menolak
untuk melisensikan alat tersebut gunak mengoneaklfitian di masa yang akan
datang. Seperti yang Profesor Rebecca Eisenbergkdmt bahwa, “an
experimental use exemption seems most likely teeromde critical patent
incentives when the researcher is an ordinary cameuof an invention with a

primary or at least significant market among resgrusers.**’

4.2.4. Tinjauan terhadap Kegiatan Penelitian atau Percobaa yang

Bersifat Komersial dan Non-Komersial

Pelaksanaan paten untuk kepentingan pendidikarnmakup ‘abu-abu’
sebatas apa kepentingan pendidikan ini. Apakahritegmn pendidikan yang
dimaksud berarti hanyalah institusi pendidikan sgag dapat menggunakan
paten tanpa izin dari pemegang paten, ataukahtusistmanapun asalkan
digunakan untuk memajukan dunia pendidikan, atangy@agaimana ? Undang-
Undang tidak menjawab hal ini.

Paten berfungsi memberikan manfaat pribadi daremswinvensi yang
ditemukan oleh inventor sesuai dengan nilai sogalg ada dalam masyarakat
dengan memperbolehkan inventor menggunakan posaiopolinya untuk
mengambil atau menentukan harga dengan pendelatsadap nilai kegunaan
yang diterima dari invensi tersebut.

Tantangan dari justifikasi atau pembenaran atayaupasentif untuk
menemukan iQcentive to inventterhadap paten, mempunyai berbagai bentuk.
Hal yang paling mendasar adalah dengan ditempagkapenemuan baru dalam

kontrol monopoli, maka akan membatasi penggunaanddagan demikian akan

“1® strandburg, hal. 43

“pid., hal. 1074
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mengurangi manfaat sosial dari invensi yang sudadtehkan tersebdt? Dalam
kepentingan pendidikan ini, apakah dengan adangariteigan ini, maka kontrol
monopoli yang membatasi penggunaan oleh orang ddalah menjadi tidak
terbatas dengan adanya, misalkan bahwa invensi yhpatenkan tersebut
digunakan dalam universitas dan dipelajari oleh asmwa yang ada di
universitas tersebut.

Dengan adanya sistem paten, maka harus memberikamgin yang
cukup bagi para ilmuwan dan peneliti untuk mengejmelitian yang inovatif,
yang hasil akhirnya dapat menjadi suatu produk bgang berguna bagi
masyarakat atau menjadi produk yang dikenal lebtraim Juga memberikan
dorongan yang secara inheren memberikan kebebasgin seorang penemu
(ilmuwan) untuk melakukan penelitian terhadap apayang dapat menghasilkan
sebuah invendit® Sistem paten dibangun di atas keseimbangan ahgdedak
pemegang paten, hak-hak publik pada umdfydan hak-hak dari pesaing atau
kompetitor dalam satu pasAr.

Memasuki syarat dari berlakunya pengecualian tenhagelaksanaan
paten pada pasal 16 ayat (1) untuk kepentinganigikad, penelitian, percobaan,
atau analisis, maka perlu digaris bawahi bahwa itepgan tersebut, menurut
Undang-undang diperbolehkan sepanjang tidak measngikepentingan yang
wajar dari Pemegang Paten. Undang-undang Patenelagian apa yang
dimaksud dengan kepentingan yang wajar dalam hal in

“Yang dimaksud dengan tidak merugikan kepentingangywajar dari
Pemegang Paten adalah agar pelaksanaan atau paaggovensi tersebut

“8 |ihat Schere, Industrial market Structure, hal ;38%iliam F. Baxter, “Legal
Restriction on Exploitation of the Patent Monopoiyn Economic Analysis, 76 Yale LJ hal. 267,
268-69; Machlup, Subcomm on Patents, Study Nohab,57-58.

9 bid.

420 sebuah invensi dinyatakan dapat dipatenkan jikageupakan invensi yang baru dan
mengandung langkah inventif serta dapat diterapledeim industryLihat. Indonesia (a), Undang-
Undang No. 14/2001, Pasal 2. Lebih lanjut bahwela@le masa paten itu habis, maka invensi
tersebut masuk ke dalam domain public, dan sigpsbsdeh menggunakannya

42! saleena Kb, “Research Exemption: Whether Fair Bhdo Maintain The Fairness of
Patent System’Manuputra Intellectual Property Review: 3, (2008al. 133
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tidak digunakan untuk kepentingan yang mengarahdegksploitasi untuk
kepentingan komersial sehingga dapat merugikan aratdapat menjadi
kompetitor bagi Pemegang Patéf?”

Apakah segi komersial tersebut memang secara laggswerugikan
pemegang paten pada saat itu. Bagaimana jika peatakegiatan experimental
use dilakukan, tidak ada kerugian sama sekali, narertendensi adanya
kerugian di masa yang akan datang. Atau bagaimémaa experimental use
dilakukan pada saat validnya paten, namun kerutiaru ada ketika paten
tersebut sudah tidak valid. Apakah pengecualiaandaPasal 16 ayat (3) juga
mengecualikan keadaan-keadaan seperti ini?

Kebanyakan perguruan tinggi dan lembaga penelizanpengembangan
(litbang) di negara-negara sedang berkembang isaateimasuki suatu tingkatan
di mana mereka diharapkan untuk lebih berinterd&agan industri dan lembaga
pemerintah serta non-pemerintah, dalam hal korsul@@enyusunan kontrak
penelitian dan komersialisasi invensi, inovasi daasil-hasil penelitiafi®®
Kolaborasi atau kerja sama antara perguruan tidggiindustri atau badan-badan
lainnya bukan merupakan fenomena yang baru barmgkn menjadi hal yang
baru adalah meningkatnya kepercayaan dari perguingg dan lembaga litbang
kepada industri sebagai sumber pendapatan. Indigstriembaga-lembaga publik
lainnya akan semakin melihat kerja sama ini sebsigaiber teknologi yang baru
dan dukungan tenaga ahli yang dapat membantu tugas- mereka dalam
pengembangan produk, proses dan kebijakabi masa lalu, terdapat pandangan
umum bahwa banyak perguruan tinggi dan lembaganghbyang masih bersifat
‘amatir’ dalam hubungan mereka dengan para pendy&ponsor kegiatan
litbang.

Dalam siklus HKI dalam kegiatan tridharma Pergurdamggi, bahkan

lembaga pendidikan sekalipun dapat memanfaatkan a$elektual untuk

22 Indonesia (a), Undang-Undang No. 14 tahun 200ajeResan Pasal 16 ayat (3)
42 Secretariat World Intellectual Property Organizatjo Pedoman Pengembangan
Kebijakan Kekayaan Intelektual Bagi Perguruan Tinggan lembaga Penelitian dan

Pengembangan, Genewa, Swtizerland, hal. 3

***bid.
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kepentingan komerisal dan/atau non-komersial. Dédin dibutuhkan suatu
perangkat yang cukup untuk mengatur kondisi-korgegierti ini, agar setidaknya
dapat diseimbangkan antara kepentingan Pemegargn Rin kepentingan
penelitian, pendidikan, percobaan, atau analisis.

Doktrin experimental use dalam hukum paten meligdadanya dugaan
pelanggaran bagi yang menggunakan invensi yangetikan semata-mata untuk
tujuan eksperimen, seperti pengujian apakah fumpgsangkat seperti yang
dikemukakan dalam klaim adalah sesuai atau metkept@embali suatu proses
dan mengamati efeknya dalam perspektif ilmiah. Mmsk pengecualian selalu
diartikan secara sempit, hal ini bertumbuh sema&empot pada Oktober 2002
pada saat Federal Circuit mengeluarkan pendapdaiigan kasud/ladey v. Duke
University’?>, Madey merumuskan kembali doktrin experimental
meragukan kelangsungan kepentingan ini sebagaabgembelaan dalam kasus
pelanggaran paten yang melibatkan pihak universA&gatnya, peneliti yang
ada di universitas terbiasa berdiri di ‘bahu raksatalam mempelajari suatu
teknologi yang dipatenkan secara bebas, sekarangkimusecara terpaksa harus
‘menyewa’ ruang di ‘bahu’ tersebff® Komentar ini berpendapat bahwa
pengadilan keliru ketika mengkarakterisikkan peraeli di universitas sebagai
dorongan dari kepentingan bisnis dalam bersaingkuntendapatkarprestige
siswa, dan hibah penelitian. Tidak hanya pandang@anmenyederhanakan
pembelaan experimental use dengan menyebabkanpgal&estatus dari Duke
University daripada nature atau sifat dari penggungng diperdebatkan, namun
juga hal ini juga merusak keseimbangan antara siadan akses yang terletak
dalam jantung Undang-Undang Paten itu sendiri. Bsatahan ini tidak dapat
diselesaikan oleh Undang-Undang Paten terkait denmenggunaan dengan

melakukanexperimenting wittketimbang dengaexperimenting onnvensi dari

42 307 F.3d 1351 (Fed. Cir. 2002), cert. denied, $23Ct. 2639 (2003); Lihat juga
Jennifer Miller,Sealing the Coffin on the Experin@nJse Exception, 2003 DUKEL . & TECH.
REV.1 2 @iscussing the case and the briefs filed for anairag} certioral)

4% | jhat jugalsaac Newton, in one of the most frequently quditess in intellectual
property law, reportedly declared, "If | have sefanther, it is by standing on the shoulders of
giants." The historical origins of this statememeé draced inROBERT K .MERTON, ON THE
SHOULDERS OF GIANTS (1965).

Universitas Indonesia
Doktrin experimental ..., Elizabeth Taruli Lestari Lubis, FH Ul, 2012



136

Madey. Hal ini dapat memungkinkan para penelitinthsa yang akan datang
untuk melanjutkan pengujian dan pengajaran tentamgnsi yang dipatenkan
tersebut tanpa adanya ketakutan untuk digugat

Pertama, pengadilan menyatakan bahwa pengecualmrimental use
seharusnya tidak mengisolasi penelitian komersai gelanggaran patéf’
Pengadilan khawatir bahwa Duke mungkin saja mengiam Free Electron
Laser (FEL) untuk keuntungan komersial secara lamgs(direct commercial
gain) dengan melakukan penelitian yang mungkin daggggantar ditemukannya
invensi yang dapat dipatenkan. Hakim Gajarsa mahdzhwa, Duke,... like
other major research institutions of higher leargjns not shy in pursuing an
aggressive patent licensing program from which etives a not insubstantial
revenue strearhi*?®

Yang kedua, pengadilan menyatakan keprihatinan &apgnggunaan
laser mungkin tidak adil, yakni dengan memajukapeke¢ingan bisnis dari Duke,
meskipun ada penerapan sisi komersial yang dilasilRerumusan tentang apa
yang merupakan kepentingan bisnis, bagaimanapafgladesuatu hal yang amat
luas. Pengadilan menyatakan :

“Major research universities, such as Duke, oftenctan and fund
research projects with arguably no commercial apgiion whatsoever.
However, these projects unmistakably further thsitution's legitimate
business objectives, including educating and etéiging students and
faculty participating in these projects. These pot¢ also serve, for
example, to increase the status of the instituteord lure lucrative
research grants, students and faculfy>

Definisi yang begitu luas dari kepentingan bisrisuskomersial, adalah

sulit untuk dipahami untuk setiap kegiatan yangldikan oleh sebuah universitas
yang akan dihitung sebagdatrictly philosophical inquiry’dan memenuhi syarat
untuk dikecualikan darexperimental useTidaklah mengherankan kemudian,

42" Madev, 307 F.3d at 1368oting Embrex216 F.3d hal. 1349).
“%bid., hal. 1363 n.7.

2| ihat Stephen B. Maebius & Harold C. Wegner, Rylim Research Exemption Roils
Universities NAT'LL .J., Dec. 16, 2002, at C3\Madey] promises to set off a lively debate about
the direction of research at federally funded ursitees.., and their very right to continue to
function as research institutions free from thirary patent problems."”
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bahwa laporan mengenai keputusan Madey yang digharbaalam kasus ini,
secara efektif memutarbalikkan pengecualian exparial use ini.

Gagasan bahwa penggunaan paten dengan tujuan kantieiesk boleh
dilindungi dibawah doktrin experimental use adatalatu hal yang sudah dari
lama berlangsung. Pada tahun yang sama saat Hakimy #&enciptakan
pengecualian experimental use, beliau berpendaphtvd pengguna dengan
‘intent to use for profittidak dapat berfaedah sebagai suatu pembelaardbagi
mereka sendift*® Federal Circuit menyatakan, baru-baru ini dalarsukaRoche
Products bahwa kegiatan yang dilakukan di bavgaise of scientific inquiry
tidak akan dapat memenuhi syarat sebagai ekspeamemtika mereka
mempunyaidefinite, cognizable, and not insubstantial comai@rpurposes***

Ketidakmampuan pengguna (yang berbasis komersiatjtuku
menggunakan pembelaan experimental use, tidaktbéatwa kegiatan yang
dilakukan oleh entitas non-komersial dengan set&amngsung merupakan apa
yang dimaksud dengan doktrin experimental use. iQfederal Sirkuit terhadap
kasus ini, mengekspresikan perhatian bahwa pergedistrik telaHattached too
great a weight to the non-profit educational statfs Duke’ dan telah gagal
menyelidiki rincian bagaimana Duke telah menggunakirowave gurdan FEL
(yang merupakan invensi yang dipatenkan oleh Matféy)

Meskipun kritik atas pengadilan distrik tersebutagaéimanapun,
Pengadilan Sirkuit Federal membuat suatu ‘garisgy&erang’, status yang
berbasis aturan, nyatanya telah membuat kesalaramnsama seperti pengadilan
distrik, namun secara terbalik. Alih-alih merumuskdoktrin experimental use
dengan melihatnya melampaui identitas tergugat geebl@mbaga pendidikan,
dengan sifat dari penggunaan yang diperdebatkan. itlasecara efektif

menghalangi semua universitas dari keberhasilanmenerapkan doktrin

430 5awin v. Guild, 21 F. Cas. 554, 555 (C.C.D. Ma$43) (No. 12,391) (Story, J.).

“31 Roche Prods., Inc. v. Bolar Pharm. Co., 733 F&&| 863 (Fed. Cir. 1984jnternal
Quotation marks  omitted) http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-inbolar-
pharmaceutical-co-indiakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24

432 Madey, 307 F.3d at 1362http://openjurist.org/307/f3d/1351/mj-madey-v-duke-
universitydiakses pada tanggal 17 September 2011
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experimental use sebagai pembelaan dengan mengkastakkan prestige dan
pembentukan fakultas yang berkualitas baik sebagainess interests

Pada bab ketiga, dijelaskan beberapa kasus tedesigan hal ini,
contohnya Pengadilan Jerman, Mengenai aktivitascksial dan objek penelitian,
Mahkamah Agung Jerman mencatat bahwa:

“According to this, the commercial orientation doest from the
outset turn the experimental activity into an impesible patent
infringement. Something else will then have tordetee when it is no longer
a matter of further elucidation of the conditioreffects, applicability, and
reducibility of the object of the invention, butaéarification of commercial
facts such as the needs of the market, acceptdnuéces, and possibilities of
distribution. However, such a case is not giveretiér?

Pengujian kepentingan bisnis, awalnya dikembangkatimerika pada
kasusPitcairn v. United Staté&* yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan
konseptual antara komersial dan non-komersial. Hatah, sebagai entitas non-
komersial, telah berusaha untuk mengeksplotasiridokixperimental use ini,
meskipun bertindak seperti konsumen biasa ketimipemgliti. Pitcairn terlibat
sengketa atas penggunaan helikopter yang mengansiuaktur rotor yang
dipatenkan dan sistem kontrol. Amerika Serikat na¢aan bahwa hal ini tidak
boleh menjadi paksaan untuk membayar royalti urpekggunaan beberapa
helikopter karena mereka dibangun untuk mengunfndmpuannya dalam
mengangkat, menguji kecepatan penerbangan, daradzeriperalatan lainnya.
Pengadilan dalam hal ini menolak argumen ini. Péh@a mencatat bahwa hal
ini tidak mengandung bukti bahwa helikopter itu afigun semata-mata untuk
tujuan eksperiment4?®> Dalam kasus ini, eksperiment itu cukup jelas térka
dengan kepentingan pemerintah dalam menggunakéwopier untuk keperluan
militer. Pemerintah tidak bertindak keluar daridsa ingin tahuannya, melainkan
sebagai konsumen yang tertaik dalam memastikandablikopter tersebut akan

dibeli atas kebutuhannya.

433\bid., hal. 433-434

434547 F.2d 1106 (Ct. Cl. 1976). Lihat juga Strandhuiwhat does the Public Get?
Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 16

4351bid., hal. 1125.
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Hal yang tidak benar adanya adalah ketika uniassitnelakukan
pembelajaran atau mengajarkan bagaimana suatu gikatagang dipatenkan
dibuat atau bagaiman proses itu dapat bekerja. ddisiuniversitas adalah untuk
memperluas ruang lingkup dari ilmu pengetahuan wsianiBebuah komponan
yang besar dari misi ini tentu melibatkan percobg@a@da penemuan untuk
menguji keterbatasan mereka dan memahami bagainmasi@eka bekerja.
Melakukan kegiatan-kegiatan yang memajukan dan redogs misi ini untuk
kepentingan bisnis yang merupakan kelanjutannyalabdmengabaikan fakta
bahwa mereka secara bersamaan merupakan jenikaé&mori dari memuaskan
rasa ingin tahu, mendorong penyelidikan berdasapesngecualian experimental
use.

Efek dari keputusan Madey untuk menarik garis anfsrcobaan yang
dilakukan oleh individu dan percobaan yang dilakul@deh para peneliti di
universitas. Peneliti individu mungkin melakukan neltian untuk tujuan
mendidik dan mencerahkan diri mereka sendiri dampdiensi meningkatkan
status diri mereka sendiri, namun pada Madey, iagaeggap, baik sebagai
tujuan bisnis, ketika dilakukan dengan latar betakekegiatan universitas.
Pemisahan tanpa sebuah ilustrasi yang berbeda s@kda pengecualian
experimental use pada status dari Tergugat yargigikpengadilan Madey tidak
mengadopsi definisi yang luas dari kepentinganibisdiembebaskan inti dari
kegiatan penelitian dari tanggung jawab pelanggame@mbantu keseimbangan
ini. Dengan mereplikasi proses yang dipatenkanmendemonstrasikannya cara
kerjanya di dalam kelas tanpa mencari lisensiktisingkin memiliki dampak
komersial, dilihat dari sisi kacamata pemegangrpate

Meskipun para ahli tidak setuju pada lingkup yamyogyanya dari
doktrin experimental use ini, dua prinsip yang rsgrmenjadi panduan analisis
mereka adalah bahwa: pengecualian experimentahub@anya harus mencakup
penggunaan non-komersial terhadap invensi yangtafigan; dan yang kedua,
pengecualian harus melindungi mereka yang bereksperpada €xperimenting
on) invensi yang dipatenkan, namun tidak kepada \aergksperimen dengan
menggunakan invensi tersebakgperimenting with
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Meskipun hampir selalu universitas merupakan lerabagrlaba,
beberapa laboratorium di universitas menyerupaigadraan, yang pasti bertujuan
untuk mendapat keuntungan, dimana mereka berusalia umendapatkan
keuntungan dari invensi-invensi mereka. Membiaredroratorium-laboratorium
tersebut melakukan klaim terhadap perlindungan @engnenggunakan
pembelaan doktrin experimental use, dengan bergaskr status mereka sebagai
institusi non-profit, akan memberi mereka keuntumgang tidak adil dalam
pasar. Seperti pendapat Suzanne Michels‘inequitable to allow an institution
to gain from the existence of the patent systenmowit submitting to the
restrictions that are necessary for the systenxistén the first plac&?*°®

Dengan demikian, larangan bahwa entitas komersahamfaatkan diri
mereka dengan keberadaan doktrin experimental ases hditerapkan secara
fleksibel dari formalitas-formalitas yang ada, dntaencegah laboratorium yang
seolah-olah bukan entitas berorientasi nirlaba tirasi oleh pertimbangan
komersial dari penyalahgunaan pengecualian tersebut

Penggunaan doktrin experimental use yang tepas akan mengakui
bahwa beberapa inventor ditetapkan untuk menciptglkesalatan secara khusus
dirancang digunakan dalam penelitian dan pengajaliamana berorientasi pada
kepentingan pendidikan. Seperti yang Professor Do@hisum, seorang penulis
hukum paten termuka, pernah bersaksi di degmagressbahwa, If you had a
patent on a microscope and its only use was inarese you wouldn't want to say
that anybody could make and sell microscopes, siheg are always used for
research:**’

Salah satu cara untuk mengatasi dilema ini, dengambedakan antara

“bereksperimen dengan” invensi dan “bereksperimadap invensi. Ketika

43 Suzanne T. Michel, The Experimental Use Exceptiorinfringement Applied to
Federally Funded Inventions, 7HIGHT ECH. L.J. 386090 (1992).

437 |ihat Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KGaA, 331B3&.860, 878 n.10 (Fed. Cir.
2003) (Newman, J., dissenting); Lihat juga Parkeatent Infringement Exemptions for Life
Science Research, 16 HOUs .J . INT'LL . 615, 65948I94)., di 622 n.37qloting Ronald D.
Hantman, Experimental Use as an Exception to P#ténimgement, 67 J. PAT.& TRADEMARK
OFF. SOC'Y 617, 639 (1985))bid. at 656 ("In England, Germany, and most of Europe,
experimentation on a patented invention is covetgaler the research exemption, while
experimentation using a patented invention to aagh@her results falls outside the exemption)
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melakukan “eksperimen dengan” invensi dengan memagg@n instrumen-
instrumen mereka guna memajukan tujuan lain, mak&e atas terganggunya
insentif untuk berinovasi adalah jelas. Sebaliknganggunaan perangkat dan
proses sebagai objek studi dibandingkan dengadikiija alat, adalah tentu saja
tidak sebanding.

Dari ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulanwa, adalah penting
apakah kerugian yang dialami oleh Pemegang Pateat daat itu juga dirasa.
Atau apakah pasal 16 ayat (3) itu juga mengecualikerugian yang terjadi
setelah jangka waktu paten tersebut berakhir, rpagekkegiatan eksperimen atau
penelitian atau pendidikan atau analisis dilakugada jangka waktu berlakunya
paten. Kata ‘dapat’ dalam Pasal 16 ayat (3) begmtgelasannya memberikan
suatu penafsiran bahwa ketika baru saja terdap#tasi akan adanya kerugian
komersial dari Pemegang Paten, maka tidak dapatudgtikan dari pelanggaran
paten. Seperti halnya dalam kasus Madey.

Sehingga yang dikedepankan adalah aspek untuk mnetepkuratan
dari klaim paten, atau menguji kembali cara ketga &inerja suatu invensi yang
dipatenkan, ataupun melakukan observasi terhadapnsn tersebut apakah
menghasilkan efek yang benar sesuai spesifikagnklgentu dalam perspektif
kellmuan. Apa yang dimaksud dari kepentingan pekaidjuga analisis, dan apa
yang menjadi tujuan dari kepentingan pendidikan afzadisis itu sendiri. Apakah
dengan mengatasnamakan kepentingan pendidikan,Ingasaleh lembaga
pendidikan seperti universitas, maka dengan mudaimgreka melaksanakan
paten dari invensi yang diapatenkan tanpa izin &amegang Paten dengan
‘kedok’ Tri Dharma Perguruan Tinggi? Bagaimana denigeberadaan dari fungsi
paten sebagaieward by monopolybagi Pemegang Paten, jugacentive to
discloseyang merupakan sifat dari diberikannya paten ?

Masalah dengan adanya perbedaan komersial dan oroer&ial tidak
sebatas pada kasus Madey semata. Namun pada Easobiex v. Service
Engineering Corp.menggambarkan konsekuensi yang sama dengan mé&earberi
pemegang paten suatu hak veto atas semua penggkoi@nsial dari sebuah
invensi yang dipatenkan terlepas dari tujuan danggunaanny&® Dalam kasus
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Embrex, paten yang ada melingkupi metad@vo untuk inokulasi ayam dalam
melawan penyakit®® Embrex merupakan pemegang lisensi eksklusif daki h
paten. Sedangkan SEC adalah salah satu pesaingsiantembrex, melakukan
percobaan yang bertujuan untt@esigning around” metode inokulasi yang
dipatenkart*°

Eksperimen yang dilakukan SEC, dimaksudkan untukdegain sekitar
paten dengan menyuntikkan bagian yang berbeda Ipagian telur dari klaim
paten sebelumnya. Pada akhirnya percobaan tiddiasiekarena suntikan itu
bocor ke dalam area telur yang dilindungi oleh pateerlepas dari kenyataan
bahwa pelanggaran apapun secara harafiah penyaparatari upaya untuk
menciptakan alternatif terhadap invensi yang digada dan fakta bahwa tidak
adanya bukti yang menyatakan bahwa penggugat kefitasetiap keuntungan
yang seharusnya dihasilkan sebagai hasil dari peecg Federal Sirkuit menolak
untuk menerapakan pengecualian experimental useg yeerdasarkan atas
maksud komersial dari eksperimen.

Dalam sistem paten, diizinkan suatu improvisasikbahketika mereka
menggabungkan ide-ide baru yang kemudian dipateri¥aak ketiga dari invetor
dapat dengan bebas membangun invensi yang dipatedéagan cara-cara
tertentu selama jangka waktu berlakunya paten tampapapun dari pemegang
paten. Izin dari pemegang paten asli diperlukany&gika dan ketika seorang
inventor lanjutanfpllow-on inventoy berusaha untuk menggunakan atau menjual
produk yang ditingkatkan atau proses yang benaasbemewujudkan invensi
aslinya. Doktrin dalam paten ini mencerminkan ppgngemisahan kemampuan
pemegang paten untuk mengembalikan investasi danelpian dan
pengembangan dari kemampuannya untuk mengendatlkanmungkin juga

dapat menghalangi kemajuan yang lebih laffjtit.

“3% Embrex, 216 F.3d at 1343. Lihat juga Strandbuiyh4t does the Public Get?
Experimental Use and the Patent Bargain”, hal. 6

439 bid.
440 1bid.

441 Strandburg, “What does the Public Get? Experinidsge.”, hal. 11
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Pendekatan kepentingan yang berkaitan dengan fatanislak dapat
memberitahukan bahwa suatu penggunaan adalah datalatau tanpa izin, jika
memang ada, maka hal ini harus dimaafkan. Sehitlggademoluments which [a
patentee] does or might receive from the practit¢he invention by himself or

others™*2

adalah diperlukan dalam mendefinisikan batas-blat&sim dari hak
pemegang pateff® Untuk menentukan apakah suatu penggunaan tanpgaada
izin dari pemegang paten, harus diketahui apakatyqenaan tersebut masuk
dalam pengecualian experimental use. Sebuah psajetarhadap pengertian ini
secara lebih lanjut, tentu amatlah diperlukan. Retabn antara Komersial dan
non komersial adalah suatu usaha untuk menangkapdadli dampak yang
berkaitan dengan finansial, tetapi belum seluruhbgehasil dilakukan karena,
seperti halnya dalam kasus Madey dan Embrex yangggaenbarkan bahwa
dampak finansial dari pemegang paten tidak seléuntdikan dari motif finansial
dari si pelanggat®*

Kepentingan Bisnis yang sah sebagai perluasan gagksi penggunaan
komersial adalah upaya untuk menangani penggunaiag ydak sah, meskipun
tidak dilakukan untuk mencari laba oleh pelanggat,ini nampaknya memiliki
dampak yang berkaitan dengan finansial dari pengegaten. Pada tahun 1970-
an, Pengadilan Federal dalam kaBitgairn v. United Statesnenolak argumen
pemerintah bahwa pembuatan dan penggunaan ataiatiesting, evaluational,
demonstrational or experimental purposeddari pelanggaran paten atas

helikopter, harus diizinkan berdasarkan doktrinezipental usé**

442 3 WILLIAM C. ROBINSON, THE LAW OF PATENTS FOR USER
INVENTIONS § 898 (1890)., S808

443 Strandburg, “What does the Public Get? Experimdsga”, hal.15

444 Madey, 307 F.3d at 1351; Embrex, 216 F.3d at 1B4Hgan kata lain, penggunaan
yang benar-benar mengarah pada nirlaba dengan adaigpan pelanggaran, mungkin memiliki
efek yang jelas komersial terhadap Pemegang Pateged mencabut hak pemegang paten untuk
menjual atau mendapatkan royalty darénsing Lihat Eisenberg, at 1035 (mengakui battiva
difference between commercial and noncommercigameh in fact often has little to do with the
financial interests of patent holder$.”

445547 F.2d 1106, 1125 (Ct. Cl. 1976). Lihat jugaaBStiburg, “What does the Public
Get? Experimental Use and the Patent Bargain”, Iital.
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Meskipun pemerintah jelas tidak menempatkan invémsiebut untuk
penggunaan komersial, pengadilan menyatakan balesadalam kasus ini
diperlukan untuk setiap helikopter baru dantended uses of the infringing
aircraft manufactured for the defendant and [weirekeeping with the legitimate
business of the using agenayan tidak dikecualikaf{*®

Fokus pada komersial dan non komersial dari expmeriat use ini,
diabadikan dalam putusan Federal Sirkuit dalam «&ache Products v. Bolar
Pharmaceutical C8%’ Dalam kasus ini, pemegang paten farmasi berusaha
memberikan perintah kepada produsen obat generilpdaggunaan bahan yang
dipatenkan selama jangka waktu paten masih bedaggyang dilakukan untuk
melakukan pengujian yang diperlukan oleh admirsstabat dan makanan di
Amerika Serikat sebelum suatu obat generik dappasdirkan. Tujuan dari
pengujian ini adalah untuk memungkinkan obat g&rsapat dipasarkan sesegera
mungkin setelah jangka waktu paten tersebut haBiengadilan distrik
menyatakan bahwa pengujian merupakan pengecuxipamieental use dan oleh
karena itu haruslah dimaafkan. Mengutip dari kattkJustice Story yang
menyatakan bahwa;sufficiency to produce the described effects’,tdst court
did not consider whether the FDA testing might ifaid that category**®

Sementara itu, Bolar telah menegaskan bahwa kegagahtuk
mendapatkan izin pengujian obat generik sebelunakbénya paten akan
mengakibatkan perpanjangan paten yang efektif, &belah membantah bahwa
persyaratan pengujian bahkan lebih luas untuk gietntis, maka akan
memperpendek jangka waktu paten di awal sehinggpapgmngan efektif
tersebut perlu untuk melestarikan insentif dariped@nsi itu sendiri. Daripada

berkutat dengan isu-isu kebijakan, pengadilan akhir mendasarkan

48 1bid., hal. 1125-1126

447733 F.2d at 863. Lihat juga Strandburg, “What dixesPublic Get? Experimental Use
and the Patent Bargain”, hal. 16

448 bid., hal 862 uoting Whittemore29 F. Cas. at 1121).
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keputusannya pada penolakan kategoris dari setiagegualian experimental use
dengari‘definite, cognizable, and not insubstantial comuiaf purposes.**°

Berkaca pada kasudadey v. Duke Universitydimana terdapat unsur
perguruan tinggi beserta dengan pembukaan KebijadRaten Duke yang
menyatakan bahwa Duke merupakatedicated to teaching, research, and the
expansion of knowledge...and does not undertakearels or development work
principally for the purpose of developing patentsl @ommercial applicatioris

Juga ketika Duke menggunakan Laser FEL yang digatenleh Madey
tanpa seizinnya untuk dilakukan penelitian di laborium Duke yang ternyata
menghasilkan suatu invensi baru yang dipatenkas @émaDuke University
Duke dalam hal ini tidak menjual pada khalayak, mamengan invensi baru hasil
dari penelitian yang dilakukan dengan mengguna&aer|FEL milik Duke yang
mana patennya masih valid, maka nabwake Universitysemakin naik dan
banyak hibah-hibah penelitian diberikan kepada Dakéat namanya yang
semakin tersohor. Hakim pada tingkat banding mexkgat bahwa meskipun
Duke tidak secara langsung menjual patennya itad@pmasyarakat, dengan
namabDuke Universitydan laboratoriumnya yang ‘naik pamor’ sebagai akija,
juga banyaknya hibah penelitian yang diberi, damaden banyaknya minat
calon-calon mahasiswa untuk mendaftaDdike University maka Duke secara
tidak langsung telah mendapatkan keuntungan koaileegiasnya, sehingga
dinyatakan bahwa Duke telah melanggar paten, yalanugikan Madey dengan
apa yang seharusnya Madey dapat berdasarkan inyangang digunakan oleh
Duke. Meskipun tidak saat atau secara langsung Wawendapat kerugian,
namun secara berangsur-angsur ia kehilangan agpsgrarusnya ia dapat atas
keberhasilan invensinya yang diteliti lebih larglgéh Duke.

Dengan demikian, apakah memang kepentingan pemadidikang
dimaksud adalah sama halnya dengan yang Duke |akakaukah memang
invensi yang dipatenkan tersebut dengan adangantive to disclosemaka
lembaga pendidikan dapat mengajarkannya formuliaktiam paten kepada para
mahasiswanya. Terdapat ketidakjelasan, baik dalasalpl6é ayat (3) dengan
penjelasannya. Lebih lagi, demi kepentingan arsaliahg dimaksud dalam pasal

49bid., hal. 863-864.
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16 ayat (3) adalah suatu kerancuan. Kepentingalsgnaacam apa yang dapat
dikecualikan, apakah segi analisis yang dimaksud.

Jadi, dalam kasuMadey v. Duke Universitypengadilan menemukan
bahwa penelitian yang dilakukan universitas tidaknmmanuhi syarat sebagai
pengecualian karena tidak dapat diragukan lagi balwamistakably furthers the
institution’s legitimate business objectives, imthg educating and enlightening
students and faculty participating in these progeét® Hal ini bertentangan
dengan pemahaman yang luas pada bagian dari pemelihiversitas yang
merupakan penelitian pendidikan secara murni dgaatkan dibebaskan dari
tanggung jawab adanya pelanggaran pateBengan pemahaman yang luas dari
“bisnis” yang diartikulasikan dalam kasus Madeyhdrapa aktifitas atau kegiatan
tidak berhubungan yang berpotensial sebagai bysmg sah.

Pengadilan menarik suatu perbedaan antara peneliiag bertujuan
“enlightening students and factltgan penelitian yang bertujuan untustrictly
philosophical inquiry’*** Ketika Madey keluar, universitas terus menggunakan
perlatan yang dipatenkan tanpa izinnya. Universi@siudian mencoba untuk
meminta pengecualian experimental use diterapkeemg& mudah untuk
memahami dilema pengadilan terhadap situasi seipertPeralatan laboratorium
yang dipatenkan dirancang khusus untuk peneliti@msad atau strictly
philosophical inquiry” dalam sebuah laboratorium penelitian lembaga rarlab
Karena jenis penelitian ini adalah maksud utama o@ngapa peralatan yang
dipatenkan tersebut, pengecualian terhadap pemelgebagai non komersial
experimental use akan memusnahkan hibah inti #akilesifitas yang seharusnya
diberikan oleh paten — pasar yang secara langswgual atau melisensikan

yang merupakan perwujudan dari penemuan invensjy yhpatenkan. Federal

40| ihat Madey v. Duke Univ., 307 F.3d 1351, 1362(F€it. 2002) (On remand, the
district court will have to significantly narrow anlimit its conception of the experimental use
defense.)

51 John P. Walslet al, Effects of Research Tool Patents and Licensing@iomedical
Innovation, PATENTS IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOM324— 28, 334-35 (Wesley
M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).

452 Madey, 307 F.3d at 1362.
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Sirkuit merentangkan konsep penggunaan komersiaatas pengakuan dari
lembaga pendidikan, sehingga dapat mencakup tindalkwiversitas dan
melindung hak eksklusif dari Profesor Mad&¥y.Hal ini tentu mengaburkan
perbedaan antara penggunaan yang komersial darkeroersial. Pengaburan
batas antara penelitian yang komersial dan non k®alejuga memberikan
kesempatan bagi perilaku strategis, seperti peaasajlang menempatkan proyek
penelitian tertentu ke dalam sektor nirlaba, sajngntuk mendapatkan akses ke
teknologi yang dipatenkan dari kompetitor.

Dalam kasusRoche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Ca*if)
Hakim menyatakan bahwa tidak dapat menafsirkanaatexperimental use
secara luas untuk memungkinkan pelanggaran hukuten pdengan kedok
‘penyelidikan ilmiah’, ketika penyelidikan yang piasiapat diketahui, dan tidak
substansial mengandung tujuan komersil. Federauitimmenyatakan bahwa,
“Bolar's use was found to be in the guise of sdientiquiry and such inquiry
had definite, cognizable, and not insubstantial owrcial purpose&**® Pada
kasus ini, hakim memberikan suatu ukuran bahwa akagi eksperimen dan
penelitian yang dilakukan Bolar haruslah bertujua@pentingan ilmiah yang
secara pasti dan substansial bukan untuk kepentkmaersial semata-mata.

Diperlukan adanya suatu keseimbangan yang diperlukentuk
menjelaskan pengecualian dari tujuan penelitiangydmiah. Bahkan jika
penggunaan itu untuk kepentingan publik dan/atauéksial, penggunaan untuk
penelitian dan ilmu pengetahuan diarahkan untukgmasilkan invensi baru atau
teknologi. Jika tujuan sosial secara keseluruhaaaaduntuk memaksimalkan

penemuan, maka hal ini merupakan salah satu dakratana undang-undang

453 Lihat Ibid.. hal. 1362—63; lihat juga Integra, 331 F.3d at 878 (Newman, J., dalam
opini dissentingnya) (mengambil pandangan yang sa@a kasus Madey, setuju dengan
keputusan dalam fakta, namun tidak setuju dengameéping dictum” tentang sempitnya
pengecualian experimental use yang digunakan).

454 Roche Products, Inc. v. Bolar Pharmaceutical Cnoc, 733 F. 2d 858, 221 U.S.P.Q.
937 (1984) http://openjurist.org/733/f2d/858/roche-products-irbolar-pharmaceutical-co-inc
diakses pada tanggal 24 September 2011 pukul 23.24

451bid., hal. 863
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paten harus dibatasi. Jika tidak, maka justrum&h yang akan membatasi jenis
kegiatan yang mereka maksudkan untuk dimaksimalkan.

Seperti yang Professor Katherine Strandburgjelaskahwa, “The
purpose of an experimental-use exemption shouldobgrotect the patentee’s
ability to recoup her research and development stment while preventing her
from using her exclusive rights to exercise unwated control over subsequent

innovation.”*>®

4% Strandburg, “What Does the Public Get? Experinieddse and the Patent Bargain,”
hal. 100.
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BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan berikut ini merupakan jawaban terhadapnasalahan yang
diajukan dalam bab pertama sekaligus menjadi erieptian dalam skripsi ini:

1. Pertanyaan pertama adalah mengenai bagaimana pergatloktrin
experimental use dalam Hukum Paten Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengaiksiuses for
experimental research and/or education purposBsnyatakan bahwa The
Indonesia version of this exception, for examptedrates the application of the
exception on an absence of prejudice to the patetfté Dengan demikian,
jelaslah sudah bahwa kepentingan yang dimaksuandBisal 16 ayat (3), yakni
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisafidsuatu pengecualian yang
dapat dikatakan doktrin experimental use, namurakticsebatas kegiatan
eksperimen atau penelitian semata layaknya kondeksrin experimental use
yang lahir dari sistersommon lawyang lahir semenjak tahun 1813 dan berbagai
perkembangan kasus yang terjadi di Amerika Serikagga tahun 2000-an.
Sehingga ruang lingkupxperimental use exceptiatalam rezim Hukum Paten
Indonesia adalah berupa kegiatan pelaksanaan pdtni kepentingan
pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisian @lalam hal ini tentu

cakupannya lebih luas dan tidak hanya sebatastkegi@nelitian semata.

2. Pertanyaan kedua adalah mengenai batasan-batasan aktrin
Experimental Use dapat dijadikan pembelaan terhpdmggaran paten.
Tindakan pelanggaran paten berarti tindakan pekaggterhadap ruang

lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik gratitau pemegang paten tanpa

7 Indonesia (Use for purposes of education, research, experinmnanalysis not
prejudicial to the patent ownéy.
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seizinnya. Dikatakan melanggar karena hak pateseltet adalah hak pribadi
pemilik paten yang sah dan dilindungi oleh hukunemsuki ruang lingkup hak
pribadi itu tanpa adanya izin, berarti melakukatapggaran terhadap hukum.
Indikasi terjadinya tindakan pelanggaran paten adahdanya pihak selain
pemegang paten, yang turut memanfaatkan paten taclpaya izin dari

pemegang paten yang sah menurut hukum. Pada dasg®rindungan paten
(produk khususnya) terletak pada tujuan agar kewgata ekonomi dari hasil
komersialisasi invensi yang hanya dinikmati oleimppié& paten yang sah. Di

sinilah letak keeksklusifitas paten.

Oleh karena itu, pelanggaran paten dapat dibuktdecara sederhana
ketika ada pihak yang tidak berhak, ikut mendagamkungan ekonomi. Karena
komersialisasi tersebut adalah tanpa seizin pengegeten yang sah. Jadi,
penekanan tindakan pelanggaran paten adalah agé#mla yang melaksanakan
dan menggunakan invensi yang dipatenkan yang mamdegpada eksploitasi
untuk kepentingan komersial sehingga dapat meragikehkan menjadi
kompetitor bagi pemegang paten, seperti layakngg yarcantum dalam Undang-
Undang Paten Indonesia. Namun dalam hal ini, apakaku pelaksanaan paten
dengan menggunakan invensi yang dipatenkan tanpgang sah dari pemegang
paten, ketika hanymengarah kepada kepentingan komersial, yang mdapat
merugikan pemegang paten sudah dapat dikategs&aagai pelanggaran paten.

Melihat pada ketentuan pada pasal 16 ayat (1) gsalP130 Undang-
undang No. 14 tahun 2001, maka tindakan pelanggaeian tidak selalu
menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku pekvaggpaten. Membuat,
menggunakan, dan mengimpor, tidak mendatangkantiegan bagi pelaku
pelanggaran paten secara langsung. Namun, perbpatanatan itu memang
termasuk kegiatan mengeksploitasu invensi yangtelgan. Oleh karena itu,
tetap dikatakan melakukan pelanggaran paten kaetsma saja melanggar teritori
hak eksklusif pemegang paten yang sah.

Tetapi, terdapat suatu pengecualian pada setiapg grang melanggar
teritori hak eksklusif pemegang paten yang sahniydkngan keberadaaan pasal
16 ayat (3). la tetap saja melanggar, namun peaboga dibenarkan secara

hukum untuk kepentingan pendidikan, penelitian, cpleaan, atau analisis.
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Namun sejauh mana pembenaran terhadap pelangganitori thak eksklusif
tersebut guna kepentingan pendidikan, penelitiagrcgbaan, atau analisis
tersebut? Berdasarkan penjabaran yang dikemukakaulip dalam bab keempat,
dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup yang telpat sebuah pengecualian
experimental-use agar dapat dijadikan sebuah paaelari pelanggaran paten:
1) Penelitian atau percobaan terhadap invensi yangtafigan adalah
untuk memeriksa ketercukupan dari spesifikasi daditivas dari klaim
pemegang paten tentang invensi tersebut
2) Penggunaan yang diterima dalam experimental udaraganggunaan
guna melakukan tes perbandingan terhadap sebuamsinwang
dipatenkan dengan tujuan menciptakan invensi yang jang dapat
dipatenkan
3) Yang terakhir, akan tampak bahwa suatu penelittanbenar-benar
murni scientific(dengan tidak adanya implikasi komersial di masagy
akan datang), yang melibatkan eksperimen pada s$nve@ang
dipatenkan adalah dengan melihat cara kerjaeypefimenting omtau

experimenting with

Dua prinsip yang sering menjadi panduan analisitbatiap doktrin
experimental use agar dapat dijadikan pembeladradap pelanggaran paten
adalah bahwa: pengecualian experimental use iniyehamarus mencakup
penggunaan non-komersial terhadap invensi yangefigan; dan yang kedua,
pengecualian harus melindungi mereka yang bereksperpada €xperimenting
on) invensi yang dipatenkan, namun tidak kepada yaergksperimen dengan

menggunakan invensi tersebakgperimenting with

5.2 SARAN
Banyaknya kasus yang terjadi di luar wilayah Negd&tapublik
Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Negara-reegamopa lainnya, dapat
dijadikan suatu cerminan bagi Indonesia dalam melempgkapi skema hukum
yang ada atas interpretasi yang ada pada kegiatagepualian dari pelanggaran

paten yang ada.
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1. Perlu penjabaran yang jelas terhadap unsur “kepganti pendidikan,
penelitian, percobaan, atau analisis” dan “kepeatinkomersial yang
dapat merugikan” pada pasal 16 ayat (3) dan peaefeya dalam
Undang-Undang Paten. Seberapa pentingnya penjelassebut tentu
demi menjamin adanya suatu kepastian hukum bag p#rak yang
berkepentingan, baik pemegang paten, peneliti, eusitas, ataupun
pengajar. Hal ini guna memberikan suatu tempat yangn bagi pihak-
pihak tersebut untuk dapat dengan bebas melakupenkingan mereka
masing-masing, tentu tanpa merugikan hak-hak fuedsah dari pihak

lainnya.

2. Diperlukan adanya perangkat pembaharuan undangigndpaten
Indonesia, khususnya terhadap pasal 16 besertaanlgoenjelasannya,
khusus pada bagian pengecualian terhadap kegiataelifian atau
percobaan, juga kepentingan pendidikan atau amal@rkaitan dengan
“bereksperimen dengan” dan “bereksperimen pada’eriav yang
dipatenkan, serta dari kedua jenis tersebut, yaagakah yang dapat
dikecualikan dan dibebaskan dari adanya pelanggeeizm.

3. Pembaharuan pada pasal 16 ayat (3) tersebut jugaakig sepanjang
manakah kepentingan komersial yang dirugikan damggang paten
terhadap adanya penggunaan invensi yang dipatéeksgbut digunakan
tanpz izin oleh pihak lain. Apakah ketika kerugiamg dihasilkan adalah
secara tidak langsung, dalam artian tidak pada isagtiga (dapat saja
terjadi ketika masa paten itu telah habis, namugigan penelitian
ataupun percobaan tersebut dilakukan pada saat pasa itu masih
valid).
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